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SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 1II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
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Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 118);

34. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 25);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

39. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan
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Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan yang selanjutnya disebut RPD adalah Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
untuk periode 3 (tiga) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga)
tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1
(satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah
selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan suatu perangkat daerah, serta pagu
anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum
anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

BAB II
PENETAPAN RKPD

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan RKPD Tahun
2025.
(2) Penetapan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2025 dimulai tanggal 1 Januari 2025 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2025.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan
akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS
dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun
2025.

Pasal 4
Perangkat @ Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat
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Daerah mengenai kesesuaian dengan RKPD, Renstra Perangkat
Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:
BAB 1
BABII :
BABIII :

BAB IV :

BABV :
BAB VI :

BAB VII :

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juni 2024
Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:

FITRI, S.H.
Pembina/TVa

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 30



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2025

i L

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

tha— —ch
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BAB 1
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sistem  perencanaan pembangunan nasional di Indonesia
sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup
perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat
diartikan sebagai keterpaduan perencanaan pembangunan antar ruang
(waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan
berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5
tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun
waktu satu tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus

dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling
mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah
daerah menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencanaan
jangka pendek, disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama
5 (lima) tahun yang ada di dalam RPJMD dan sesuai dengan tema, arah
kebijakan, prioritas dan sub prioritas tahunan. RKPD Tahun 2025 masih
mengacu pada RPD 2024-2026 dikarenakan prosesi pemilihan kepala

daerah secara serentak berlangsung pada 27 November 2024.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju
dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan

pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan
diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati Bersama dengan
DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
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3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-
masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja PD; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan

kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2025 Dberpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017. Dalam penyusunan RKPD berpedoman dengan RPD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, RPJMD Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2025,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Program Strategis

Nasional.

Dalam penyusunan RKPD ini mencakup analisis gambaran umum
kondisi Daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah, analisis
kapasitas riil keuangan Daerah, penelaahan Renja Perangkat Daerah,
perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan terhadap
sasaran RPD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPD, penelaahan
terhadap kebijakan pemerintah pada RKP, dan Program Strategis Nasional,
penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan Prioritas Pembangunan

Daerah, perumusan Rencana Kerja Program dan Pendanaan.

Dalam penelaahan permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas
dari hasil evaluasi dan pengendalian atas kinerja pembangunan yang
dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada
tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah
serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif

dilakukan mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten.
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini

berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti di bawah ini:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
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dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 118);

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2024 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

39. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2023 Nomor 15).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025, dalam
kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
merupakan penjabaran dari Dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam
pelaksanaan RPD dan Termasuk Periode Ke-4 dalam Pelaksanaan RPJPD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025. RKPD Tahun 2025
menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan S5 (lima)
tahunan Perangkat Daerah, yang akan dijabarkan menjadi rencana
tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov./Kab./Kota.

Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD
adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus
berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara
Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu

penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai pedoman dalam
penyusunan KUA dan PPAS sampai dengan RAPBD. Oleh karena itu
penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara sistematis dengan

fokus pada tujuan, sasaran, tema pembangunan, prioritas, sub prioritas,
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program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus
pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan

dana (pagu indikatif) sebagai instrumen pelaksanaan program dan kegiatan.

Sinkronisasi dan saling keterkaitan antara RKPD Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah

sebagai berikut:

I.3.1 RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dengan RKPD
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan RKP Nasional

Tahun 2025

Dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025
Provinsi berpedoman kepada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2025 , Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta Program
Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga terjadi

sinergisitas antar dokumen nasional dan daerah.

I1.3.2 RKPD Hulu Sungai Selatan dengan RTRW Kabupaten Hulu Sungai

Selatan

Dokumen RKPD Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 memedomani dokumen
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun
2014 Tentang RTRW Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032, terkait
kebijakan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi
program pemanfaatan ruang, khususnya dalam penetapan lokasi program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Selain itu juga
memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Kalimantan Selatan, maupun RTRW
Kabupaten/Kota sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi
pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten dan dalam
kesatuan wilayah pembangunan provinsi yang berkelanjutan (sustainable

development)

I.3.3 RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dengan
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 - 2026

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tahun berjalan dan sekaligus
merupakan penjabaran teknis dari RPD Tahun 2024 - 2026. Sebagai
penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan

teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi



-11 -

program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan Hubungan RKPD dengan dokumen

perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen
VISI & MISI

PRESIDEN
RENSTRA K/L
APBN
RENSTRA
SKPD KAB.
v
PELAKSANAAN
APBD KAB. PROGRAM

3

RTRW PROV. «=sf=rs== RTRW KAB.

|

RPJMD PROV. g d APBD PROV.

RPJPD PROV. RENSTRA
SKPD PROV.

2
<
|
=
Z
=
—
W
=2
o
Ll
o
Z
<
Z
S
T
2
<
o
=
LL
o

VISl & MIsI
GUBERNUR

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2025 adalah wuntuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara
perencanaan tahunan pembangunan Daerah dan perencanaan tahunan
Perangkat Daerah, dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD juga menjadi pedoman perumusan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dan
Rancangan APBD.
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun menurut sistematika yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika

penulisan Dokumen RKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dikemukakan secara ringkas tentang latar
belakang, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen
RPJMD dan dokumen lainnya yang relevan, maksud dan
tujuan penyusunan RKPD serta sistematika penulisan
dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode
dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan
dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat
Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala
nasional, maupun lokal yang mengatur tentang perencanaan
dan penganggaran serta tata cara penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD
dengan RPJMD Kabupaten serta dokumen yang relevan
beserta penjelasan seperti keterkaitan dengan dokumen lain
seperti: RPJMD Provinsi, RKP/Program Strategis Nasional, dan
RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan
dokumen RKPD dan sasaran penyusunan RKPD bagi Daerah
1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD
terkait dengan pengurutan bab serta garis besar isi setiap bab
di dalamnya.



BAB 11

BAB III

BAB IV

- 13 -

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
yang lalu selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan
dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai
kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini merupakan telaahan terhadap hasil evaluasi capaian
kinerja pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan
baik wajib maupun pilihan pemerintah daerah khususnya
menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun lalu.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang
berhasil diidentifikasi baik yang berhubungan dengan
pelaksanaan prioritas pembangunan daerah maupun program-
program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka
identifikasi permasalahan

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendanaan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian
untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis
daerah sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah
berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan
belanja daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan
analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD,
identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan.
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam bab ini dikemukakan secara eksplisit rencana program
dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini mengemukakan penetapan indikator penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan
dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci
(IKK) pada akhir tahun perencanaan.

PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 KONDISI UMUM DAERAH

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C/17/15/3
wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 Kabupaten Administratif dan 3
Swapraja. Salah satunya Afdeling Van Hoeloe Soengai dibentuk menjadi
Kabupaten Hulu Sungai dengan ibukota Kandangan. Kondisi umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi menjadi empat pokok dasar
informasi wilayah yakni aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum yang

kesemuanya merupakan “potret” terkini pembangunan daerah.

II.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13
(tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak
135 Km sebelah utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak keanekaragaman hayati
yang melimpah. Tak ketinggalan pula kekayaan budaya dan kreativitas
masyarakat yang secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan
sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk
berkunjung ke daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan. Hal ini merupakan
potensi pengembangan daerah yang harus digali sehingga dapat

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
II.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sebesar
180.494 Ha atau 1.804,94 Km?2. Wilayah administrasi Kabupaten Hulu
Sungai Selatan terbagi menjadi 11 wilayah administrasi tingkat Kecamatan,
144 Desa dan 4 Kelurahan dengan pusat pemerintahan sekaligus
ibukotanya yakni Kota Kandangan. Secara rinci wilayah administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
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Tabel II-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Kelurahan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

No Kecamatan Luas (Km2) Desa/Kelurahan
1 Padang Batung 203,93 17 Desa

2 Loksado 338,89 11 Desa

3 Telaga Langsat 58,08 11 Desa

4  Angkinang 58,40 11 Desa

5 Kandangan 106,71 14 Desa

4 Kelurahan

6 SungaiRaya 80,96 18 Desa

7 Simpur 82,35 11 Desa

8 Kalumpang 135,07 ? Desa

9 Daha Selatan 322,82 16 Desa

10 Daha Barat 149,62 7 Desa

11 Daha Utara 268,11 19 Desa

Jumlah 1.804,94 144 Desa 4 Kelurahan

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka, 2023

Letak dan Kondisi Geografi

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara -
02029'59" sd -02056'10"LS dan 114051'19"BT sd 115036'19"BT. Dimana
Kota Kandangan terletak 2°47'LS - 115°40'BT yang dilewati oleh Sungai
Amandit, anak sungai dari Sungai Barito.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah
sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara
Sebelah timur : Kabupaten Banjar dan Kotabaru

Sebelah selatan : Kabupaten Tapin

Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin

Gambar II-1 Peta Administrasi Kab. Hulu Sungai Selatan

u PETA ADMINISTRASI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN U[ ‘

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan
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Topografis

Tinggi suatu tempat adalah tinggi tersebut yang diukur dari
permukaan laut. Ketinggian suatu tempat berkaitan dengan naik turunnya
temperatur/suhu udara, dimana semakin tinggi suatu tempat suhunya
semakin menurun. Begitu pula sebaliknya semakin rendah suatu tempat
suhunya akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena terjadinya proses

pemampatan dan perenggangan udara.

Di Kabupaten Hulu Sungai selatan, daerah berbukit dengan lereng
terjal (antara 25 sampai lebih dari 40%) mencapai luas hampir 12% dari
total keseluruhan wilayah. Daerah perbukitan tersebar di 4 (empat)
kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, sebagian Sungai Raya dan
yang paling luas terdapat di Kecamatan Loksado. Daerah dengan lereng
terjal ini merupakan bagian dari jalur Pegunungan Meratus yang sebagian

difungsikan sebagai kawasan lindung.

Tabel II-2 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Ketinggian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Uraian Luas Wilayah (Ha) Persentase (%)
Kelas Lereng (%)

0-2 128.057 70,95
2-15 20.737 11,49
15-40 19.090 10,58

>40 12.610 6,99

Kelas Ketinggian (m)
0-7 m 105.198 58,3
7-25 m 18.254 10,1
25-100 m 16.590 9,2
100-500 m 27.546 15,3
500-1.000 m 11.226 6,2
> 1.000 m 1.680 0,9

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai selatan

Geologi

Secara regional, daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan
bagian dari Cekungan Barito yang terbentuk pada Kala Eosen-Oligosen,
pada kala itu terjadi penurunan daratan yang mengakibatkan genangan air
laut (Transgresi). Satuan batuan yang terdapat di daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, dikelompokkan dalam formasi batuan dari yang paling tua
ke muda adalah sebagai Berikut : batuan tertua adalah Batuan Granit yang
merupakan gabungan granodiorit dan diorite berumur Kapur Awal.

Berdasarkan hasil penelitian “Lembaga Penelitian Tanah” Bogor tahun 1974
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di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat S5 (lima) jenis tanah

seperti pada tabel berikut :

Tabel II-3 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan
Jenis Tanah
No Kecamatan I II I v = Jumlah
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
1 |[Padang Batung 950 |11.251 | 8.192 - - 20.393
2 |Loksado 14.750 - 19.139 - - 33.889
3 [Telaga Langsat 700 2.694 - 2.414 - 5.808
4 |Angkinang - - - 5.840 - 5.840
5 |[Kandangan - 220 - 10.451 - 10.671
6 |Sungai Raya 3.670 - 150 4.276 - 8.096
7 |Simpur - - - 8.235 - 8.235
8 [Kalumpang - - - 13.507 - 13.507
9 |Daha Selatan - - - 24.619 | 22.625 | 47.244
10 [Daha Utara - - - 18.279 | 8.532 | 26.811
11 |Daha Barat - - - - - 0
Jumlah 20.070 | 14.165 | 27.481 | 87.621 | 31.257 | 180.494
Persentase 11,12 7,85 15,17 17,26 100

Keterangan Jenis Tanah :

I Komplek podsolik merah kuning pegunungan

II  Komplek podsolik merah kuning dataran

III  Komplek podsolik merah kuning lathosol dan lithosol
IV Orgonosol gleihumus

V  Alluvial

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan
Hidrologi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sistem hidrologi yang terdiri
dari sungai, danau dan rawa. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan umumnya berpangkal di pegunungan
Meratus dan berakhir di laut Jawa setelah bergabung dengan sungai Barito.
Sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
adalah sebagai berikut: 1. Sungai Negara 2. Sungai Angkinang 3. Sungai
Amandit 4. Sungai Kajang.

Air Permukaan

Air Permukaan yang didapatkan di daerah kajian adalah sungai besar
yang mengalir di sepanjang tahun dan sungai kecil. Ada dua sungai besar
yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Sungai Amandit yang
berhulu dari Pegunungan Meratus di sekitar Kecamatan Loksado dan
Sungai Negara yang membelah Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan
Daha Barat. Sungai lainnya umumnya merupakan sungai-sungai kecil yang
semuanya bermuara di Sungai Amandit diantaranya adalah S. Haliang,

Datartikang, Haruyan, Bumbuyanin, Tariban, Mentalo dan sungai Pipii.



-19 -

Pola aliran sungai yang ada di daerah kajian secara umum berpola

dendritik.

Tabel II-4 Daftar DAS/Sub DAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.

Nama DAS
Sub Das Amandit
Sub Das Amandit
Sub Das Amandit
Sub Das Amandit
Sub Das Amandit
Sub Das Amandit
Sub Das Amandit
Sub Das Amandit
Sub Das Amandit
Sub Das Amandit

NNDNNNMNNR PR R AR RFR AR
ARAONROOVENOUAWNROO®RIOUHWN -

Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara
Sub Das Nagara

Sumber : RTRW Kab.HSS
Tabel II-5 Danau, Rawa, Situ, Telaga, dan Waduk Kabupaten Hulu

No.

WN =

Nama Perairan

Danau Bangkau
Danau Paharangan
Rawa Simpur dan

Danau Pantai Ulin
4 Danau Muning Dalam
5 Danau Bago Tanggul
6 Danau Bajayau Lama

Sub-Sub DAS
Amandit (C1-B1)
Amandit (A1-A2)
Amandit (A2-A3)
Amandit (A3-A4)
Amandit (A4-AS5)
Amandit (A5-A6)
Amandit (A6-A7)
Amandit (A7-A8)
Amandit (A8-A9)

Amandit (A9-A10)

Penahayan
Mangkiki
Piranim
Nii
Harayun
Tariban
Atib
Maniani
Malinau
Mandapai
Lok Bahari
Panakulan
Malutu
Bangakrung
Anjadihuma

Total

Sungai Selatan
Luas
(Ha)
615
8
S

Luas (Ha)
31,28
18,85
25,97
11,09
11,13
29,76
20,99
18,14
67,99
59,58
6,20
20,00
15,70
9,80
56,10
35,90
5,20
14,70
54,90
28,60
35,90
50,70
21,20
51,10
31,30

732,08

Lokasi
Desa Kecamatan
Bangkau Kandangan
Paharangan Daha Utara
Simpur Simpur

6 Muning Dalam Daha Selatan

[O20@) |

Sumber : Revisi RTRW Kab.HSS Tahun 2011-2013

Air Tanah

Bago Tanggul

Kalumpang

Bajayau Daha Barat

Kedalaman muka air tanah dapat diamati dari sumur penduduk

maupun sumur bor. Di daerah di Kota Kandangan, air tanah terdapat pada

kedalaman 4-9 m. pada lapisan pasir lempungan berkerikil. Fluktuasi air

tanah bebas pada musim kemarau dan musim hujan cukup besar yaitu



-20 -

sekitar 2 m. Kedalaman perangkap air tanah ditemukan pada kedalaman
lebih dari 30 m terdapat pada lapisan pasir, kerikil dengan sedikit
lempungan setebal 15-30 m. Kualitas air tanah rata-rata bersifat asam
yaitu pH berkisar antara 4,57-5,50, hal ini menunjukkan sampel air yang
diambil berlokasi di daerah yang mengandung Batu bara. Secara umum
kondisi potensi air tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat

pada gambar di bawah ini.

Gambar II-2 Peta Kondisi Air Tanah di Kab. Hulu Sungai Selatan

g T - > = g
] by ¢ " AR TANA
3\ ¢ W
A

Notas! | Dangkal | Sedang

Sumber : Nawasis Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Klimatologi

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan
wilayah tropis dimana pada tahun 2022 memiliki kelembaban udara yang
cukup tinggi dengan range rata-rata antara 76,20% hingga 85,20% dan
temperatur udara sekitar 27,70°C hingga 33°C. Selain itu, terdapat
beberapa bulan yang memiliki curah hujan tinggi dan beberapa cukup
rendah hingga rincian lengkap terkait kondisi iklim di Kabupaten Hulu

Sungai Selatan dapat terlihat pada tabel berikut:
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Tabel II-6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan dan Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Taun 2023

Padang Batung Loksado Telaga Langsat Angkinang Kandangan Sungai Raya Simpur Kalumpang Daha Selatan Daha Utara
Bulan Curah Hari Curah Hari Curah Hari Curah Hari Curah Hari Curah Hari Curah Hari Curah Hari Curah Hari Curah Hari
Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan
Januari 421.00 23 400.50 18 319.00 22 419.50 15 248.00 21 265.80 22 505.00 371.00 19 274.80 18 437.50 19
Februari 486.50 24 466.00 18 396.00 19 439.00 12 365.50 22 430.60 24 557.00 831.00 17 202.40 13 41.00 21
Maret 429.50 20 454.00 16 315.00 20 485.50 11 361.00 18 384.40 24 359.00 665.00 18 339.40 15 430.00 20
April 161.50 17 153.50 10 115.00 14 139.00 4 100.00 13 177.90 18 123.00 211.00 15 115.70 9 197.50 12
Mei 133.00 14 107.00 6 152.50 11 59.00 2 178.00 13 91.10 11 128.00 S 212.00 14 124.20 8 130.50 9
Juni 177.00 10 88.00 6 114.50 9 104.00 2 145.00 9 244.20 10 209.00 9 393.50 7 142.70 S 86.00 9
Juli 230.50 11 197.00 10 180.50 11 195.00 5 118.00 10 219.40 10 180.00 9 298.00 8 110.20 6 47.00 4
Agustus 1.50 8 5.40 1 25.00 2 43.00 1 43.00 2 0.50 1 46.00 2 2.50 1 - - - -
September 18.50 4 21.50 4 53.50 4 26.50 2 43.00 4 34.50 3 80.00 4 41.50 4 64.80 4 106.00 S
Oktober 98.50 9 65.00 7 102.00 9 90.30 4 130.00 8 75.00 4 167.00 7 73.00 6 132.40 8 138.00 9
November 242.00 15 290.00 136 268.00 12 220.50 9 246.00 10 269.10 16 261.00 11 161.50 12 143.70 7 191.00 14
Desember 274.50 17 290.00 13 424.00 21 450.00 14 424.00 15 404.30 25 323.50 14 435.50 12 267.00 13 375.50 13

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Tabel II-7 Tabel Rata-Rata Kelembaban Udara dan Rata-Rata Temperatur Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

No Bulan Rata-Rata Temperatur (°C) Rata-Rata Kelembaban Udara (%)
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
1 Januari 28.14 28.59 33.00 27.60 28.20 80.00 79.88 79.00 78.40 80.80
2 Februari 28.13 28.23 27.70 27.80 27.60 78.50 79.63 76.90 80.60 82.00
3 Maret 27.96 28.90 28.20 28.20 28.40 77.63 78.88 79.70 80.30 80.60
4 April 28.40 28.65 28.60 28.20 28.80 78.13 79.00 78.60 79.10 79.80
5 Mei 28.90 26.53 28.80 28.90 29.70 75.88 80.38 78.70 78.40 77.30
6 Juni 28.92 28.74 28.90 28.50 29.00 76.50 78.00 75.00 78.90 76.50
7 Juli 28.44 28.39 28.40 28.50 28.60 73.13 77.88 76.20 76.90 76.00
8 Agustus 28.87 29.50 28.20 28.10 28.60 70.75 75.38 78.20 74.90 71.60
9 September 29.47 29.01 28.50 28.60 29.10 69.69 76.75 78.00 76.60 70.30
10 Oktober 29.20 29.33 29.00 28.60 29.80 59.13 75.75 77.90 78.80 73.30
11 November 29.22 29.08 28.70 28.70 29.40 69.25 77.50 79.80 77.00 75.10
12 Desember 27.45 28.06 28.10 28.30 29.60 81.63 83.13 85.20 83.40 82.00

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024
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Pada Tabel I1.6 dapat dilakukan beberapa analisis diantaranya adalah :

Variasi Musiman:

Bulan Januari hingga Maret: Curah hujan cukup tinggi dengan hari
hujan yang juga banyak di semua kecamatan, menunjukkan bahwa awal
tahun adalah musim hujan yang intens. Misalnya, di Kecamatan Padang
Batung, curah hujan mencapai 421 mm pada Januari dengan 23 hari
hujan. Bulan April hingga September: Curah hujan mulai menurun drastis
dengan beberapa kecamatan mengalami curah hujan sangat rendah,
khususnya pada bulan Agustus yang mencatat curah hujan sangat rendah
atau bahkan hampir tidak ada hujan di beberapa kecamatan seperti di
Padang Batung dan Telaga Langsat. Bulan Oktober hingga Desember:
Curah hujan kembali meningkat, menandakan musim penghujan kembali
terjadi menjelang akhir tahun. Contohnya, pada bulan Desember, curah

hujan di Kecamatan Angkinang mencapai 450 mm dengan 14 hari hujan.
Distribusi Curah Hujan

Kecamatan Loksado memiliki pola curah hujan yang cukup stabil
sepanjang tahun, dengan peningkatan signifikan pada bulan November dan
Desember (290 mm dan 290 mm). Kecamatan Kalumpang mencatat curah
hujan tertinggi pada bulan Februari dengan 831 mm, meskipun hanya ada
17 hari hujan. Hal ini menunjukkan intensitas hujan yang sangat tinggi
dalam periode singkat. Kecamatan Daha Utara menunjukkan variasi yang
relatif lebih stabil dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Januari

(437.5 mm) dan kembali meningkat pada bulan Desember (375.5 mm).
Hari Hujan

Hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari di beberapa
kecamatan seperti Simpur (24 hari) dan Sungai Raya (24 hari),
menunjukkan distribusi hujan yang relatif konsisten sepanjang bulan.
Sebaliknya, bulan April hingga September menunjukkan hari hujan yang
sangat sedikit, terutama di Kecamatan Angkinang yang hanya mencatat 2

hari hujan pada bulan Mei dan Juni.
Anomali

Beberapa kecamatan seperti Padang Batung dan Simpur mengalami
curah hujan yang sangat rendah pada bulan Agustus (masing-masing 1.5
mm dan 0.5 mm) yang hampir tidak ada hujan, yang bisa menjadi indikasi

periode kekeringan di daerah tersebut.
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Secara umum, Pola curah hujan di Hulu Sungai Selatan menunjukkan
adanya musim hujan yang kuat pada awal dan akhir tahun, dengan periode
kering yang signifikan di tengah tahun. Variasi yang cukup besar antara
kecamatan menandakan bahwa distribusi curah hujan tidak merata. Hal
ini dapat berdampak pada sektor pertanian, sumber daya air, dan
pengelolaan lingkungan, di mana daerah-daerah tertentu mungkin
memerlukan strategi penanganan kekeringan yang lebih baik dan
manajemen sumber daya air yang lebih efektif untuk menghadapi fluktuasi

curah hujan ini.

Tabel II-8 Tabel Temperatur & Kelembaban Udara (%) Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2023

No Bulan : Suhu/Temperatur Ke.lembaban Udara (%)
Min Rata-rata Max Min | Rata-rata| Max
1 Januari 23.70 28.20 32.70 63.00 80.80 98.50
2 Februari 22.80 27.60 32.30 66.00 82.00 98.00
3 Maret 23.60 28.40 33.20 62.30 80.60 99.00
4 April 24.30 28.80 33.30 61.50 79.80 98.00
5 Mei 24.50 29.70 34.90 57.00 77.30 97.50
6 Juni 24.00 29.00 34.00 54.50 76.50 98.50
7 Juli 23.20 28.60 34.10 52.50 76.00 99.50
8 Agustus 22.20 28.60 35.10 44.80 71.60 98.50
9 September 22.140 29.10 36.10 42.30 70.30 98.30
10 Oktober 22.60 29.80 37.10 48.50 73.30 98.00
11 November 24.00 29.40 34.90 51.80 75.10 98.50
12 Desember 24.20 29.60 35.10 66.00 82.00 98.00

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dala Angka Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Suhu minimum
terendah tercatat pada bulan Agustus dengan 22.20°C, yang menunjukkan
bahwa bulan ini memiliki malam yang lebih sejuk dibandingkan bulan
lainnya. Suhu minimum tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan
24.20°C. Suhu rata-rata relatif stabil sepanjang tahun, dengan nilai
berkisar antara 27.60°C hingga 29.80°C. Suhu rata-rata tertinggi terjadi
pada bulan Oktober (29.80°C) dan terendah pada bulan Februari (27.60°C).
Suhu maksimum tertinggi tercatat pada bulan Oktober dengan 37.10°C,
menandakan puncak musim panas. Suhu maksimum terendah terjadi pada
bulan Februari dengan 32.30°C, yang masih menunjukkan kondisi cuaca

yang cukup panas.
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Tabel II-9 Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2019 - 2023

Bulan 2019 2020 2021 2022 2023
Januari 47,62 51,35 51,10 62,90 37,86
Februari 55,88 58,82 58,90 49,10 45,71
Maret 55,80 72,60 63,10 59,60 54,92
April 73,75 71,86 82,50 59,60 67,14
Mei 68,53 79,05 66,00 71,00 83,23
Juni 62,82 70,77 76,40 66,40 72,47
Juli 73,70 59,77 63,20 55,60 69,87
Agustus 76,97 82,51 4,20 62,00 90,25
September 79,67 66,29 51,50 50,20 79,20
Oktober 79,95 74,01 61,30 53,40 74,52
November 68,97 67,39 59,40 55,30 66,67
Desember 45,50 45,79 50,50 53,30 61,20

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Data penyinaran matahari di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari
tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan setiap
bulannya, mencerminkan pengaruh perubahan cuaca dan musim, dapat
didapat 3 pendekatan berdasarkan hasil yang ada yaitu pendekatan analisa

secara tahunanm perbandingan antar tahun dan pola musiman :
Tren Tahunan

Pada umumnya, bulan Januari hingga Maret cenderung memiliki
tingkat penyinaran matahari yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan
lainnya. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi langit
yang lebih berawan pada awal tahun. Misalnya, pada tahun 2023, tingkat
penyinaran matahari pada bulan Januari adalah 37,86%, yang merupakan

salah satu yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Bulan-bulan dari Mei hingga September cenderung menunjukkan
peningkatan tingkat penyinaran matahari. Puncak penyinaran biasanya
terjadi pada bulan Agustus atau September. Pada tahun 2023, bulan
Agustus mencatat penyinaran tertinggi dengan 90,25%, menandakan cuaca

cerah dan lebih sedikitnya hari berawan atau hujan pada periode ini.

Bulan Oktober hingga Desember biasanya menunjukkan fluktuasi
penyinaran yang lebih besar, yang dapat dipengaruhi oleh peralihan antara
musim kemarau dan musim penghujan. Pada tahun 2023, bulan Desember
memiliki tingkat penyinaran sebesar 61,20%, menunjukkan peningkatan
dari beberapa bulan sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan

bulan-bulan pertengahan tahun.
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Perbandingan Antar Tahun

Penyinaran matahari di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak selalu
konsisten dari tahun ke tahun. Misalnya, pada bulan April 2023,
penyinaran mencapai 67,14%, yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya
tetapi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai
82,50%. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti variasi

cuaca, intensitas curah hujan, dan pola awan di daerah tersebut.

Beberapa bulan menunjukkan perubahan signifikan dari tahun ke
tahun. Misalnya, pada bulan Agustus 2021, tingkat penyinaran sangat
rendah (4,20%), yang kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi cuaca
ekstrem seperti badai atau periode hujan yang tidak biasa. Sebaliknya, pada
tahun 2023, penyinaran pada bulan yang sama mencapai 90,25%,

mencerminkan kondisi cuaca yang lebih stabil dan cerah.
Pola Musiman

Bulan-bulan dari Mei hingga September umumnya berada di musim
kemarau, yang ditandai dengan peningkatan penyinaran matahari karena
lebih sedikitnya hari hujan dan langit yang lebih cerah. Tahun 2023
mengikuti pola ini, dengan puncak penyinaran terjadi pada bulan Agustus

(90,25%) dan September (79,20%).

Bulan Januari hingga April dan Oktober hingga Desember biasanya
merupakan bagian dari musim penghujan, di mana penyinaran matahari
cenderung lebih rendah akibat curah hujan yang tinggi dan kondisi langit
yang lebih berawan. Pada tahun 2023, bulan Januari memiliki penyinaran

yang relatif rendah (37,86%), sesuai dengan pola musim penghujan.

Penggunaan Lahan

Sebagai bagian dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan memiliki hutan yang cukup luas meskipun setiap tahun mengalami
penurunan karena adanya berbagai eksploitasi lahan, industrialisasi
wilayah, hingga pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Luas wilayah
hutan saat ini mencapai 55.382,33 Ha dengan persentase sebesar 30,68%
disusul oleh Padang (Semak, Alang, Rumput) dengan luas 53.829,44 Ha
atau 29,82%. Berikut luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
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Tabel II-10 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2017
Luas

No Jenis Penggunaan Lahan Wilayah(Ha) Persentase(%)
1 Kampung 5.161,18 2,86
2 Industri - -
3 Pertambangan - -
4 Sawah 44.294,00 24,54
5 Ladang 8.983,00 4,98
6 Kebun Campuran 1.744,25 0,97
7 Perkebunan (Kebun Karet) 10.906,94 6,04
8 Padang (Semak, Alang, Rumput) 53.829,44 29,82
9 Hutan 55.382,33 30,68
10 Rawa 192,86 0,11
11 Tanah Terbuka - -
12 Lain-lain - -
Jumlah 180.494,00 100,00

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

I1.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara untuk mencapai
keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan
daerah akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa, sektor
industri pengolahan dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-
sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-
kawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime mover (pendorong
pertumbuhan utama) antara lain , kawasan industri, kawasan perkotaan,
kawasan pariwisata serta kawasan yang berbasis pertanian dan potensi

wilayah seperti agropolitan dan minapolitan.

Pengembangan wilayah merupakan program yang menyeluruh dan
terpadu dari semua kegiatan, yang didasarkan atas sumber daya yang ada
dan kontribusi terhadap pembangunan. Hulu Sungai Selatan memiliki
potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu
dikembangkan adalah sektor tanaman pangan dengan luasan total 30.164
dan sektor hortikultura serta perkebunan dengan potensi luas lahan 43.445
Ha. Dari potensi luas tersebut secara persentase 63% lahan dimanfaatkan
untuk sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan luasan
sebesar 37% untuk sementara tidak diusahakan. Rincian dari potensi
luasan lahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai

berikut:
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Tabel II-11 Luas Lahan Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan
Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan Tahun 2023 (ha)

Kecamatan | mgast | e | ot e e
Padang Batung 938 324 1.262 4.669 1.300 1.366 7.335
Loksado - 13 13 4.470 2.870 12.079 19.419
Telaga Langsat 1.361 45 1.406 153 1.097 538 1.788
Angkinang 712 3.104 3.816 146 - 316 462
Kandangan 18 2.439 2.457 176 - 3.357 3.533
Sungai Raya 557 1.721 2.278 759 134 1.197 2.090
Simpur 217 2.608 2.825 - - 210 210
Kalumpang - 1.418 1.418 180 - 2.247 2.427
Daha Selatan - 3.110 3.110 - - 3.907 3.907
Daha Barat - 3.612 3.612 - - 1.839 1.839
Daha Utara - 7.967 7.967 435 - - 435

Total 3.803 26.361 30.164 10.988 5.401 ‘ 27.056 43.445

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2024 (diolah)

Potensi produksi pangan sangat terutama dapat dilihat dari hasil
produksi tanaman pangan yang dihasilkan, namun untuk komoditas padi
terus mengalami penurunan hingga 2022, dan pada tahun 2023 sedikit-
demi sedikit produksi padi dapat meningkat dari capaian tahun
sebelumnya. Rincian produksi tanaman pangan tahun 2019-2023 dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-12 Produksi Menurut Jenis Tanaman Pangan(ton) di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Komoditas 2019 2020 2021 2022 2023
Padi 124.999 113.217 97.037 58.436 79.649
Jagung * 3.282 103 110 134
Kacang Tanah * 416 302 79 93
Ubi Kayu * 4.438 3.885 1.728 2.109
Ubi Jalar * 3.646 8.405 1.070 8.139

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, Diolah 2024, *Data Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan
Ubi Jalar pada Tahun 2019 tidak ada data

Pengembangan kawasan juga dilakukan atas dasar kondisi dan
potensi kawasan yang dimilikinya, berupa potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. maka pengembangan
wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang

untuk fungsi budi daya.
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Gambar II-3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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Sumber : RTRW Kab. HSS Tahun 2013 — 2032

Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber

daya alam dan sumber daya buatan.

Tabel II-13 Pola Ruang Kab. Hulu Sungai Selatan Kawasan Lindung

(Khusus untuk Kota )

No Fungsi | Pemanfaatan Ruang/Lokasi
A [Kawasan Lindung
1 [Kawasan Hutan lindung e Kec. Loksado
e Kec. Padang Batung
e Kec. Telaga Langsat
2 |[Kawasan yang memberikan| e Kec. Loksado
perlindungan terhadap kawasan di Kec. Padang Batung
bawahnya
® Kec. Telaga Langsat
3 [Kawasan perlindungan setempat e Danau Bangkau di Kec. Kandangan
® Danau Paharangandi Kec. Daha Utara
® Danau Pantai Ulin di Kec. Simpur
¢ Danau Muning Dalam di Kec. Daha Selatan
¢ Danau Bago Tanggul di Kec. Kalumpang
¢ Danau Bajayau Lama di Kec. Daha Barat
4 |Ruang terbuka Hijau Kota (RTH)

e RTH publik : lapangan olah raga, taman
kota, taman pemakaman umum, dan jalur
hijau sepanjang jalan, rel kereta api dan
sungai

e RTH privat : berupa kebun atau halaman
rumah, gedung milik masyarakat dan
swasta yang ditanami tumbuhan
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No Fungsi Pemanfaatan Ruang/Lokasi
5 Eagasan suaka alam dan cagar| e Kec. Loksado
udaya . -
a K}allwasan Suaka Alam berada di e Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi di
) Kec. Daha Selatan
Cagar Alam Gunung Kentawan N , ) .
b.Kawasan Cagar Alam Budaya dan| ® Mesjid Suada di Kec. Simpur
Ilmu Pengetahuan ® Benteng Madang di Kec. Padang Batung
e Tugu/Monumen Teks Proklamasi
Gubernur Tentara ALRI Divisi IV
Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di
Desa Ni’ih
® Makam Tumpang Talu di Kec. Kandangan
e Kubur Anam di Kec. Sungai Raya
® Rumah Bersejarah H. Kaspul Anwar di Kec.
Padang Batung
¢ Rumah Bersejarah H. Abdul Kadir di Kec.
Padang Batung
6 |Kawasan rawan bencana alam

a. Bencana Longsor

e Kec. Loksado di Desa Hulu Banyu
e Kec. Padang Batung di desa Batu Laki

e Kec. Telaga Langsat di Desa Hamak dan
Hamak Utara

b. Bencana Banjir

e Kec. Kandangan :

Desa Jambu Hilir
DesaBaluti

Desa Sungai Kupang
Desa Sungai Paring
Desa Lungau

gL

o Kec. Kalumpang :
1. Desa kalumpang
2. Desa Karang Paci
3. Desa Balanti
4. Desa Balimau

e Kec. Angkinang :

Desa Telaga Sili-sili
Desa Sungai Hanyar
Desa Angkinang

Desa Angkinang selatan
. Desa Bakarung

® Kec. Sungai Raya :
1. Desa Sungai Raya Selatan
2. Desa Tanah Bangkang
3. Desa Ida Manggala

N

o Kec. Padang Batung :
Desa Malutu
Desa Batu Laki
Desa Malilingin
Desa Jelatang
Desa Batu Bini
. Desa Karang Jawa Muka
e Kec. Telaga Langsat :
1. Desa Mandala
2. Desa Lok Binuang
3. Desa Pakuan Timur
4. Desa Gumbil
Kec. Daha Selatan
Kec. Daha Utara

e Kec. Daha Barat

S e
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No

Fungsi

Pemanfaatan Ruang/Lokasi

Kawasan lindung lainnya

® Reservaat Danau Bangkau di Desa Bangkau
Kec. Kandangan

® Reservaat Sungai Jarum di Desa Bangkau
Kec. Kandangan

® Kawasan rawa Simpur di Tanggul Desal
Pantai Ulin Kec. Simpur

e Kawasan Bago Tanggul
Tanggul Kec. Kalumpang

di Desa Bago

e Kawasan Bajayau Lama di Desa Bajayau
Lama Kec. Daha Barat

e Kawasan Muning Dalam di Desa Muning
Dalam Kec. Daha Selatan

Sumber : RTRW Kab. HSS Tahun 2013 - 2032

Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Tabel II-14 Pola Ruang Kab. Hulu Sungai Selatan Kawasan Budidaya

FUNGSI/PEMANFAATAN
NO. RUANG LOKASI
1 Kawasan Hutan produksi a. Kec. Loksado
a. Kawasan Hutan Produksi Tetap b. Kec. Padang Batung
C. Kec. Sungai Raya
d. Kec. Telaga Langsat
b. Kawasan Hutan Produksi yang a. Kec. Daha Barat
dapat dikonversi b. Kec. Daha Selatan
c. Kec. Daha Utara
2 Kawasan pertanian 1. Kec. Sungai raya
a. Kawasan Peruntukan pertanian| 2. Kec. Simpur
tanaman pangan 3. Kec. Kandangan
- Kawasan pertanian tanaman| 4. Kec. Telaga Langsat
pangan lahan basah 5. Kec. Daha Utara
6. Kec. Padang Batung
7. Kec. Kalumpang
8. Kec. Angkinang
9. Kec. Daha Selatan
10. Kec. Daha Barat
b. Kawasan pertanian tanaman 1. Kec. Padang Batung
pangan lahan kering/tegalan 2. Kec. Sungai Raya
3. Kec. Telaga Langsat
4. Kec. Simpur
S. Kec. Kalumpang
c. Kawasan Peruntukan Pertanian 1. Kec. Telaga Langsat
Hortikultura 2. Kec. Padang Batung
Jenis Komuditas: 3. Kec. Kandangan
- Buah-buahan berupal
semangka
- Sayur-sayuran 1. Kec. Sungai Raya
2. Kec. Telaga Langsat
3. Kec. Kandangan
4. Kec. Angkinang
S. Kec. Padang Batung
6. Kec. Daha Selatan
7. Kec. Daha Utara
8. Kec. Daha Barat
9. Kec. Kalumpang
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NO.

FUNGSI/PEMANFAATAN
RUANG

LOKASI

Kawasan perkebunan
a. Perkebunan Karet

Kec. Telaga Langsat
Kec. Padang batung
Kec. Loksado

Kec. Sungai raya
Kec. Angkinang

b. Perkebunan Kelapa Sawit

Kec. Angkinang
Kec. Daha Barat
Kec. Daha Selatan
Kec. Daha Utara
Kec. Kalumpang
Kec. Kandangan
Kec. Simpur

c. Perkebunan Kayu Manis

Kec. Loksado

d. Perkebunan Kelapa

Kec. Simpur

Kec. Kalumpang
Kec. Sungai raya
Kec. Padang Batung
Kec. Telaga Langsat
Kec. Kandangan
Kec. Angkinang

Kawasan Peternakan
a. Ternak Sapi Potong

PINO O A WN RPN TR WN =TS WD

2. Daerah pengembangan meliputi: Kec.

. Daerah sentra sapi meliputi: Kec.
Sungai Raya, Kec. Simpur, dan Kec.
Kalumpang

Kandangan, Kec. Padang Batung, Kec.
Angkinang, Kec. Telaga Langsat dan
Kec. Loksado

b. Ternak Kerbau Rawa

. Kec. Daha Barat
Kec. Daha Utara
Kec. Daha Selatan

C. Ternak Kambing

i seluruh Kecamatan

d. Ternak Domba

NElg® e

Kec. Kandangan
Kec. Daha Selatan

e. Ternak ayam buras dan

ayam ras

di seluruh kecamatan

f. Ternak Itik

[y

2. Daerah pengembangan meliputi: Kec.

. Daerah sentra meliputi Kec. Daha Utara

Daha Selatan, Kec. Daha Barat,
Kec.Kalumpang, Kec. Simpur, dan Kec.
Angkinang.

Kawasan perikanan
a. Kawasan peruntukan
perikanan tangkap terdapat di
sekitar sungai besar dan
danau

1.Kec.
2.Kec.
3.Kec.
4.Kec.
5.Kec.
6.Kec.
7.Kec.
8.Kec.
9.Kec.

Daha Barat
Daha Selatan
Daha Utara
Kandangan
Simpur
Kalumpang
Angkinang
Telaga Langsat
Sungai Raya




-32 -

FUNGSI/PEMANFAATAN
NO. RUANG LOKASI
b. Kawasan peruntukan budidaya 1.Pengembangan kawasan perikanan
perikanan kolam meliputi: Kec. Kandangan, Kec.
Daha Selatan, Kec. Kalumpang, Kec.
Padang Batung, Kec. Loksado, Kec.
Sungai Raya, Kec. Telaga Langsat, dan
Kec. Simpur.
2.Pengembangan kawasan perikanan
keramba meliputi: Kec. Daha Selatan,
Kec. Daha Utara, Kec. Daha Barat, Kec.
Kalumpang, dan Kec. Kandangan
C. Kawasan pengolahan ikan 1. Kec. Daha Selatan
2. Kec. Daha Utara
3. Kec. Daha Barat
4. Kec. Kandangan
5. Kec. Kalumpang
d_ Kawasan peruntukan Desa Muning Kec. Daha Selatan
perikanan minapolitan
6 | Kawasan pertambangan

a. Mineral logam
- Emas
- Mangan
- Besi

1.
2.

3.

Kec. Loksado

Desa Tampak Pipi’i dan Desa Mawangi
Kec. Padang Batung

Desa Kamawakan, Desa Malinau, Desa
Malaris, Desa Haruyan, Desa
Bumbuyanin Kec. Loksado, dan Desa
Tampak Pipii Kec. Padang Batung

b. Mineral bukan logam 1. Desa Malilingin Kec. Padang Batung
- Pasir kuarsa 2. Desa Taniti Kec. Telaga Langsat
1. Desa Batu Bini dan Desa Batu Laki
Kec. Padang Batung
- TFosfat 2. Desa Mandala Kec. Telaga Langsat
3. Desa Lumpangi Kec. Loksado
1. Kec. Padang Batung
2. Kec. Telaga Langsat
3. Kec. Angkinang
- Lempung 4. Kec. S}Jngai Raya
5. Kec. Simpur
6. Kec. Kalumpang
7. Kec. Daha Utara
8. Kec. Daha Selatan
9. Daha Barat
C. Batuan 1. Desa Lumpangi dan Desa Datar
- Marmer Kedayang Kec. Loksado
1. Kec. Loksado, Kec. Padang Batung,
- Granit dan Kec. Telaga Langsat
1. Desa Tumingki dan Desa Malinau
- Granodiorit Kec. Loksado
1. Kec. Loksado, Kec. Padang Batung,
) . dan Kec. Telaga Langsat
Andesit 1. Kec. Loksado
1. Kec. Loksado, Kec. Padang Batung,
- Gabro
dan Kec. Telaga Langsat
- Basalt 1. Desa Batu Laki, Desa Batu Bini, dan
Desa Tambah Pipii Kec. Padang
- Tanah urug Batung
2. Desa Sungai Raya, Desa Hariti, dan
Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya
3. Desa Telaga Langsat dan Desa
Mandala, Kec. Telaga Langsat
4. Desa Loksado dan Desa Malinau Kec.
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FUNGSI/PEMANFAATAN
RUANG LOKASI
Loksado
- Kerikil berpasir alami (sirtu) 1. Sepanjang Sungai Amandit di Kec.
Padang Batung
- Batu gamping 1. Desa Batu Laki, Desa Batu Bini, Desa
Tayub Kec. Padang Batung
2. Desa Mandala Kec. Telaga Langsat
3. Desa Datar Kedayang, Desa Haratai
dan Desa Tanuhi Kec. Loksado
- Kerikil Galian 1. Sepanjang Gn. Lalayang Kec. Sungai
Raya
d. Batu bara 1. Kec. Padang Batung
-  Bitumen Padat 2. Kec. Telaga Langsat
3. Kec. Sungai Raya
Kawasan industri 1. Kec. Daha Barat, Daha Selatan, Kec.
a. Kawasan industri besar berupa Sungai Raya, Kec. Kalumpang, dan
agroindustri Kec. Padang Batung
b. Kawasan industri kecil dan 1. Desa Kapuh Kec. Simpur
mikro ‘ 2. Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau,
- Industri Dodol Kandangan dan Desa Hariti Kec. Sungai Raya

3. Desa Gambah Luar, Desa Kandangan
Barat dan Desa Kandangan Utara Kec.
Kandangan

1. Bamban Utara Kec. Angkinang

1. Desa Bangkau Kec. Kandangan

.D B T 1 Kec.
- Industri kerupuk 2 KZISjmpaigo anggu ec
- Industri ikan kering 3. Desa Muning dan Desa Muning Baru

Kec. Daha Selatan

1. Desa  Penggadingan dan Desa
Pekapuran Kecil Kecamatan Daha
Utara

1. Desa Habirau Kecamatan Daha
Selatan

1. Desa Sungai Pinang dan Desa
Tumbukan Banyu Kecamatan Daha
Selatan

1. Desa Bayanan Kec. Daha Selatan

1. Desa Telaga Bidadari dan Desa

Hamalau Kec. Sungai Raya

. Desa Kapuh Kec. Simpur

1. Desa Malinau, Desa Ulang dan Desa
Panggungan Kec. Loksado

1. Desa Balimau dan Desa Karang Paci
Kec. Kalumpang

1. Desa Sarang Halang dan Desa Sungai
Raya Utara Kec. Sungai Raya

1. Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir
Kec. Kandangan

2. Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah,
Desa Asam-Asam, Desa Tamiyang,
Desa Karasikan, Desa Batang Kulur
Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, Desa
Bumi Berkat Kec. Sungai Raya

- Industri propeler

- Industri imitasi
- Industri pandai besi

- Industri gerabah
- Industri kue kering 9
- Industri anyaman bambu
- Industri Anyaman Purun

- Industri Kumpang Parang

- Industri Gula merah
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FUNGSI/PEMANFAATAN
NO. RUANG LOKASI
8 Kawasan pariwisata

a. Pariwisata Budaya
- Wisata Budaya Lokal

- Wisata Sejarah

1. Balai Adat Dayak di Kec. Loksado

2. Rumah Adat Banjar Bumbungan
Tinggi di Desa Habirau Kec. Daha
Selatan

3. Rumah Adat Banjar Gajah Manyusu di
Desa Amawang Kec. Kandangan

4. Upacara Aruh Ganal di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

S. Seni Tradisional di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

6. Lomba Jukung Tradisional (Perahu
Naga) di Kec. Daha Selatan

7. Olahraga Tradisional di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

8. Kalang Hadangan di Kec. Daha Utara.

1. Tugu/Monumen Teks  Proklamasi
Gubernur Tentara ALRI Divisi IV
Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949
di Desa Ni'ih Kec. Loksado

2. Tugu Peringatan Penyusunan Teks
Proklamasi Gubernur Tentara ALRI
Divisi IV di Kec. Telaga Langsat

3. Tugu Peringatan Peristiwa
Pemencaran Pasukan ALRI Divisi IV
10 Mei 1949 di Pagat Batu Desa Batu
Bini Kec. Padang Batung

4. Tugu Gencatan Senjata Antara
Gubernur Tentara ALRI Divisi IV
dengan NICA di Kec. Sungai Raya

S. Monumen Mandapai, Upacara HUT
ke-IV RI 17 Agustus 1949 di Desa
Mandapai Kec. Padang Batung

6. Tugu Palagan Nagara 2 Januari 1949
di Desa Hakurung Kec. Daha Utara

7. Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang
Jawa Kec. Padang Batung.

8. Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi
IV ALRI Pertahanan Kalimantan di
Desa Jelatang Kec. Padang Batung

9. Gedung Juang Devisi IV  ALRI
Pertahanan Kalimantan di Desa
Halamau Kec. Sungai Raya

10. Situs Benteng Madang di Desa
Madang Kec. Padang Batung

11. Situs Amuk Hantarukung di Desa
Hantarukung Kec. Simpur

12. Makam  Tumpang Talu di
Kandangan Barat Kec. Kandangan

13. Kubur Anam di Desa Ida Manggala
Kec. Sungai Raya

14. Makam  Singakarsa di Jin.
Singakarsa Kec. Kandangan

15. Makam aluh Idut di Jln. Aluh Idut
Kec. Kandangan

16. Makam Ning Bulang di desa
Hantarukung Kec. Simpur

17. Rumah Bersejarah

1. Mesjid Su’ada di Desa Wasah Hilir
Kec. Simpur

2. Makam H. M Said di Desa Simpur Kec.
Simpur
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NO.

FUNGSI/PEMANFAATAN
RUANG

LOKASI

- Wisata Religi

b. Pariwisata Alam

3. Makam Datu H. Abbas di Desa Simpur
Kec. Simpur

4. Kubah Datu Durabu di
Kalumpang Kec. Kalumpang

S. Kubah Datu Akhmad di Desa Balimau

Kec. Kalumpang

Kubah Datu Taniran di Desa Taniran

Kec. Angkinang

Makam Keramat Datu H.M Rais di

Desa Loknyiur Kec. Angkinang

Makam Datu Daha Kec. Daha Utara

Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan

Kec. Daha Utara

10. Makam Habib Iberahim Desa
Mandala Kec. Daha Utara

11. Makam Panglima Dambung di
Desa Padang Batung Kec. Padang
Batung

12. Makam Datu Parang di Desa
Baru Kec. Sungai Raya

13. Makam Tuan Guru H. Ali di
Desa Pandansari Kec. Daha Selatan

14. Makam Habib Lumpangi

di desa Lumpangi Kec. Loksado

. Wisata Alam Loksado di Kec. Loksado

. Air Terjun Haratai di Kec. Loksado

. Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kec.

Loksado

4. Gunung Kentawan di Desa Tanuhi
Kec. Loksado

5. Danau Bangkau di
Kandangan

6. Delta dan Dam Sungai Amandit di
Desa Malutu Kec. Padang Batung

7. Riam Anai di Desa Lok LahungKec.
Loksado

8. Air Terjun Kilap Api di Desa Tanuhi
Kec. Loksado

9. Air Terjun Uring di Desa Kamawakan
Kec. Loksado

10. Air Terjun Tangkaramin di
Desa Malinau Kec. Loksado

11. Air Terjun Tinggiran Hayam di
Desa Kamawakan Kec. Loksado

12. Air Panas Mandapai di Desa
Bini Kec.

13. Padang Batung

14. Telaga Bidadari di Desa Telaga
Bidadari Kec. Sungai Raya

Desa

No

o o

WN =

Desa Kec.

Kawasan permukiman
Kawasan Peruntukan Pemukiman
- Kawasan Peruntukan|
permukiman perkotaan

1. Kawasan Perkotaan Kandangan di
Kec. Kandangan

2. Kawasan Perkotaan Angkinang di Kec.
Angkinang

3. Kawasan Perkotaan Sungai Raya di
Kec. Sungai Raya

4. Kawasan Perkotaan Nagara di Kec.
Daha Selatan dan Daha Utara

5. Kawasan Perkotaan Simpur di Kec.
Simpur

6. Kawasan Perkotaan Kalumpang di
Kec. Kalumpang

7. Kawasan Perkotaan Loksado di Kec.
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FUNGSI/PEMANFAATAN

NO. RUANG

LOKASI

Loksado
8. Kawasan Perkotaan Telaga Langsat di
Kec. Telaga Langsat
9. Kawasan Perkotaan Padang Batung di
Kec. Padang Batung
10. Kawasan  Perkotaan  Daha
Barat di Kec. Daha Barat
Semua permukiman di luar kawasan
Perkotaan di wilayah Kabupaten.
- Kawasan Peruntukan
permukiman perdesaan

10 | Kawasan lainnya 1. Pasar Los Batu Kec. Kandangan
a. Kawasan Perdagangan dan Jasa 2. Pasar Nagara Kec. Daha Selatan
3. Pasar Hewan Kec. Angkinang
b. Kawasan Pertahanan dan 1. Komando  Distrik  Militer 1003
Keamanan Kandangan di Kec. Kandangan
- Kawasan Militer Angkatan Darat 2. Komando Rayon Militer Tersebar di
- Komando Rayon Militer wilayah Kabupaten
- Kawasan Kepolisian 3. Kepolisian Resort berada di Kec.
Sungai Raya
4. Kepolisian Sektor tersebar di wilayah
Kabupaten

Sumber : RTRW Kab. HSS Tahun 2013 — 2032

Potensi Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu daerah tujuan
wisata favorit di Kalimantan Selatan, karena secara geografis berada pada
kawasan pegunungan, sungai, dan rawa. Sehingga memiliki objek wisata
yang beragam dan alam yang sangat indah, seperti kawasan Pegunungan
Meratus yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan air yang jernih ,
air terjun dan riam, dan sumber air panas alami. Seni budaya serta adat
istiadat yang khas, beragam, dan terpelihara dengan baik. Pariwisata
menjadi salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten

Hulu Sungai Selatan.

Dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan dilakukan melalui konsep “Ecotourism” serta Diamond
Triangle dalam konsep pengelompokan Wilayah Pengembangan Pariwisata
(WPP). Konsep Eco-Tourism yaitu konsep pembangunan pariwisata yang
dilakukan dengan mengoptimalkan dan sekaligus melestarikan potensi
alam dan budaya khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara
berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-

prinsip sebagai berikut :
a. Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;

b. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan

masyarakat;
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c. Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan

rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya lokal);

d. Memberi sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan ekonomi daerah;

e. Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari

rangkaian kegiatan pariwisata.

Pemanfaatan potensi SDA, SDM lokal, seni budaya dan adat khas
dalam konsep pemberdayaan masyarakat dalam mendukung
pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan
(masyarakat, pengusaha, BUMN/BUMD, Pemerintah Desa, Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) secara bersinergi,

terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga memberikan ruang yang luas bagi desa
untuk memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata
yang ada di wilayahnya baik dalam pengelolaan daya tarik/atraksi wisata,
peningkatan aksesibilitas, amenitas dan pemanfaatan peluang usaha jasa
pariwisata melalui badan usaha milik desa dan pemberdayaan kelompok
sadar wisata. Pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan pertimbangan
kemudahan aksesibilitas dan potensi jenis atraksi wisata, maka konsep

Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok :

Gambar II-4 Pengembangan KSPN Loksado

S Amptitheaten

5 Maga

Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I

WPP I Merupakan kawasan alam (pegunungan, hutan, dan pertanian)
yang sesuai untuk kegiatan wisata petualangan (adventure) dengan

menikmati pemandangan alam. di samping itu, juga terdapat kelompok dan
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masyarakat adat asli Dayak Pegunungan Meratus. WPP I merupakan
kawasan prioritas I dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, berada di Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung
dan Kecamatan Telaga Langsat, dengan kawasan pengembangan utama
yaitu Loksado yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

(RIPPARNAS).

di kawasan utama Kecamatan Loksado (Desa Loksado) perlu
dibangun sebuah ruang terbuka yang Dberfungsi sebagai zona
penyambutan/lokasi untuk bersantai dan istirahat bagi wisatawan sebelum
dan sesudah melakukan aktivitas berwisata. Sesuai dengan dokumen
rencana induk dan rencana detail KSPN Loksado, maka dalam
pengembangan amenitas di Kawasan Loksado diperlukan penataan
terhadap bangunan-bangunan yang ada di tepi sungai dan pemulihan
kembali Delta Amandit sebagai zona santai untuk wisatawan. Sinergitas
antara berbagai urusan pemerintahan dalam pengembangan pariwisata di

WP I berdasarkan konsep 3A, setidaknya mencakup :

a. Pengembangan eco-tourism, edu-tourism, etnic-tourism dan
penyelenggaraan festival-festival dengan skala provinsi dan nasional,
seperti jungle trekking, air terjun, air panas Tanuhi, festival Loksado,

bamboo rafting, ramah adat/balai, dan upacara pesta adat/aruh ganal;

b. Peningkatan jalan menuju destinasi pariwisata/obyek wisata sesuai
dengan lingkup kewenangan secara berjenjang dari level pemerintah

desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;

c. Pengembangan usaha kecil dan menengah, fasilitasi jaringan permodalan

dan legalitas usahanya;
d. Pemberdayaan komunitas masyarakat adat;
e. Pengembangan kawasan terpadu pariwisata desa;

f. Pemanfaatan sumber daya hutan, perlindungan, rehabilitasi, pemulihan

dan konservasi;

g. Pengendalian pencemaran, pencegahan perusakan lingkungan hidup dan

peningkatan upaya kebersihan lingkungan;
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h. Rehabilitasi dan peningkatan pelayanan di bidang perhubungan seperti
penyediaan rambu-rambu dan peningkatan tipe pelayanan terminal

Loksado;
i. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan seluler di kawasan Loksado;

j- Pembinaan terhadap masyarakat, kelompok sadar wisata dan pelaku
usaha jasa pariwisata melalui bentuk-bentuk sosialisasi, pelatihan dan
kegiatan  sejenisnya  serta  pemberian  materi-materi = khusus

kepariwisataan pada pelajar di semua level pendidikan; dan

k. Pengembangan kawasan yang dapat dijadikan museum rumah Adat

Dayak, yang berisi kekhasan wilayah Loksado.
Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) II

WPP II merupakan wilayah dengan dataran dan rawa, sebagian
berada di wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai zona penghubung. WPP
II melingkupi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan
Angkinang, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang. Pengembangan
pariwisata di wilayah ini diarahkan pada pengembangan wisata religi,
wisata kuliner, wisata perkotaan, dan wisata minat khusus. Ada beberapa
makam ulama besar, mesjid yang bernilai sejarah, kawasan kuliner khas
“Ketupat Kandangan”, beberapa wisata buatan, wahana permainan dan
taman kota. Mendukung fungsinya sebagai zona penghubung, pada WPP II
perlu adanya Tourism Information Center (TIC) dalam rangka memberikan
kemudahan wisatawan terhadap akses informasi destinasi wisata dan

mengarahkan pola perjalanannya sesuai paket-paket yang sudah disiapkan.

Pada wilayah ini juga perlu dikembangkan usaha jasa pariwisata,
penyediaan galeri sentra industri kecil dan menengah sebagai upaya dalam
pengembangan pemasaran dan pemenuhan kebutuhan wisatawan untuk

berlibur dan belanja oleh-oleh/souvenir.
Wilayah Pengembangan Pariwisata Religi

Pariwisata religi atau wisata religius merupakan jenis pariwisata yang
mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai keagamaan atau religius
bagi pengunjungnya. Pada awalnya, wisata religius tidak direncanakan
sebagai sebuah industri pariwisata, tetapi berkembang secara alami sesuai

dengan kearifan lokal dan kepercayaan agama yang ada di suatu wilayah.

Dalam pengembangannya, wisata religius dapat memberikan dampak

positif bagi masyarakat setempat. Selain dapat meningkatkan perekonomian
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lokal, wisata religius juga dapat memperkenalkan kearifan lokal dan budaya
masyarakat setempat kepada wisatawan. Dengan demikian, wisata religius
dapat memperkuat hubungan antara masyarakat setempat dan wisatawan,

serta memperkaya pengalaman wisatawan.

Pariwisata Religi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri terdapat 3
kawasan yang sering didatangi oleh para penziarah diantaranya adalah
Makam Datu Taniran, Makam Datu Balimau dan terdapat satu areal baru
yaitu Makam Guru Kapuh. 3 Titik ini menjadi Triangle Wisata yang menjadi

daya tarik terkuat wisata religi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
II.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Morfologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar >65% merupakan
daerah dataran, hal ini sangat riskan akan terjadi bencana banjir
disebabkan daerah hulu dari Sungai Amandit yaitu daerah Loksado
merupakan hutan yang kian lama akan semakin gundul karena banyak
penebangan kayu yang kurang terkontrol. Mengingat daerah Kecamatan
Loksado dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Batung merupakan
daerah dengan Satuan Geomorfologi Perbukitan Berelief Sedang hingga
Terjal yaitu dengan kemiringan lereng mencapai > 36°, maka sering terjadi
bencana tanah longsor yang sangat berbahaya terutama dekat dengan

pemukiman dan jalan penghubung antar desa.

Tabel II-15 Indeks Resiko Bencana per Kabupaten/ Kota Provinsi Tahun

2019-2023
NO KABUPATEN/ KOTA 2019 2020 2021 2022 2023 s
RESIKO
1 Tanah Laut 178,00 | 178,00 | 178,00 | 156,33 | 169,22 Tinggi
2 Barito Kuala 155,45 | 155,45 | 155,96 | 140,65 | 149,60 Tinggi
3 Kotabaru 158,79 | 158,79 | 172,71 | 162,17 | 147,79 Tinggi
4 Tabalong 152,40 | 152,40 | 152,40 | 130,06 | 142,82 | Sedang
5 [Tanah Bumbu 155,60 | 155,60 | 155,60 | 125,17 | 137,92 | Sedang
6 Banjar 176,40 | 176,40 | 176,40 | 150,41 | 133,44 | Sedang
| 7 Hulu Sungai Selatan
8 [Hulu Sungai Tengah 133,87 | 133,87 | 133,87 | 125,74 | 125,74 | Sedang
9 [Tapin 128,79 | 128,79 | 128,79 | 110,71 | 121,07 | Sedang
10Balangan 147,20 | 138,89 | 133,77 | 126,16 | 115,21 | Sedang
11Hulu Sungai Utara 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 114,70 | Sedang
12Kota Banjarbaru 108,00 | 108,00 | 108,00 | 95,78 103,35 | Sedang
13 [Kota Banjarmasin 96,40 96,40 96,40 84,09 92,44 Sedang

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2023

Sesuai data dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan
Inarisk BNPB (http://inarisk.bnpb.go.id), pada tahun 2019 s.d. 2023 Indeks
Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk pada kelas risiko

tinggi dengan skor 152,40 dan mengalami penurunan sampai tahun 2023
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menjadi 129,09. Dari tabel Indeks Risiko Bencana terlihat Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Selatan berada di urutan ke lima dengan kelas risiko tinggi.
Jenis Bencana yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Banjir,
Kekeringan, Angin Puting Beliung, Longsor, Kebakaran Lahan dan Hutan.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki titik rawan bencana adalah
sebagai berikut :

Bencana Longsor meliputi Kec. Loksado di Desa Hulu Banyu, Kec. Padang
Batung di desa Batu Laki, Kec. Telaga Langsat di Desa Hamak dan Hamak
Utara.

Bencana Banjir meliputi Kec. Kandangan, Kec. Kalumpang, Kec.
Angkinang, Kec. Sungai Raya, Kec. Padang Batung, Kec. Telaga Langsat,

Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat

I1.1.1.4. Demografi
Jumlah Penduduk

Menurut BPS, penduduk Indonesia adalah semua orang yang
berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan
atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan
Berikut

menetap. merupakan perkembangan jumlah penduduk di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan kelompok umur :

Tabel II-16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023

KU

NO (TAHUN) 2020 2021 2022 2023
1 0-4 19.449 19.060 18.826 15.715
2 5-9 20.489 20.501 20.286 18.386
3 10 - 14 18.665 19.035 19.578 20.077
4 15-19 18.937 18.775 18.653 19.545
5 20-24 19.032 18.876 18.716 21.092
6 25-29 18.058 17.986 17.956 17.965
7 30 -34 17.820 17.779 17.728 18.347
8 35 -39 16.539 16.573 16.653 17.930
9 40 - 44 16.323 16.382 16.414 17.879
10 45 - 49 15.713 16.002 16.294 16.980
11 50 - 54 13.967 14.319 14.687 15.869
12 55 - 59 11.523 11.911 12.294 12.830

13 60 - 64 8.731 9.143 9.597 9.803

14 65 - 69 5.944 6.286 6.592 6.707

15 70 - 74 3.455 3.846 4.297 3.658

16 >75 3.361 3.486 3.641 4.536
Jumlah 228.006 | 229.960 232.212 237.319

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021, 2022 dan 2023

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan proyeksi
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penduduk tahun 2023 sebanyak 237.319 jiwa yang terdiri atas 119.293
jiwa penduduk laki-laki dan 118.026 jiwa penduduk perempuan.
Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk
laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,07. Dibandingkan
dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Kabupaten

Hulu Sungai Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 2,19 persen.

Gambar II-5 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju
Pertumbuhannya

237.319

232.212

229.960
228.006

2020 2021 2022 2023

I Jumlah Penduduk =®—Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan (Data diolah)
Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023
mencapai 237.319 jiwa dan sebagian besar berada di daerah pedesaan.
Mata pencaharian utama penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
masih pada sektor pertanian. Berdasarkan Sakernas tahun 2021,
penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 33,48 persen dari
jumlah seluruh penduduk yang bekerja. Lahan pertanian yang masih
banyak dan produktif mengakibatkan penduduk untuk bertahan di sektor
pertanian. Keberadaan Pulau Kalimantan terkenal akan sungainya,
sehingga penduduknya juga memanfaatkan keadaan alam untuk bekerja
sebagai nelayan/budidaya ikan. Sektor pertanian merupakan salah satu
sektor yang mampu bertahan pada saat pandemi covid-19. Sektor lain yang
dapat menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha yang ada pada sektor
jasa-jasa. Pada sektor ini didominasi oleh usaha perdagangan, penyediaan
akomodasi dan makan minum yang mencapai 26,19 persen. Selain itu pada
sektor Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 15,37 persen.
Pada sektor manufaktur didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar

19,25 persen.
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Gambar II-6 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor
Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2023

* Pertanian
36,05
Jasa-Jasa

44,70

Manufaktur

19,25

Sumber : Diolah dari Sakernas 2023, BPS Kab. HSS

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, TPT
tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan menengah
ke atas yaitu sebesar 3,34 persen. Sementara TPT pada pendidikan dasar
sebesar 1,76 persen. Pada umumnya, seseorang dengan pendidikan rendah
melakukan pekerjaan tanpa memprioritaskan kualitas pekerjaan dan
besaran balas jasa. Penduduk yang berpendidikan rendah cenderung tidak
selektif dalam memilih pekerjaan. Mereka mau tidak mau menerima
tawaran pekerjaan yang ada meski upah atas balas jasa yang diterima

kadang tidak sesuai dengan beban dan risiko pekerjaan.

Gambar II-7 TPT Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021-2023
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H Pendidikan Dasar H Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah ke Atas

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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Distribusi Penduduk
Ketimpangan distribusi jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan terjadi di antara wilayah kecamatan. Meskipun begitu, ketimpangan

distribusi penduduk tidak terlalu signifikan dan berkesan lebih merata.

Gambar II-8 Distribusi Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
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Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022
Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling banyak berdomisili

di Kecamatan Kandangan yaitu sebesar 49.204 jiwa (21,40%). Hal ini tidak
bisa dipungkiri, mengingat Kecamatan Kandangan merupakan pusat
pemerintahan sekaligus pusat perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan. Selain itu, jumlah penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan
Daha Selatan yang memiliki jumlah penduduk mencapai 41.014 jiwa

(17,83%) yang merupakan pusat kegiatan di wilayah tiga Daha.

Gambar II-9 Peta Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023
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Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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Berdasarkan agama yang dianut, tahun 2023 terdapat 98,47 persen

penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan beragama Islam, dan selebihnya

adalah Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya. Selain agama

tersebut sebagian kecil penduduk Hulu Sungai Selatan, terutama di

Kecamatan Loksado, menganut kepercayaan lainnya yaitu Kaharingan.

Tabel II-17 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang

Dianut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
No Kecamatan Islam Kristen | Katolik Hindu Budha Kef::::z:an Total
1 Padang Batung | 22.454 - 14 1 1 - 22.470
2 Loksado 5.502 43 1.144 380 1 1.799 8.869
3 Telaga Langsat 10.594 - - - - - 10.594
4 Angkinang 19.435 - 1 - - 1 19.437
S Kandangan 50.217 15 119 15 16 - 50.382
6 Sungai Raya 18.408 1 37 3 - 1 18.450
7 Simpur 15.695 - 2 2 1 - 15.700
8 Kalumpang 6.674 - - - - - 6.674
9 Daha Selatan 42.877 - 6 - - - 42.883
10 | Daha Barat 8.163 - 5 - - - 8.168
11 | Daha Utara 33.685 - 7 - - - 33.692
Hulu Sungai Selatan | 233.704 59 1.335 401 19 1.801 237.319

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Berikut merupakan tabel jumlah tempat peribadatan yang berada di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana didominasi oleh Masjid, Mushola

dan Langgar sebesar 99,6 % dan 0,4% adalah Gereja Protestan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Tabel II-18 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di

- Musala dan Gereja Gereja .
No. Kecamatan Masjid Langgar Protestan | Katolik Pura Vihara

1 Padang Batung 23 58 - - - _
2 Loksado 12 20 3 - - _
3 Telaga Langsat 10 38 - - - _
4 Angkinang 10 61 - - - -
S Kandangan 20 140 - - - _
6 Sungai Raya 13 95 - - - N
7 Simpur 11 75 - - - _
8 Kalumpang 5 30 - - - _
9 Daha Selatan 8 84 - - - _
10 Daha Barat 4 26 - - - -
11 Daha Utara 10 90 - - - -
Hulu Sungai Selatan 130 717 3 - 5 -

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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Gambar II-10 Peta Sebaran Rumah Ibadah di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2023
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Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai
struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas
umurnya maupun berhasil tidaknya program-program kependudukan
selama ini. Karakteristik piramida penduduk di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan membentuk pola piramida ekspansif (muda) dimana sebagian besar
penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka
kelahiran lebih besar daripada angka kematian dan rasio ketergantungan
tinggi.

Gambar II-11 Piramida Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
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I1.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat
Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut kondisi kesejahteraan dan
pemerataan ekonominya. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan

fokus seni budaya dan olahraga
I1.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang
tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul
akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa
memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-
residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan
yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan

atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Nilai PDRB Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku 2010 pada
tahun 2021 mencapai 7,01 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini
mengalami kenaikan sebesar 449 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun
2020 yang mencapai 6,56 triliun rupiah. Adanya kenaikan di tengah kondisi
tahun 2021 yang masih pandemi covid 19 namun sudah tahap pemulihan
ekonomi dipengaruhi adanya kenaikan produksi pada sejumlah kategori
lapangan usaha dan kenaikan harga/inflasi. Pada tahun 2022 pemulihan

semakin mantap dimana secara angka mencapai 8,349 triliun rupiah.

Tabel II-19 Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB dan Pertumbuhan
Ekonomi Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

TAHUN PDRB ADHB PDRB ADHK
2019 6.555.479,18 4.706.463,28
2020 6.564.479,18 4.650.231,76
2021 7.125.712,36 4.844.908,91
20227% 8.442.004,82 5.039.774,30

2023*%) 9.165.460,18 5.305.516,25

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Inflasi

Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
mengacu terhadap inflasi di Kota Banjarmasin. Berkaitan dengan
mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain
konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang

memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya
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ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dalam
kegiatan perekonomian di Banjarmasin dan Kota Tanjung dapat dilihat

pada gambar berikut ini :

Gambar II-12 Laju Inflasi di Banjarmasin, 2019-2023
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan
Selatan, pada Desember 2021 Kelompok pengeluaran yang memberikan
sumbangan terbesar terjadinya inflasi tahun kalender adalah rekreasi,
olahraga dan budaya yaitu 6,97 persen. Sementara itu terdapat kelompok
pengeluaran yang terjadi deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi dan
jasa keuangan sebesar -0,04 persen dan perawatan pribadi dan jasa lainnya
sebesar -0,22 persen.

PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami
kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Salah satu indikator
tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari
nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh
karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai
PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung
pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di
daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan
nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita
Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga
2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita
tercatat sebesar 38,839 juta rupiah.
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Gambar II-13 PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku Kab. Hulu
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Peningkatan PDRB per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019

hingga 2023. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi, pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 berada di atas

rata-rata provinsi, semua sektor ekonomi yang ada di kabupaten HSS

berhasil tumbuh positif pada tahun 2023.

Gambar II-14 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun

2019-2023
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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Untuk melihat posisi regional Kab. HSS di antara kabupaten lainnya,

digunakan diagram empat kuadran (plot scatter diagram). Kab. HSS berada

di Kuadran III. Kuadran III, adalah kuadran yang menggambarkan kab/kota

yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan share

kontribusi ekonomi yang rendah dibandingkan rata-rata.

Gambar II-15 Laju Pertumbuhan dan Share PDRB Kabupaten/Kota se
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
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ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan

rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan

menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak

penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh

manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus

dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya

nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini

digambarkan melalui parameter “Nilai Tambah”.

Tabel II-20 ICOR Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Uraian 2019 2020* 2021* 2022** 2023
PDRB (ADHK 2010) 4.706.463,28 4.650.222,36] 4.844.908,91] 5.039.666,84| 5.305.516,25
Perubahan 236.209,40 (56.240,92) 194.677,15 194.757,93] 265.741,95
PMTB (ADHK 2010) 1.340.997,12) 1.274.510,53] 1.300.600,09] 1.379.616,04| 1.469.611,81
ICOR 5,66 -22,66 6,68 7,08 5,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan
perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang
diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran)

akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak “K” unit.

Data di atas menunjukkan besaran ICOR pada tahun 2023 sebesar
5,53. Artinya pada tahun tersebut untuk meningkatkan output sebesar 1
unit diperlukan penambahan kapital sekitar 5,53 wunit. Tahun 2022
merupakan capaian ICOR tertinggi selama lima tahun terakhir.

Indeks Williamson

Pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh penduduk
Indonesia merupakan salah satu dari tujuan pembangunan, salah satu
caranya adalah dengan berusaha mewujudkan pembangunan yang inklusif
sesuai dengan tujuan dari misi kedua RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan.
Indeks Williamson merupakan suatu indikator yang dapat memberikan
indikasi tentang kondisi kesenjangan yang terdapat pada suatu wilayah.
Semakin kecil angka indeksnya menunjukkan adanya ketimpangan atau
kesenjangan yang menurun. Dasar perhitungannya adalah dengan
menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk

per daerah dengan rumus :

X - 72w

¥

cv, =

Dimana:

CVw = Weighted coefficient of variation

ni = Penduduk di daerah i

n = Penduduk total

Yi = PDRB perkapita di daerah i

Y = Rata-rata PDRB perkapita untuk semua daerah

Data yang ditampilkan berikut ini merupakan indeks Williamson dari
Prov. Kalimantan Selatan selama tahun 2019 hingga 2023 pada Gambar

berikut ini.

Gambar II-16 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2019-2023
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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Seri Indeks Williamson provinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan
bahwa indeks tersebut naik dari 0,399 level rendah pada tahun 2019
menjadi 0,504 level sedang pada tahun 2023. Kabupaten/kota yang
memiliki kontribusi ekonomi relatif kecil terhadap perekonomian provinsi
mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kurun waktu
2019-2023 dibandingkan daerah yang kontribusinya besar, dan sebaliknya.
Situasi tersebut berdampak pada membesarnya share PDRB

kabupaten/kota tersebut, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan.

Sampai tahun 2023, PDRB per Kapita setiap kecamatan di Kabupaten HSS
belum dilakukan penghitungan sehingga kita belum bisa melihat
ketimpangan antar kecamatan. Untuk melakukan penghitungan PDRB
menurut kecamatan diperlukan data-data dasar yang rinci menurut
kecamatan yang nantinya akan digunakan sebagai bagian dalam
penghitungan masing-masing kecamatan. Namun berdasarkan morfologi
perkotaan kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat perkembangan adalah
Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya dan kecamatan Daha
Selatan
Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur
oleh Gini Ratio yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna)
hingga satu (ketimpangan sempurna) yang digunakan untuk menilai
pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kategori gini ratio O< gini ratio < 0,35
adalah ketimpangan rendah. 0,35< gini ratio < 0,50 adalah ketimpangan
sedang, dan gini rasio >0,5 adalah ketimpangan tinggi. Berdasarkan tabe
berikut dalam enam tahun terakhir rasio gini Kabupaten Hulu Sungai

Selatan berkisar 0,288 (tahun 2019) sampai dengan 0,293 (tahun 2023).

Tabel II-21 Indeks Gini Rasio Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota Tahun

2019 2020 | 2021 2022 | 2023
TANAH LAUT 0,271 0,250 | 0,232 | 0,263 | 0,259
KOTABARU 0,335 0,287 | 0,306 | 0,331 | 0,316
BANJAR 0,330 0,322 | 0,344 | 0,300 | 0,297
BARITO KUALA 0,285 0,277 | 0,284 | 0,289 | 0,312
TAPIN 0,268 0,274 | 0,289 | 0,291 | 0,281
HULU SUNGAI SELATAN 0,288 0,300 | 0,275 | 0,260 | 0,293
HULU SUNGAI TENGAH 0,288 0,285 | 0,331 | 0,228 | 0,225
HULU SUNGAI UTARA 0,327 0,319 | 0,378 | 0,301 | 0,271
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Kabupaten/Kota Tahun

2019 2020 | 2021 2022 | 2023
TABALONG 0,306 0,346 | 0,288 | 0,337 | 0,284
TANAH BUMBU 0,346 0,300 | 0,281 | 0,292 0,28
BALANGAN 0,273 0,298 | 0,277 | 0,266 | 0,258
KOTA BANJARMASIN 0,326 0,342 | 0,350 | 0,330 0,37
KOTA BANJAR BARU 0,357 0,381 | 0,361 0,341 | 0,321
KALIMANTAN SELATAN 0,334 0,332 | 0,330 | 0,317 | 0,313

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan

Gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 berada di
angka 0,293 merupakan angka ketimpangan yang “rendah”. Dibandingkan
dengan Gini Rasio Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten

Hulu Sungai Selatan masih lebih baik pemerataan pembangunannya.

Gambar II-17 Gini Rasio Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan
Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

0,38 0,381 0,384 0,384 0,388
'F - — *— —0
0,334 0,332 0,33

0.3 0,!93

0,288
=@=HSS e=@mKjlSel =@=Nasional

2019 2020 2021 2022 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan

I1.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun dan kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal

(menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih
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baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai
apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup
sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi

kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level
kabupaten/kota. Selama periode 2022 hingga 2023, tercatat tiga kabupaten
dengan kemajuan pembangunan manusia yang cepat, yaitu Kabupaten
Banjar (tumbuh 1,19 persen), Kabupaten Tanah Bumbu (1,11 persen), dan
Kabupaten Barito Kuala (1,10 persen). Kemajuan pembangunan manusia di
Kabupaten Banjar ,Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Barito Kuala
lebih didorong oleh dimensi pendidikan. Pada periode 2022-2023 seluruh
kabupaten dan kota mengalami peningkatan pertumbuhan IPM. Berikut

disajikan data perkembangan IPM Kalsel dan Kab/Kota tahun 2022-2023.

Tabel II-22 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan
Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2022-2023

UHH HLS RLS Peng.eluaran Per IPM Pertumbuhan
Prov/Kab/Kota Kapita (Rp 000) (%)
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022-2023
Tanah Laut 74,21 74,46 12,32 12,41 7,90 7,92 11.703 12.198 72,33 72,98 0,90%
Kotabaru 73,55 73,76 12,06 12,07 7,47 7,55 12.191 12.480 71,57 72,01 0,61%
Banjar 73,04 73,33 13,02 13,03 7,71 7,94 12.871 13.301 73,25 74,01 1,04%
Barito Kuala 71,94 72,28 12,54 12,55 7,63 7,74 10.230 10.750 69,87 70,67 1,14%
Tapin 74,39 74,47 12,04 12,33 7,95 8,05 12.247 12.776 72,61 73,52 1,25%
Hulu Sungai Selatan 72,15 72,52 12,40 12,46 7,79 7,86 13.157 13.743 72,47 73,21 1,02%
Hulu Sungai Tengah 7200 7233 1222 1224 8,28 8,29 12.448 12.782 72,32 72,76 0,61%
Hulu Sungai Utara 71,89 72,21 12,93 13,19 7,76 7,77 10.132 10.491 70,33 71,12 1,12%
Tabalong 74,45 74,63 12,90 12,91 9,12 9,14 11.914 12.507 74,82 7543 0,82%
Tanah Bumbu 74,06 74,28 12,49 12,60 8,25 8,30 12217 12.516 73,34 73,86 0,71%
Balangan 73,42 73,69 12,61 12,82 7,85 8,03 11.659 11.888 72,20 72,97 1,07%
Kota Banjarmasin 74,60 74,88 13,95 13,97 10,21 10,24 14.770 15.280 79,46 79,98 0,65%
Kota Banjarbaru 74,64 7490 14,83 14,85 10,98 10,99 14.136 14.524 80,82 81,25 0,53%
Kalimantan Selatan 73,70 73,97 12,82 12,86 846 8,55 12.469 12.953 74,00 74,66 0,89%

Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup Saat Lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 (diolah)

Selanjutnya pada Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan dari Tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan
masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan
Selatan. Selain itu pertumbuhan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga
harus diperhatikan lebih intensif lagi karena jika dilihat dari tren

pertumbuhannya.




- 55 -

Gambar II-18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019-2023
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Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angak Tahun 2019-2023, Diolah

Sedangkan jika dilihat dari dimensi pembentuknya, pada dimensi
kesehatan yaitu Angka harapan hidup (AHH) di Hulu Sungai Selatan
fluktuatif setiap tahunnya. AHH tersebut juga masih berada di bawah AHH
Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi Ekonomi yaitu pada angka
pengeluaran per kapita di Hulu Sungai Selatan dari tahun 2020 dan tahun
2021 berada di atas rata-rata dibandingkan angka pengeluaran per kapita
Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi pendidikan, seluruh komponen
penyusunnya yang meliputi Rata-rata Harapan Lama Sekolah, dan Rata-
rata Lama Sekolah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki tren naik
setiap tahunnya. Namun walaupun memiliki tren naik setiap tahunnya,
nilai pada kedua indeks tersebut masih berada di bawah Provinsi
Kalimantan Selatan. Berikut disajikan data perkembangan IPM Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021 :

Tabel II-23 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Komponen Pembentuk Tahun . q

IPM Dimensi
2019 2020 2021 2022 2023

Angka Harapan Hidup 65,89 65,97 71,78 72,15 72,52 Kesehatan

Rata-Rata

Harapan Lama Sekolah 12,10 12,17 12,38 12,40 12,46 o

Rata-Rata Pendidikan

Lama Sekolah 7,74 7,75 7,76 7,79 7,86

Pengeluaran Perkapita 12,835 12,672 12,736 13.157 13.743 Ekonomi

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan
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Salah satu inovasi yang menjadi unggulan di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan adalah inovasi LIWAR, dimana inovasi ini menjadi database terpadu

terkait informasi di sektor sosial, pendidikan dan kesehatan.

Gambar II-19 LIWAR Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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Lindungi Warga Hulu Sungai Selatan (LIWAR HSS) adalah Layanan Informasi dan
Pendampingan Warga Hulu Sungai Selatan untuk membantu ketepatan sasaran

pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

You are not login ...

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Inovasi SATUNIK menjadi salah satu terobosan untuk mengejar
ketertinggalan khususnya pada dimensi pendidikan dan dimensi Kesehatan
yang dimana secara rata-rata kedua dimensi tersebut masih berada di

bawah rata-rata capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada dimensi pendidikan khususnya Harapan Lama Sekolah,
SATUNIK menyediakan data sasaran anak-anak tidak sekolah pada rentang
umur 4 hingga 17 tahun secara by Name by Address dengan fokus sasaran
intervensi adalah usia sekolah 7-17 Tahun. Berdasarkan data terakhir,

seluruh sasaran telah tuntas di intervensi.

Gambar II-20 LIWAR Data Anak Tidak Sekolah tahun 2023
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Data Anak Tidak Sekolah berikut mempresentasikan
Lanjutan Pertama: 0 Jiwa tingkatan/kategori anak usia sekolah yang tidak
terjangkau pendidikan berdasarkan usia/tingkatan
Sekojahi Dasar; 0:Jwa pendidikan yang seharusnya pada Lingkungan

R Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
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Sumber : LIWAR Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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Pada Rata-Rata Lama Sekolah, SATUNIK menyediakan data rata-rata
lama pendidikan yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk
usia 24 Tahun ke atas. Data ini dapat melihat rata-rata lama pendidikan
serta pendidikan setiap warga di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan secara by Name by Address. Berdasarkan data ini
dapat diperoleh sasaran-sasaran prioritas yang di intervensi. Sasaran
prioritas yang akan di intervensi pada sektor ini berfokus pada usia

produktif 25-40 Tahun melalui pendidikan non-formal.

Pada Dimensi Kesehatan, SATUNIK menyediakan data stunting serta
data ibu hamil yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara by
Name by Address. Data ini menjadi alat pemantauan agar balita dapat
terhindar ataupun sembuh dari stunting dan ibu hamil dapat melahirkan
bayinya dengan selamat sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Pada
balita stunting dilakukan pemantauan pada tinggi badan bayi, berat badan
bayi serta aksesibilitas dasar terhadap air minum bersih dan sanitasi yang

layak.

Gambar II-21 LIWAR Balita Stunting Mei 2024

Balita Stunting - Mei 2024

Data Balita Stunting berikut mempresentasikan tingkatan/kategori

balita stunting berdasarkan tinggi badan dan umur balita rentang

Y
Masih Stunting
209

Total Stunting Bulan Ini

usia 0 sampai dengan 59 bulan pada Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

158 Jiwa

Pendek

Sumber : SATUNIK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Pada ibu hamil dilakukan pemantauan secara periodik melalui
pengukuran lingkar lengan, berat badan, kondisi HB dan aksesbilitas dasar
seperti air minum bersih dan sanitasi layak yang kemudian dari kondisi
tersebut dibagi lagi menjadi dua kategori yaitu NON KEK(Kekurangan
Energi Kronis) dan KEK(Kekurangan Energi Kronis). Ibu Hamil yang masuk

kategori KEK akan menjadi sasaran pemantauan intensif agar dapat
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terlepas dari status Kekurangan Energi Kronis dan dapat melakukan

persalinan dengan selamat.

Gambar II-22 LIWAR Data Ibu Hamil 2024

Data Ibu Hamil - Mei - 2024 v

Y TINGGI: 0.00%

Data Ibu Hamil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan kategori

berisiko tinggi, dan tidak berisiko tinggi

488

- IBU HAMIL TID#

X

0 Ibu Hamil

Ibu Hamil Risiko Tinggi

Sumber : SATUNIK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat

Pengangguran Terbuka

Pada tabel di bawah ini tentang ketenagakerjaan menunjukkan
penduduk usia kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023
sekitar 74,91 persen adalah mereka yang termasuk dalam penduduk
angkatan kerja (TPAK). TPAK sebesar 74,91 persen menyiratkan bahwa
kira-kira 74 - 75 orang dari setiap 100 orang penduduk usia kerja
Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah secara aktif terlibat dalam kegiatan
ekonomi atau mereka yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia kerja.

Selebihnya 25,09 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel II-24 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Berdasarkan
Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rincian 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023
(1) (2) (3) (4) (S) (6)

Angkatan Kerja 71,49 | 73,16 | 69,25 | 69,55 | 74,91
Bekerja 69,66 71,52 | 67,56 | 67,95 | 73,32
Pengangguran 1,83 1,64 1,69 1,60 1,59
Bukan Angkatan Kerja 28,51 26,84 | 30,75 | 30,45 | 25,09
Sekolah 6,05 5,35
Mengurus Rumah Tangga 26,55 23,85 | 26,77 20,13 | 16,62
Lainnya 1,96 2,99 3,98 4,27 3,12
Total 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan (data diolah)
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Berdasarkan data capaian tersebut, kondisi partisipasi masyarakat
dalam mengisi kesempatan kerja masih belum optimal sehingga
memerlukan upaya pengentasan pengangguran yang tepat. Kondisi ini
dapat dilihat dari dua indikator yang menjadi tolok ukur pembangunan
yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja. Realisasi capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2019
sebesar 71,49%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar

74,91%.

Kondisi ini selaras dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka yang pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup
signifikan yaitu berada pada angka 2,12%. Artinya kondisi partisipasi kerja
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada pada kondisi cukup ideal
dengan melihat peluang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk
lokal secara baik. Meskipun demikian masih diperlukan banyak usaha
untuk meningkatkan kualitas pekerja menjadi pekerja berkompeten yang
berimplikasi pada kesejahteraan pekerja sendiri. Hal ini tentu saja
membutuhkan upaya, baik dari pemerintah maupun masyarakat melalui
berbagai program pembangunan seperti pelatihan bahasa asing, internet
marketing, job fair dan pelatihan bidang kompetensi untuk mendukung
penyiapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Gambar II-23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat

Pengangguran Terbuka (Persen) di Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun
2017-2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

B Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja —8—Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan (data diolah)
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Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi
sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian
pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus
tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di
Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan
kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari
berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun

masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan.

Terlebih dalam memberikan masukkan (input) dan melakukan
perencanaan strategis (strategic planning) terkait dengan kebijakan
pemerintah. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik di setiap tahunnya.

Seperti tersaji dalam gambar berikut:

Gambar II-24 Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Tahun 2019-2023
5i3 5,17

4,84
4,54

4,01

2019 2020 2021 2022 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Selatan

Posisi kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu berada di
atas rata-rata provinsi hingga tahun 2022 dan pada Tahun 2023 posisi
kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di bawah level provinsi

dengan capaian 4,01 %.

Gambar II-25 Angka Kemiskinan di Kab. HSS, Prov. Kalsel dan Nasional
Th. 2019-2023

10,14
9,41 9.78 —— 9,54 9,36
o— —— == -9
5,33 5,17 4,84 4,54 s o
4,55 4.38 4.83 4,49 4,29
=@=HSS e=@mKalSel =@=Nasional
2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Selatan
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Kabupaten Hulu Sungai  Selatan menggunakan strategi
penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (Family Based-Policy),
rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan
keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah
tangga miskin). dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis
komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk
berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa
solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga
miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau
Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi
anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana

prasarana sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu
pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin
produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada
kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para
anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil.
Sehingga mereka dapat meningkatkan akses permodalan, teknologi dan
pasar, yang diharapkan terjadi peningkatan pendapatan yang lebih besar
lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada
kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah

terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial
bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan
dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan
kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi
pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil
dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan
perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada
masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemanfaatan teknologi
informasi yang intensif diharapkan dapat menyediakan data-data yang
strategis dan akurat agar program-program kemiskinan yang akan
dijalankan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-
benar tepat dan membutuhkan sehingga proses pengentasan kemiskinan di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
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Gambar II-26 LIWAR Data Sosial 2024

Kategori IV: 129 Jiwa
Data Penduduk Miskin berikut mempresentasikan tingkatan/kategori
penduduk miskin berdasarkan rerata penghasilan + bantuan sosial

g ‘ Kategori lll: 768 Jiwa
baik DTKS maupun NONDTKS yang didapat perbulan pada

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
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Sumber : SATUNIK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan,
indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun
2023.

Tabel II-25 Perkembangan PO, P1 dan P2 di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Tahun 2019-2023

. Tahun
Be LGRS Sataee 2019 2020 2021 2022 2023
Tingkat
1| R inan (PO) Persen 5,33 5,17 4,84 4,54 4,01
2 | jpdeks Kedaaman | persen 0,72 0,51 0,453 0,493 0,69
emiskinan (P1)
3 | Indeks Keparahan | p. (o 0,15 0,09 0,063 0,092 0,21
Kemiskinan (P2)

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 (diolah)

Masa Pandemi Covid-19 merupakan masa dimana tingkat
pengangguran serta tingkat kemiskinan meningkat dikarenakan
ketidakpastian situasi ekonomi pada saat-saat tersebut. Kabupaten Hulu
Sungai Selatan dengan program jaring pengaman sosialnya adalah satu-
satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang berhasil mempertahankan
bahkan menurunkan tingkat kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Selain
kemiskinan secara umum, Kemiskinan Ekstrem juga menjadi perhatian
untuk dapat ditanggulangi. Berikut merupakan perkembangan tingkat
kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Selatan pada masa pandemi Covid-
19 dan perkembangan indikator-indikator pembentuk tingkat kemiskinan
dari 2019 hingga 2023 serta data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2019-2023 :
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Tabel II-26 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman
Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Selatan pada Tahun 2019-2023

PO (Persentase Kemiskinan) 2019 - 2023

Kabupaten/Kota |, . o heviasi [2020 |[Deviasi |2021 |Deviasi |2022 |[Deviasi/2023
Kalimantan Selatan 455 | -0,17 4,38 0,45 4,83 | -0,34 | 4,49 | -0,2 |4,29
Tanah Laut 4,51 | -0,25 | 4,26 | 0,31 | 4,57 | -0,71 | 3,86 | -0,13 |3,73
Kotabaru 4,49 | 0,27 | 422 | 0,64 | 4,86 | 0,56 | 4,3 | 0,02 |4,32
Banjar 2,72 | -0,17 | 2,55 | 0,49 | 3,04 | -0,25 | 2,79 | -0,35 | 2,44
Barito Kuala 4,63 | -0,12 | 451 | 06 | 5,11 | 0,36 | 4,75 | -0,15 | 4,6
Tapin 3,41 | -0,35 | 3,06 | 0,54 | 3,6 0 3,6 | -0,41 |3,19

Hulu Sungai Selatan | 5,33 | -0,16 | 5,17 | -0,33 | 4,84 | -0,3 | 4,54 | -0,53 |4,01

Hulu Sungai Tengah | 4,93 | 0,71 5,64 0,54 6,18 | -0,26 | 5,92 | -0,08 |5,84

Hulu Sungai Utara 6,5 | -0,36 | 6,14 | 0,69 | 6,83 | -0,34 | 6,49 | -0,24 |6,25

Tabalong 6,01 | -0,29 5,72 0,55 6,27 -0,4 5,87 | -0,1 |5,77
Tanah Bumbu 4,85 | -0,25 4,6 0,22 482 | -0,56 | 4,26 | -0,14 | 4,12
Balangan 5,55 | -0,23 5,32 0,75 6,07 | -0,24 | 5,83 | -0,61 |5,22
Kota Banjarmasin 4.2 0,19 4,39 0,5 489 | -0,15 | 4,74 | -0,11 |4,63
Kota Banjarbaru 4,3 -0,29 4,01 0,39 4.4 -0,23 | 4,17 | -0,25 | 3,92

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 (diolah)

Tabel II-27 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase
Penduduk Miskin dan Kemiskinan Ekstrem di Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2017-2022

Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase Kemiskinan
(rupiah/kapita/bulan) Miskin (ribu) Penduduk Miskin Ekstrem
2017 431.296 13.450 5,80% n/a
2018 444.455 12.224 5,21% n/a
2019 461.581 12.636 5,33% 1,73 %
2020 528.622 12.390 5,17% 1,35%
2021 494.203 11.466 4,84% 0,74 %
2022 516.857 10.804 4,54% 0,78 %
2023 547.855 9,607 4,01% 0,65 %

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 (diolah)
I1.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan
kebudayaan meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung, Perkembangan

Seni dan Budaya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II-28 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2014-2018

No | Indikator | 2014 | 2016 | 2017 | 2018
Kebudayaan
1 1.1 Jumlah grup kesenian 92 115 135 137
1.2 Jumlah gedung 5 5 S S
Pemuda dan Olahraga
2 2.1 Jumlah klub olahraga 90 102 102 102
2.2 Jumlah gedung olahraga 12 12 12 12

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2019
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tan

Gambar II-27 Fasilitas Olahraga di Kabuﬁaten Hulu Sungai Sela
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Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Hulu Sungai Selatan Tc;thun 2023
I1.1.2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai

Selatan

RTRW Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana
pembangunan jangka panjang kabupaten, penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah kabupaten, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah
kabupaten, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi

ruang untuk investasi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Tabel II-29 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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Sumber : RTRW Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032

Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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Tahun 2013 - 2032 maka untuk Rencana Pembangunan di Kabupaten Hulu
Sungai selatan harus sesuai dengan Pola Ruang yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kab. HSS membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(TKPRD) untuk melakukan koordinasi terkait dengan Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang terhadap Penanaman Modal dan Investasi di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tentunya sesuai dengan

Peruntukannya.

Secara umum strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Tahun 2013-2032 adalah sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata
dan seimbang sebagaimana terdiri atas:
a. memperkuat fungsi dan peran PKL dan PKLp;
b. memperkuat fungsi dan peran PPK;
c. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan
d. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan
perdesaan secara sinergis.
2. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana secara terpadu dan merata terdiri atas:
a. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan system pelayanan
jaringan prasarana transportasi darat;
b. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air
baku;
c. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
d. meningkatkan pengelolaan air limbah;
e. meningkatkan pengelolaan sistem drainase;
f. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; dan
g. mengembangkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
3. Strategi pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai
dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan terdiri atas:
a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya
alam, berdasarkan kesesuaian lahan;
b. mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas
unggulan;
c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan
untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;
d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak

terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan;dan
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membangun dan mengembangkan sarana dan  prasarana
terpadupada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, dan

kawasan perdagangan dan jasa.

4. Strategi pengembangan agropolitan terdiri atas:

a.

d.

mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan;

mengembangkan kegiatan industri pengolahan perdagangan dan jasa;
mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
agropolitan; dan

mempertahankan luasan lahan pertanian.

5. Strategi pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan

terdiri atas:

a.

b.

mengembangkan kawasan wisata; dan

mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata.

6. Strategi pemantapan dan pelestarian kawasan lindung terdiri atas:

a.

b.

menetapkan kawasan lindung;

mempertahankan luasan kawasan hutan lindung dan mencegah
terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan lindung;

mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan
kelestarian keanekaragaman hayati;

merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi fungsi lindung.
mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak
kawasan lindung;

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian
kawasan lindung;

mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan formal otonom
dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar;

melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan
illegal dalam kawasan lindung; dan

menyelenggarakan upaya terpadu dalam mengurangi pencemaran

udara, pencemaran air, pencemaran tanah terhadap Kawasan lindung

7. Strategi penanganan kawasan rawan bencana terdiri atas:

mengidentifikasi kawasan rawan bencana;

rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana
tanah longsor;

mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan kritis rawan bencana

tanah longsor;
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d. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam
pengendalian banjir; dan

e. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali
banjir.

8. Strategi untuk pengembangan dan pengendalian kawasan strategis terdiri

atas:

a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan
kekhususannya;

b. mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di
kabupaten;

c. mengembangkan dan meningkatkan kawasan strategis
kabupaten;dan

d. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis

9. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan

keamanan negara terdiri atas:

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan provinsi
dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar
kawasan pertahanan wuntuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan; dan

d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/militer.

I1.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan
wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat
dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang utama pembangunan
seperti bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum,
penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan
pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan
kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni
pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, dan sebagainya yang
menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi

yang dimiliki oleh daerah.
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I1.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang
harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan
pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar
Kabupaten Hulu Sungai Selatan memang sudah menunjukkan adanya
perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya peningkatan di
beberapa sektor.

Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kualitas sumber daya manusia karena dengan meningkatnya pendidikan
maka seseorang dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Untuk memenuhi sumber
daya manusia yang berkualitas, maka lulusan pada berbagai jenjang
pendidikan diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya sebagai
tenaga kerja yang selanjutnya peningkatan produktivitas tersebut dapat

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Fasilitas dasar pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat
dikatakan lebih dari cukup dengan ketersediaan sekolah maupun kuantitas

tenaga pengajar seperti pada tabel berikut ini:

Tabel II-30 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2023

Jenjang Sekolah Jumlah | Jumlah| Jumlah| Rasio Murid
Sekolah | Guru Murid | terhadap Guru
TK Negeri 4 27 207 7,67
TK Swasta 156 501 3.976 7,94
Raudhatul Atfhal (RA) 37 168 1.657 9,86
SD Negeri 239 1.366 | 17.201 12,59
SD Swasta 3 70 649 9,27
MI Negeri 20 335 3.476 10,38
MI Swasta 22 312 2.024 6,49
SMP Negeri 33 532 4.824 9,07
SMP Swasta 4 84 605 7,20
MTs Negeri 12 355 3.457 9,74
MTs Swasta 13 150 1.097 7,31
SMA Negeri 7 222 2.799 12,61
SMA Swasta 2 22 195 8,86
MA Negeri 3 136 1.249 9,18
MA Swasta 10 123 816 6,63
SMK Negeri 4 138 2.087 15,12
SMK Swasta 1 12 150 12,50

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2024 (diolah)
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Jika melihat analisis berikutnya berupa Rasio Murid terhadap Guru,
maka angka ini akan menggambarkan tingkat perbandingan murid
terhadap guru sebagai asumsi dasar kecukupan jumlah guru di suatu
wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin
tinggi rasio murid terhadap guru maka beban mengajar guru semakin berat
sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga
sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait
distribusi penempatan hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah
memenuhi standar kualifikasi atau belum. Namun dalam persebaran guru
tetap perlu diperhatikan sekaligus kualitas tenaga pendidik dan
kependidikannya agar kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang

berkualitas dapat terealisasi.

Gambar II-28 Peta Jangkauan Pendidikan SD-SMA di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

Legenda
Jangkauan SMA
Jangkauan SMP
Jangkauan SD

Pendidikan Lainnya
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah Pertama

¢ Pendidikan Menengah Umum

e  KESEHATAN_PT_S50K

Jalan Lainnya

Kabupaten
— Nasional

p=— Provinsi

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya
manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan
hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk
melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait
pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri.

Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki multiplier
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effect pada program-program pembangunan ke depannya baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Tabel II-31 Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi
Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2019-2023

No Indikator Tahun

2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023

1 Angka Kematian Ibu (per 100.000 80,20 | 77,20 | 100,30 | 88,20 | 94,1
KH)

2 | Angka Kematian Bayi (per 1000) 21,90| 16,00 | 10,30 | 16,70 | 17,3

3 | Prevalensi Stunting (%) E-PPBGM |13,30| 7,10 6,01 4,12 14,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Angka Kematian Ibu (AKI): Fluktuasi dalam AKI menunjukkan
bahwa ada tantangan yang perlu diatasi untuk menurunkan angka ini
secara konsisten. Mungkin diperlukan evaluasi kebijakan kesehatan ibu

dan peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan ibu.

Angka Kematian Bayi (AKB): Meskipun ada penurunan signifikan
pada 2020 dan 2021, peningkatan pada 2022 dan 2023 menunjukkan
perlunya perhatian lebih terhadap layanan kesehatan bayi dan anak untuk

memastikan penurunan yang berkelanjutan.

Prevalensi Stunting: Penurunan yang konsisten dalam prevalensi
stunting menunjukkan keberhasilan program-program gizi, meskipun
peningkatan kecil pada 2023 menunjukkan perlunya pemantauan terus-

menerus dan penyesuaian program sesuai kebutuhan.

Gambar II-29 Peta Jangkauan Layanan Kesehatan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

Jangkauan Puskesdes & Pust:
Jangkauan Puskesmas

Jalan Lainnya

—— Kabupaten
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus ditangani
sesuai kewenangan Kabupaten meliputi jalan, sumber daya air, air minum,
air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan, jasa

konstruksi, dan penataan ruang.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran
penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik,
pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Jalan juga sebagai prasarana distribusi barang dan
jasa merupakan uratnadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Jalan dapat diklasifikasikan menjadi Klasifikasi jalan menurut fungsi dan

klasifikasi jalan menurut wewenang.

Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan
primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar
ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar
pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan
sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Jumlah ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian
berdasarkan pengembangan wilayah strategis ada beberapa ruas jalan
kabupaten yang kemudian menjadi jalan nasional dan jalan provinsi.
Sementara kondisi jalan terus mengalami perbaikan dan peningkatan hal
ini dimaksudkan untuk memperlancar arus orang dan barang sehingga
menunjang perekonomian daerah.

Tabel II-32 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang
Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Km), 2023

Kecamatan Pemerintahan yang .Beljwenang Mengelola Jumlah Total
Negara Provinsi Kabupaten
(1) (2) (3) (4) (5
Padang Batung 13,86 0 91,82 105,68
Loksado 20,45 12,53 160,95 193,93
Telaga Langsat - - 38,45 38,45
Angkinang 8,57 - 81,95 90,52
Kandangan 15,20 18,39 97,68 131,27
Sungai Raya 8,41 - 105,87 114,28
Simpur 8,11 - 76,43 84,54
Kalumpang 8,35 - 80,22 88,57
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Kecamatan Pemerintahan yang .Bel:wenang Mengelola Jumlah Total
Negara Provinsi Kabupaten
Daha Selatan - 12,10 45,92 58,03
Daha Barat - - 39,80 39,80
Daha Utara - 10,97 40,27 51,24
Hulu Sungai Selatan 82,95 53,99 859,36 996,30

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Jalan mantap merupakan klasifikasi jalan daerah dalam kondisi baik
dan sedang, berikut dapat dilihat perkembangan persentase kondisi jalan

mantap selama 5 tahun terakhir:

Gambar II-30 Persentase Kondisi Jalan Mantap Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
Kemudian apabila dilihat dari perkembangannya secara mendalam
selama 5 tahun berikut merupakan kondisi panjang jalan kabupaten

berdasarkan kondisinya secara detil dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar II-31 Kondisi Jalan Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023
(km)

2023

112,78
2022 127,97
2021 133,59
2020 157,49

2019 174,86

M Baik M Sedang Rusak M Rusak Berat

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Terdapat peningkatan signifikan dalam panjang jalan yang dalam
kondisi baik setiap tahun, dengan peningkatan paling signifikan terjadi

pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ada upaya berkelanjutan dalam
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pembangunan dan perbaikan jalan. Panjang jalan dalam kondisi rusak dan
rusak berat menurun dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa upaya
perbaikan jalan efektif dalam mengurangi jumlah jalan yang rusak.
Penurunan panjang jalan dalam kondisi sedang pada tahun 2023 mungkin
menunjukkan pergeseran kondisi jalan, baik menjadi lebih baik atau lebih

buruk.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, memiliki
fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya,
dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Kebutuhan
masyarakat akan perumahan dan permukiman semakin tinggi sebagai
dampak dari pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan
tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Berikut

merupakan capaian SPM pada urusan Perumahan Rakyat di Tahun 2023 :

No R 3 L G er Indikator SPM Sasaran Capaian

Dasar Realisasi %

Penyediaan dan | Jumlah Warga Negara
rehabilitasi rumah yang | korban bencana yang
layak huni bagi korban | memperoleh rumah layak
bencana kabupaten/kota | huni

100% 0 100%

Fasilitasi penyediaan | Jumlah Warga Negara yang
rumah yang layak huni | terkena relokasi program
bagi masyarakat yang | Pemerintah Daerah
2 terkena relokasi program | Kabupaten/Kota yang 100% 0 100%
pemerintah Daerah | memperoleh fasilitas
Kabupaten/Kota penyediaan rumah layak
huni

Pada capaian SPM tercapai 100% dikarenakan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan tidak terdapat korban bencana ataupun warga terdampak

akibat relokasi program pemerintah.

Pertumbuhan kawasan pemukiman harus diimbangi dengan
ketersediaan lahan ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH),
adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Fungsi dari
RTH ini antara lain sebagai penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan
di kawasan perkotaan, area pengembangan keanekaragaman hayati dan

juga sebagai tempat rekreasi dan olahraga masyarakat.




- 74 -

Gambar II-32 Persentase Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kab. Hulu
Sungai Selatan Tahun 2019-2023

37,1 37,34 37,89 37,96 !

2019 2020 2021 2022 2023
B Fungsi RTH M Fungsi Lain

Sumber : Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah
dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.
Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan
keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang

menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

I1.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

Urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari urusan
tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan;
pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan
keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi,
usaha kecil dan menegah; penanaman modal kepemudaan dan olahraga;
statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Ketenagakerjaan

Tabel beriikut merupakan data penempatan pencari kerja terdaftar di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023, berdasarkan tingkat
pendidikan tertinggi yang telah mereka selesaikan dan jenis kelamin.

Berikut adalah rincian dan penjelasan dari tabel tersebut:

Tabel II-33 Penempatan Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat
Pendidikan Tertinggi di Kab. Hulu Sungai Selatan, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Jenis Kelamin Jumlah
Ditamatkan Laki-Laki | Perempuan

(1) (2) (3) (4)
Tidak/ Belum Pernah Sekolah - - -
Tidak/ Belum Tamat SD 6 - 6
Sekolah Dasar Sederajat 12 - 12
Sekolah Menengah Pertama Sederajat 39 1 40
Sekolah Menengah Atas Sederajat 675 48 723
Diploma I/II/II/ Akademi 7 2 9
Universitas (DIV/ S1/ S2/ S3) 38 31 69
Jumlah Total 777 137 648

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024
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Dari tabel di atas dapat ditarik beberapa analisa diantaranya adalah
sebagai berikut :

1. Mayoritas Pencari Kerja: Tingkat pendidikan tertinggi yang

paling banyak dimiliki oleh pencari kerja adalah SMA dengan total
723 orang.

2. Ketimpangan Gender: Secara umum, jumlah pencari kerja laki-
laki (777) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (137).

3. Pendidikan Rendah: Tidak ada pencari kerja yang tidak/belum
pernah sekolah, dan jumlah yang tidak/belum tamat SD cukup
sedikit (6 orang).

4. Pendidikan Menengah: Jumlah pencari kerja dengan pendidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA) juga cukup signifikan, yaitu 723
orang.

5. Pendidikan Menengah Kejuruan: Pencari kerja dengan latar
belakang pendidikan Diploma I/II/IIl atau Akademi cukup sedikit,
hanya 9 orang.

Data yang ada dapat memberikan gambaran mengenai tingkat
pendidikan pencari kerja terdaftar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada
tahun 2023. Mayoritas pencari kerja memiliki pendidikan menengah,
sementara distribusi gender menunjukkan lebih banyak laki-laki
dibandingkan perempuan dalam data pencari kerja ini.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Tingkat pemberdayaan perempuan dihitung Indeks pemberdayaan
Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan
ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi,

dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Gambar II-33 Indeks Pembangunan Gender di Kab. Hulu Sungai Selatan,
Tahun 2019- 2023

' i . ' .

2019 2020 2021 2022 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Selatan
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Secara keseluruhan, dari 2019 hingga 2023, IPG menunjukkan tren
kenaikan yang konsisten. Peningkatan ini mencerminkan adanya
peningkatan dalam hal kesetaraan gender dan pembangunan yang lebih
inklusif.Penurunan kecil pada tahun 2023 mungkin menunjukkan adanya
tantangan atau hambatan baru yang mempengaruhi pembangunan gender.
Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan,
kondisi ekonomi, atau isu sosial lainnya. Meskipun ada fluktuasi, IPG tetap
berada di atas angka 89 selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa
secara keseluruhan, pembangunan gender di wilayah Hulu Sungai Selatan

berada pada tingkat yang relatif baik.

Selain pemberdayaan perempuan, permasalahan pemberdayaan dan
perlindungan anak juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah
daerah. Perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari beberapa langkah kemajuan
penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dengan diraihnya peringkat madya pada tahun 2021.

Pangan

Pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari
ketahanan bangsa. Sesuai dengan kesepakatan global yang dituangkan
dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri atas 17 tujuan
yang tertuang pada indikator 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang

diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai.

Gambar II-34 PPH Ketersediaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2019-2023

Sumber : Capaian Sasaran RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun 2018-2023

Data menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun 2019
hingga 2023. Setiap tahun, capaian PPH Ketersediaan mengalami
peningkatan yang signifikan.Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan

adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan
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ketersediaan prasarana dan sarana untuk masyarakat. Tahun 2023
mencatatkan capaian tertinggi, yaitu 88,32, yang menunjukkan bahwa
upaya yang dilakukan selama lima tahun terakhir telah membuahkan hasil
yang sangat positif.

Pertanahan

Pelayanan umum kepada masyarakat di wurusan pertanahan,
bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan.
Pembangunan urusan pertanahan mencakup administrasi pertanahan,
penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,
penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dan pengembangan sistem
informasi pertanahan. Pembangunan pertanahan diarahkan untuk
menjamin kepastian hukum akan penggunaan tanah untuk berbagai
kepentingan, baik yang bersifat kepentingan pribadi, keperluan usaha,
maupun kepentingan masyarakat umum.

Tabel II-34 Luas Tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang Diterbitkan
Menurut Bulan di Kab. Hulu Sungai Selatan, 2023

Bulan Sertifikat Hak Milik Luas (m?2)
Januari 6 16.708
Februari 11 18.305
Maret 657 559.853
April 402 536.740
Mei 94 346.123
Juni 24 20.971
Juli 27 52.177
Agustus 7 3.403
September 12 10.077
Oktober 606 1.526.504
Nopember 639 1.324.107
Desember 345 1.830.484
Jumlah/Total 2.830 6.245.452

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Gambar II-35 Perkembangan Penerbitan Sertifikat Hak Milik dan
Luasannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022
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Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018-2023 (Data diolah)
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Lingkungan Hidup

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, pada tahun 2018 Provinsi
Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-29 se Indonesia masalah
pencemaran udara serta lingkungan. Oleh sebab itu, langkah pelestarian
hutan dan lingkungan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, program yang
dijalankan antara lain menggalakkan larangan membakar lahan dan hutan
serta melaksanakan penanaman pohon. Program penanaman pohon
serentak dilaksanakan melalui program revolusi hijau yang sesuai dengan
surat edaran Gubernur Sahbirin Nor No. 522/132/PDASRHL. Sedangkan
penanganan kebakaran hutan melibatkan petugas pemadam kebakaran,
polisi, serta masyarakat di masing-masing daerah. Salah satu indikator
keberhasilan program yang dilaksanakan diukur melalui Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup.

Gambar II-36 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2019-2023
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Sumber : Capaian Sasaran RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan peningkatan
yang signifikan dalam IKLH selama periode 2019-2023, dengan peningkatan
yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan
Selatan dan mendekati laju peningkatan nasional. Perubahan perhitungan
pada tahun 2023 tampaknya lebih menguntungkan bagi Hulu Sungai
Selatan, menunjukkan efektivitas kebijakan dan program lingkungan yang
diterapkan di daerah tersebut. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Selatan
menunjukkan peningkatan yang lebih stabil dan lambat, sementara
peningkatan nasional tetap konsisten dan signifikan, mencerminkan
komitmen yang kuat untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di seluruh

Indonesia.
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Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah
satu sasaran utama dalam pembangunan. Keberadaan penduduk yang
merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapatkan
perhatian agar penerapan adminsitrasi kependudukan berjalan sesuai

dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil
serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP
Berbasis NIK Secara Nasional, memerlukan koordinasi, fasilitasi dan
pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang baik antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Persentase kepemilikan KTP pada penduduk wajib KTP mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2023 data dari Badan
Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan total
penduduk yang wajib KTP mencapai 179.102 jiwa, sedangkan kondisi 2023
jumlah penduduk yang sudah direkam mencapai 172.371 jiwa, ini berarti
penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman E KTP telah
mencapai 96,24 persen.

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan
pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa,
dengan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat terwujud
masyarakat desa yang berdaya dari aspek kualitas SDM, berdaya dari aspek
ekonomi dan berdaya dari aspek lingkungan yang berkualitas. Dengan 3
aspek tersebut terwujud dapat tumbuh kemandirian masyarakat desa
dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang

dihadapinya.

Pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa
bertumpu pada beberapa tujuan yaitu: 1). Meningkatkan keberdayaan
masyarakat desa, 2). Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi desa, 3).
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana
prasarana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya
agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang

ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam
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perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta
mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya.
4). meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan J).
Meningkatkan peran serta perempuan kegiatan usaha ekonomi profuktif

dan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Gambar II-37 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2019-2023
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Sumber : Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

IDM Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan secara konsisten
dari tahun 2019 ke 2023, menunjukkan tren pembangunan desa yang
positif. Kenaikan IDM Hulu Sungai Selatan terjadi di semua tahun,
meskipun lajunya bervariasi. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2021 (0,03)
dan terendah di tahun 2020 (0,02). Secara keseluruhan, IDM Hulu Sungai
Selatan selalu lebih tinggi dibandingkan IDM Kalimantan Selatan dalam
periode 2019-2023. Selisih IDM Hulu Sungai Selatan dan Kalimantan
Selatan melebar di tahun 2021 dan 2022, kemudian sedikit menyempit di
tahun 2023.Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja
pembangunan desa yang lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan
Selatan dalam periode 2019-2023. Meskipun IDM Hulu Sungai Selatan
selalu lebih tinggi, laju peningkatannya tidak selalu konsisten. Diperlukan
upaya berkelanjutan untuk menjaga tren positif pembangunan desa di Hulu

Sungai Selatan.

Gambar II-38 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan tahun 2019-2023
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Sumber : Indeks Desa Membangun, Data Diolah 2023
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk atau warga suatu negara bisa di definisikan dalam 2 hal,
yaitu : 1. orang yang tinggal di daerah tersebut 2. orang yang secara hukum
berhak tinggal di daerah tersebut dan mempunyai bukti surat
kewarganegaraan tetapi milih tinggal di negara lain. Jumlah anak dalam
sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai
dicanangkan pada tahun akhir 1970-an (era Presiden Soeharto).

Tabel II-35 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut
Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Peserta KB Aktif Persentase

Kecamatan Dl Peserta KB

PUS IUD | MOW | MOP | Kondom | Implan | Suntikan Pil MAL Jumlah ALtif PUS

(1) @) @) 4) ) (©) (7) (8) 9 (10) (11) (12)
Padang Batung 3.872 35 35 68 1 32 319 1334 1 3113 80.40
Loksado 1.379 3 3 8 4 90 329 - 1093 79.26
Telaga Langsat 3.358 14 14 35 1 21 109 1126 - 3124 93.03
Angkinang 2.960 19 19 31 1 16 76 1223 - 2396 80.95
Kandangan 7.276 130 130 201 2 86 268 2861 7 5600 76.97
Sungai Raya 2.705 47 47 37 3 91 173 1047 2 2151 79.52
Simpur 2.218 20 20 25 3 25 196 844 - 1849 83.36
Kalumpang 975 4 4 7 18 14 259 - 862 88.41
Daha Selatan 7.557 59 59 135 2 45 125 3331 - 6924 83.29
Daha Barat 1.786 7 7 2 0 43 917 - 1626 91.04
Daha Utara 6.710 51 51 89 6 101 78 3034 3 5691 84.81
Kabupaten Hulu | 4, 795 | 389 | 638 | 638 19 139 1.491 14.516 | 16.294 | 33.799 82.85
Sungai Selatan

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Perhubungan

Fasilitas di jalur lalu lintas, baik itu di darat maupun di air memiliki

peranan sangat besar untuk mencegah kecelakaan angkutan. Sepanjang
tahun 2020 hingga 2023 terjadi penurunan jumlah korban meninggal
akibat kecelakaan di darat. Hal ini menggambarkan betapa serius
kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
Dinas perhubungan bekerja dan kepolisian dapat bekerja sama untuk
menemukan solusi guna menurunkan tingkat kecelakaan di Kabupaten

Hulu Sungai Selatan.

Tabel II-36 Jumlah Kecelakaan dan Korban Menurut Bulan di Kab. hulu
Sungai Selatan, 2020-2023

Jumlah Kecelakaan Kondisi Korban |
Bulan Meninggal Luka Berat Luka Ringan
2020(202120222023|2020(202120222023(2020/202120222023|2020202120222023
Januari 4 2 5 6 3 1 1 2 - - 1 - 2 3 3 4
Februari 4 5 3 1 1 2 - 1 - 2 1 1 4 3 2 1
Maret 7 2 4 6 2 1 2 2 1 2 - 1 9 1 5 7
April 8 6 4 3 4 2 1 1 - 1 1 - 8 7 2 4
Mei 4 4 3 9 1 3 1 6 - - - 1 6 4 3 7
Juni 2 4 4 ) 2 1 4 4 1 1 4 - - 4 1 4
Juli 3 9 3 5 1 3 - 3 - 1 1 - 5 13 2 6
IAgustus 5 4 6 4 1 2 3 - 1 1 - - 7 5 5 6
September| 5 3 7 2 2 2 3 - - 1 - S 3 9 3
Oktober 5 9 3 4 3 1 - 2 1 2 1 2 3 10 4 3
Nopember | - 2 4 3 - - 1 - - 1 1 - 2 3 3
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Jumlah Kecelakaan Kondisi Korban
Bulan Meninggal Luka Berat Luka Ringan
20202021|20222023(2020/20212022(2023/2020/2021(20222023|20202021(202222023
Desember | 9 3 6 1 3 3 2 - 2 - - - 8 6 6 1
umlah 56 | 53 | 52 | 49 | 23 | 21 | 18 | 21 6 11 | 10 | 6 57 | 61 | 45 | 49

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2024

Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi di bidang pemerintahan saat ini menjadi salah
satu indikator dari tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (good
governance). Untuk menjamin ketersediaan dan kemudahan akses lembaga
yakni Komisi Informasi Daerah yang mempunyai fungsi mengawal
keterbukaan informasi sektor publik di daerah. Hal tersebut seperti yang
diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak
untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak

dikecualikan.

Untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dengan
masyarakat luas saat ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga
telah mempunyai website resmi yaitu www.hulusungaiselatan.go.id. Melalui
website ini masyarakat luas dapat memperoleh semua informasi mengenai
Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sifatnya publik. Keberadaan website
tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan informasi
masyarakat. Sampai dengan tahun 2023 seluruh perangkat daerah sudah
mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik. Terlihat dari
meningkatnya capaian persentase perangkat daerah yang

mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik.

Gambar II-39 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengiplementasikan
Teknologi Informasi dengan Baik tahun 2019-2023
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Sumber: Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan 2018-2023
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Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah
koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam
mengembangkan dan memberdayakan perekonomian rakyat. Pada tahun
2023, persentase koperasi sehat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

mencapai angka 18,40 persen.

Gambar II-40 Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan tahun 2019-2023
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Sumber: Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan 2018-2023
Penanaman Modal

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap
sumber daya baik manusia maupun alam. Berikut ini adalah data
Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

Tabel II-37 Data Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

TAHUN REALISASI AKUMULASI
2018 550.000.000.000 550.000.000.000
2019 1.478.990.000.000 2.028.990.000.000
2020 208.890.040.000 2.237.880.040.000
2021 231.060.423.173 2.468.940.463.173
2022 206.294.613.373 2.675.235.076.546
2023 60.443.221.391 2.735.678.297.937

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
Dari 2018 ke 2019, terdapat peningkatan signifikan dalam akumulasi

investasi, sebagian besar disebabkan oleh lonjakan besar dalam realisasi




-84 -

investasi tahun 2019.Dari 2020 ke 2023, meskipun ada peningkatan
akumulatif setiap tahun, laju pertumbuhannya jauh Ilebih lambat

dibandingkan dengan lonjakan dari 2018 ke 2019.

Tahun 2019 menjadi tahun dengan realisasi investasi tertinggi, tetapi
diikuti oleh penurunan signifikan di tahun-tahun berikutnya. Penurunan
setelah 2019 kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti
pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi global. Penurunan investasi di
tahun 2023 menjadi indikasi perlunya strategi baru untuk menarik kembali

minat investor.
Statistik dan Persandian

Statistik menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2007 adalah data
yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan
analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam
penyelenggaraan statistik. Dalam pemanfaatannya, statistik dibagi menjadi
3 kategori, yaitu: 1) statistik dasar, 2) statistik sektoral, 3) statistik khusus.
Upaya penyediaan, penyebarluasan data serta upaya pengembangan ilmu
statistik memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap Kegiatan
perencanaan pembangunan dimana keterkaitan keputusan terhadap suatu
kebijakan, program, dan kegiatan sangat bergantung kepada ketersediaan

data.

Beberapa dokumen statistik yang disusun oleh Badan Pusat Statistik
yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan antara lain, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka,
Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Statistik Kesejahteraan Rakyat, dll.
Adapun Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) juga menyusun
data statistik yaitu profil daerah yang menggambarkan capaian
pembangunan makro, yaitu: 1) Analisis Sosial Ekonomi, 2) Analisis
Pembangunan Manusia, 3) Analisis Pengarusutamaan Gender, dan 4) Profil

Ekonomi.

Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya adalah bentuk pelestarian budaya secara
keseluruhan. Melalui pengalaman mengunjungi cagar budaya, generasi
muda akan belajar sejarah dan budaya leluhur sehingga mampu memaknai

sejarah nenek moyangnya sebagai pelajaran untuk menghadapi masa
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depan. Pelestarian dan perawatan cagar budaya di Kab. Hulu Sungai
Selatan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga cagar

budaya yang ada dapat tetap bertahan.

Perpustakaan dan Kearsipan

Saat ini, kebutuhan masyarakat akan informasi sangat tinggi,
sayangnya kualitas dan validitas informasi terutama yang dimuat di media
daring sangat rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita bohong
(hoax), ujaran kebencian, berita bermuatan SARA, dan sebagainya beredar
sehingga meresahkan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini
memiliki peran dalam menyediakan fasilitas perpustakaan dan kearsipan
sebagai wadah menyalurkan hobi dibidang literasi dan sebagai sumber
informasi daerah bagi masyarakat. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
layanan perpustakaan daerah dan arsip dokumen daerah dilakukan melalui
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten  Hulu Sungai Selatan melakukan inovasi dengan
mengembangkan perpustakaan digital berbasis android yang bisa di unduh

pada playstore dengan nama iHulusungaiselatan.
I1.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan
Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi pertanian yang
sangat besar sebagai modal dasar pergerakan roda perekonomian daerah.
Potensi inilah yang menjadikan pertanian menjadi salah satu sektor
dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Hulu
Sungai Selatan dengan kontribusi PDRB pada tahun 2021 sebesar 23,60%

terhadap perekonomian daerah.

Perlu digarisbawahi bahwa sektor pertanian memiliki keunggulan
dalam mewujudkan sustainability development karena sektor tersebut
merupakan sektor yang menggali potensi sumber daya alam terbaharukan.
Meskipun sekarang pertambangan dan penggalian mendominasi struktur
perekonomian, namun sektor pertanian juga memiliki kekuatan yang tidak
kalah besarnya dengan sektor pertambangan dan penggalian tersebut

sehingga shifting sektor ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

didominasi oleh tanaman padi baik ladang maupun sawah. S selain itu,
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komoditas ubi jalar juga cukup memiliki dominasi dalam produksi tanaman
pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun jenis ternak yang
dominan, baik yang dipelihara, dipotong, maupun diproduksi daging adalah

sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik.

Gambar II-41 Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura & Perekbunan
Tahun 2021-2023
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Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Perikanan
darat (air tawar), terbagi atas usaha perikanan budidaya dan wusaha
perikanan tangkap. Usaha perikanan budidaya meliputi kegiatan budidaya
ikan (pembenihan dan pembesaran) dengan sistem pemeliharaan di kolam,
karamba/jaring apung, dan minapadi. Sedangkan usaha perikanan tangkap

merupakan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum rawa dan sungai.

Gambar II-42 Produksi perikanan Budidaya Kab. Hulu Sungai Selatan

Tahun 2021-2023
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Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2022
Pada tahun 2022, Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian,

kehutanan dan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami
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penurunan akibat terdapat kegagalan tanam di Sebagian besar wilayah
negara karena air dalam dan wabah hama tungro yang menyebabkan gagal
panen dan pada Tahun 2023 Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan berhasil tumbuh positif sebesar 4,54

Gambar II-43 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun

2019-2023
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Sumber: Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan 2018-2023

Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor riil yang memberikan
keunggulan lebih dalam pengembangan potensi perekonomian wilayah
terutama bagi masyarakat sebagai bagian dari penunjang sektor
pariwisata. Adanya pengembangan pariwisata akan memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dalam peningkatan
perekonomian daerah dengan cara meningkatkan taraf perekonomian
rumah tangganya masing-masing. Pengembangan pariwisata juga tidak
akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan
infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses
pembangunan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi obyek
wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik
dalam maupun luar negeri. Adapun tingkat pengeluaran wisatawan

(spending of money) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun
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selalu mengalami peningkatan, sebagaimana yang tertuang pada gambar
berikut.

Gambar II-44 Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of Money)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2023
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Sumber: Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan 2018-2023

Perdagangan

Sektor perdagangan juga merupakan salah satu sektor andalan bagi
perekonomian karena cukup besar kontribusinya terhadap perekonomian di
kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadi sektor prioritas ke depan.
Selama tahun 2018 hingga tahun 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
mengalami penurunan hingga -2,41 persen pada tahun 2020 akibat
pandemi covid 19, namun pada tahun 2021 dan 2022 Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor kembali bangkit pasca pandemi covid 19 dan berada pada angka 8,40
persen pada tahun 2022, Event Porprov berperan besar pada peningkatan
pada tahun 2022 seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II-45 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar,

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Hulu Sungai
Selatan tahun 2019-2023

8,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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Industri

Perindustrian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami
perkembangan yang menunjukkan sisi positif dalam membentuk struktur
perekonomian wilayah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap
perekonomian makro di Kalimantan Selatan cukup dominan dimana
besarannya mencapai 8,07 persen distribusi sektor tersebut terhadap
PDRB. Perkembangan sektor ini tidak lain dikarenakan sejumlah potensi
ekonomi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan seperti sumber daya
alam yang melimpah, sumber daya manusia, hingga investor yang
menanamkan modalnya untuk kepentingan bersama. Adapun Laju
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan
dari 4,57 persen pada tahun 2018 menjadi -3,56 persen pada tahun 2020
akibat pandemi covid 19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 Laju
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan mulai menunjukkan tren positif dan berada pada angka
5,25% persen pada tahun 2022 seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar II-46 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

I1.1.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan  Administrasi

Pemerintahan
Pengawasan

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tatalaksana yang menjadi acuan, arahan,

ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan peraturan daerah.
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WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan
anggaran di kementerian atau lembaga negara. Hulu Sungai Selatan
berhasil memperoleh WTP sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun
2014 untuk WTP 2013.

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan
oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program
pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang
dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. MCP memiliki 8
cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa,
perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),
manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah,

optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Gambar II-47 Hasil MCP KPK Kab. Hulu Sungai Selatan 2021-2023
2023

2022

2021

Sumber : Dashboard MCP KPK

Perencanaan

Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas
membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian,

dan pengembangan.

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan
pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian
PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap
pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap
tahun. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi,
kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan,

pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.

Berikut merupakan prestasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama

mengikuti Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sejak tahun 2021.

No | Tahun Tingkat Provinsi Tingkat Nasional

1 | 2021 Kabupaten Terbaik I Provinsi | Kabupaten Terbaik I11
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No | Tahun Tingkat Provinsi Tingkat Nasional

Kalimantan Selatan Tingkat Nasional

2 |2022 | Kabupaten Terbaik [ Provinsi| 10 Besar Kabupaten

Kalimantan Selatan Terbaik Tingkat Nasional
Penghargaan Khusus
Penurunan Tingkat

Kemiskinan pada Masa

Pandemi Covid-19

3 |2023 | Kabupaten Terbaik [ Provinsi| 12 Besar Kabupaten

Kalimantan Selatan Terbaik Tingkat Nasional

4 |2024 | Kabupaten Terbaik I Provinsi| 10 Besar Kabupaten

Kalimantan Selatan Terbaik Tingkat Nasional

Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas 2023

Kesatuan Bangsa dan Politik

Gerakan nasional revolusi mental bertujuan untuk memperbaiki dan
membangun karakter yang mengacu nilai-nilai strategis untuk kemajuan
budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju. makmur, sejahtera
berdasarkan Pancasila. Sebagai gugus tugas daerah di kabupaten dalam hal
pembangunan manusia yang berkarakter diperlukan upaya
mengharmonisasikan prinsip-prinsip internalisasi nilai-nilai pendidikan
yang luhur dari berbagai sumber, baik agama, budaya lokal, maupun nilai-
nilai kebijakan yang mengakar di masyarakat. Pembangunan manusia
berkarakter juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kelestarian budaya
lokal yang genuine (asli), kelembagaan sosial sehingga dapat berperan dan
berkontribusi bagi penguatan keseluruhan karakter manusia dan bangsa

Indonesia khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
II.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah memberikan gambaran umum mengenai
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah /infrastruktur, iklim investasi
dan sumber daya manusia. Daya saing daerah dapat diukur melalui
pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah
(IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi
dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional

(BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah
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ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan

tingkat produktivitas daerah.

Berdasarkan dari hasil Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022
Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 2,95. Ada
peningkatan nilai indeks kalau dibandingkan dengan Tahun 2021, yang
mana sebesar 2,93495. Walaupun perbandingan ini tidak bisa selaras
karena pengukuran Indeks di tahun 2022 ini memiliki banyak perbedaan,
seperti menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, serta

indikator yang juga sebagian baru.

IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru,
yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness
Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum, yang disesuaikan dengan
konteks daerah di Indonesia. Nilai IDSD Kab. HSS Tahun 2022 masih di
bawah nilai Nasional dan Provinsi, namun berada di posisi ke-2 kalau

dibandingkan dengan Kab/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.

IDSD 2022 diarahkan menjadi data dasar yang dapat digunakan oleh
berbagai pihak dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan
peningkatan daya saing daerah. Adapun kalau dilihat secara rinci dalam
nilai pilar-pilar pembentuk nilai indeks, maka akan terlihat beberapa pilar
yang sudah dominan dan tinggi nilainya, namun juga ada beberapa pilar
yang masih rendah dan di bawah dari nilai indeks daerah. Gambaran

umum detail nilai pilar dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Tabel II-38 Pilar Pembentuk IDSD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun
2023

Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Skor IDSD 3,07

Pilar 1 | Institusi 4,69 Peluang & Modal |
Pilar 2| Infrastruktur 2,23
Pilar 3 | Adopsi TIK 4,29 Peluang & Modal

Pilar 4 | Stabilitas Ekonomi 3,59 Peluang & Modal

Pilar 5 | Kesehatan 3,58 Peluang & Modal

Pilar 6 | Keterampilan 3,27 Peluang & Modal

Pilar 7 | Pasar Produk 3,01
Pilar 8 | Pasar Tenaga Kerja | 3,51 Peluang & Modal

Pilar 9 | Sistem Keuangan 0,84 Kendala & Kelemahan

Pilar 10 | Ukuran Pasar 3,8 Peluang & Modal

Pilar 11 | Dinamisme Bisnis 3,32 Peluang & Modal

Pilar 12 | Kapabilitas Inovasi 0,68 Kendala & Kelemahan

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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Hasil pengukuran nilai indeks kemudian diklasifikasi dalam 2
kategori, Pertama ; pilar yang menjadi peluang dan modal dalam penguatan
IDSD (pilar yang memiliki nilai lebih tinggi dari nilai indeks daerah) dan
Kedua ; pilar yang menjadi kendala dan kelemahan dalam penguatan IDSD
(pilar yang memiliki nilai lebih rendah dari nilai indeks daerah) dan ini akan
menjadi fokus dan perhatian dalam proses perencanaan dan pembangunan

ke depan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hasil pengklasifikasian dalam 2 kategori ini dapat dilihat ada 8 pilar
yang nilainya lebih tinggi dari nilai indeks daerah, dan ada 4 pilar yang
nilainya lebih rendah dari nilai indeks daerah. 8 (Delapan pilar tersebut
adalah institusi, adopsi TIK, stabilitas ekonomi, kesehatan, keterampilan,
pasar tenaga kerja, ukuran pasar dan dinamisme bisnis. Adapun 4 (Empat)
pilar yang masih lemah adalah pasar produk, sistem keuangan,

infrastruktur, dan kapabilitas inovasi.
II.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan kapasitas ekonomi
daerah memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah
berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier
effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah, salah satu indikator yang
memiliki analisis tepat untuk mengetahui tingkat perekonomian mikro
penduduk suatu daerah adalah pengeluaran rata-rata per kapita selama
sebulan. Pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang
diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel II-39 Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Komoditi di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Tsrils By rmsen Rata-Rata Pengeluaran
Perkapita Perbulan
Nominal (Rp) Persentase
(1) (2) (3)

MAKANAN

Padi-padian 74.920 6,46%
Umbi-Umbian 2.474 0,21%
Ikan/Udang/Cumi/Kerang 74.199 6,40%
Daging 17.024 1,47%
Telur dan Susu 31.270 2,70%
Sayur-Sayuran 35.991 3,10%
Kacang-Kacangan 7.783 0,67%
Buah-Buahan 18.805 1,62%
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Jenis Pengeluaran Rata-Rata Pengeluaran
Perkapita Perbulan
Nominal (Rp) Persentase
(1) (2) (3)
Minyak dan Kelapa 20.511 1,77%
Bahan Minuman 19.831 1,71%
Bumbu-Bumbuan 13.471 1,16%
Konsumsi Lainnya 16.630 1,43%
Makanan dan Minuman Jadi 250.847 21,64%
Roko 58.849 5,08%
TOTAL 640.605 55,26%
NON MAKANAN
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga 252.058 21,74%
Aneka Barang & Jasa 109.469 9,44%
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala 30.786 2,66%
Barang Tahan Lama Durable Goods 57.480 4,96%
Pajak, Pungutan, dan Asuransi 91.439 7,89%
Keperluan Pesta dan Upacara 7.406 0,64%
TOTAL 518.638 44,74%

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Tabel II-40 Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan
Jenis A o

Pengeluaran Nominal (Rp) Persentase (%)

2019 2020 2021 2022 2023 2019 | 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Makanan 5371'19 579.848 | 616.294 | 640.605 | 637.990 | °37' | 5375 | ss2e% | 552¢ | s1,70%
Non 427-10 | 498.859 | 499.048 | 518.638 | 596.008 | *42° | 4625 | 4474, | 474 | 4530y
Makanan 2 % % %
Perumahan
ii?naiasmtas 204.934 | 244.644 248.638 252.058 267.610 | 2125% | 22,68% | 2229% | 21,74% | 21,69
Tangga
Aneka
Barang dan | 91.676 114.390 119.758 109.469 112.245 9,51% 10,60% | 10,74% 9,44% 9,10%
Jasa
Pakaian, Alas
Kaki, Tutup 27.127 30.565 29.804 30.786 33.310 2,81% 2,83% 2,67% 2,66% 2,70%
Kepala
Barang 55.929 48.427 43.702 57.480 82.733 5,80% | 449% | 3,9% | 496% | 670%
Tahan Lama
Lainnya 47.436 60.824 57.146 62.845 70.110 4,92% 5,64% 5,12% 5,42% 5,68%
Jumlah 96‘;29 1.078.698 | 1.115.342 | 1.159.243 | 1.233.998 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks
harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani
(Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat
kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya
tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang
dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, relatif

semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.



- O5 -

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari
perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga
yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya
Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya
konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat
lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang

dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

Nilai dari NTP dan NTUP sendiri hanya terdapat pada level provinsi
dimana NTP pada Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun tahun 2023

adalah sebagai berikut :

Tabel II-41 NTP dan NTUP di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor (Persen)

Sektor NTP 2023

Januari Februari | Maret  April | Mei Juni Juli  Agustus September | Oktober November Desember
NTP 107,94 109,19 110,12 108,78 107,27 107,38 | 108,49 108,66 108,81 111,56 112,37 113,16
Gabungan
g:gg;rr“ 109,47 | 111,82 112,8 | 110,1 | 108,58 | 108,94 | 110,33 | 110,6 111,43 114,38 114,3 114,05
Hortikultura 94,04 94,18 96,84 97,18 98,81 99,26 97,67 99,09 100,91 103,68 105,95 106,81
Tanaman
Perkebunan 110,7 111,44 112,69 112,13 108,79 108,46 | 110,09 109,97 109,27 113,07 115,62 117,66
Rakyat
Peternakan 102,33 102,32 100,94 100,95 103,31 105,18 | 106,41 105,76 103,79 104,64 102,69 104,31
Perikanan 100,28 98,16 98,18 100,21 101,17 99,73 98,44 99,1 98,94 97,33 97,79 99,2

Nilai Tukar Usaha Pertanian (Persen)

Sektor NTP 2023

Januari Februari Mei @ Juni Juli Agustus September | Oktober November Desember
NTP 107,23 | 108,49 | 109,38 | 108,28 | 107,35 | 107,63 | 108,55 | 108,1 108,09 110,85 111,88 112,8
Gabungan
gzgz;an 107,18 | 109,14 | 109,99 | 107,56 | 106,54 | 107,01 | 108,16 | 107,61 108,23 111,15 111,46 111,3
Hortikultura | 98,27 98,71 | 101,43 | 101,9 | 104,27 | 104,91 | 103,27 | 104,2 105,98 109,01 111,8 112,9
Tanaman
Perkebunan | 110,98 | 112,17 | 113,47 | 113,25 | 110,72 | 110,7 | 112,09 | 111,52 110,57 114,39 117,04 119,34
Rakyat
Peternakan | 103,49 | 103,58 | 102,16 | 102,25 | 104,83 | 106,86 | 108,08 107 105,04 105,81 103,76 105,54
Perikanan 100,34 98,63 98,63 100,94 102,34 100,72 99,48 99,85 100,02 98,37 98,83 100,24

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Secara keseluruhan, NTP mengalami kenaikan sepanjang tahun 2023
dengan NTP tertinggi pada bulan Desember (113,16) dan terendah pada
bulan Januari (107,94). Hal ini menunjukkan bahwa daya beli petani
terhadap kebutuhan hidup relatif stabil dan cenderung meningkat

sepanjang tahun.

NTUP juga mengalami kenaikan sepanjang tahun 2023 dengan NTUP
tertinggi pada bulan Desember (112,8) dan terendah pada bulan Januari
(107,23). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan usaha tani dalam
membeli kebutuhan usaha tani dan kebutuhan hidup relatif stabil dan

cenderung meningkat sepanjang tahun.

Kenaikan NTUP tertinggi terjadi pada sub sektor Tanaman
Perkebunan Rakyat (19,34%) dan terendah pada sub sektor Perikanan (2%).
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan usaha tani di sub sektor

Tanaman Perkebunan Rakyat dalam membeli kebutuhan usaha tani dan



- 906 -

kebutuhan hidup mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan

dengan sub sektor lainnya.

Secara umum, capaian NTP dan NTUP di tahun 2023 menunjukkan
hasil yang positif. Hal ini terlihat dari kenaikan NTP dan NTUP pada semua
sub sektor sepanjang tahun.Kenaikan NTP dan NTUP tertinggi terjadi pada
sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa
petani di sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami keuntungan
dan kemampuan usaha tani yang lebih baik dibandingkan dengan sub
sektor lainnya.Fluktuasi NTP dan NTUP yang terjadi pada beberapa sub

sektor kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

a. Perubahan harga komoditas pertanian
b. Biaya produksi yang dikeluarkan petani

c. Permintaan dan penawaran pasar
II.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Utilitas

Sebagai salah satu faktor utama penunjang pengembangan
perekonomian daerah, fasilitas listrik di suatu wilayah menjadi titik vital
bagi pemberdayaan aktivitas ekonomi regional. Perkembangan fasilitas
listrik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup signifikan dimana terlihat
pada banyaknya pelanggan listrik yang terus mengalami peningkatan. Baik
pelanggan rumah tangga, usaha, industri, maupun umum terjadi kenaikan
yang cukup menjanjikan dimana persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik sebagai sumber penerangan pada tahun 2021 hampir
mencapai 100 persen. Antara daerah perkotaan dan = perdesaan akses
penerangan listrik sudah cukup baik terlihat pada fasilitas penerangan,
dimana pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang menggunakan
listrik sebagai sumber penerangan pada daerah perkotaan dan perdesaan

hampir mencapai 100 persen.

Fasilitas akomodasi berupa perhotelan merupakan salah satu sisi
strategis pengembangan perekonomian dari sisi jasa yang mampu
memberikan kontribusi yang cukup tinggi terutama pada daerah perkotaan.
Tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021
sebesar 57,63 persen, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar

6,42 poin dibanding TPK bulan Desember 2020 yang sebesar 51,21 persen.



-97 -

Sebelum tahun 2011, air minum layak adalah sumber air untuk
minum berupa air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur
terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan
kotoran/tinja terdekat >= 10 m. Kemudian sebelum tahun 2019, air minum
layak adalah sumber air untuk minum, mandi, dan keperluan sehari-hari
yang meliputi air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur
terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan

kotoran/tinja terdekat >= 10 m.

Mulai tahun 2019 kembali mengalami perubahan definisi, konsep
yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga
dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu
jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air
terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa,
sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang
menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga
dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk
mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata

air terlindung, dan air hujan.

Perbedaan klasifikasi dari sebelumnya adalah tidak lagi memasukkan
karakteristik ke tempat pembuangan limbah/kotoran/ tinja terdekat.
Berdasarkan data Susenas 2021 persentase rumah yang mempunyai akses
air minum layak mencapai 72,32 persen. Jika dilihat dari daerah tempat
tinggal, persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum layak
di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, yaitu

masing-masing sebesar 76,50 persen dan 70,52 persen.

Berikut disajikan data perkembangan rasio rumah tangga yang
memiliki akses sarana air bersih yang layak di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan pada tahun 2019 - 2023 :

Gambar II-48 Rasio Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih
Layak Tahun 2019-2023

2023

2022

2021

2020

-
[ ]
_““
[ ]
..
m
°

2019

Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
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Dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun terus terjadi
peningkatan pada rasio rumah tangga yang memiliki akses sarana air
bersih yang layak. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan terus berusaha agar masyarakat dapat mendapatkan
kebutuhan dasar yang paling utama secara layak yaitu ketersediaan air
bersih. Diharapkan pada tahun 2024 dapat mencapai 100% sesuai dengan

target nasional terkait pemenuhan akses sarana air bersih yang layak.

Selain air minum layak, sanitasi layak juga menjadi perhatian serta
fokus oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut merupakan
perkembangan rasio Rumah Tangga yang memiliki akses sarana sanitasi
yang layak :

Gambar II-49 Rasio Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Yang Layak
Tahun 2019-2023

2023

2022 85,44

2021 83,64

2020

2019

o

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Di lihat dari perkembangannya setiap tahun selalu terjadi
peningkatan pada sisi akses sanitasi layak. Namun apabila dibandingkan
dengan target RPJMN 2024 masih terdapat gap untuk dapat memenuhi

target 90% akses sanitasi layak pada rumah tangga tercapai di tahun 2024.

Pada era globalisasi, informasi dan komunikasi sangat erat dengan
kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas yang dikerjakan berkaitan dengan
perkembangan IT. Perkembangan Kategori Informasi dan Komunikasi suatu
daerah tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang ada di suatu wilayah.
Pada kategori ini juga termasuk industri jasa penerbitan, produksi gambar

bergerak, video, perekaman dan aktivitas lainnya.
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Gambar II-50 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Informasi dan
Komunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2023

8,89
8,29
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6,64
6,03

2019 2020 2021 2022 2023

Sumber : PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021
2022 : Angka Sementara
2023 : Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori informasi dan komunikasi
memberikan pertumbuhan yang selalu positif. Pada kurun waktu lima
tahun terakhir memiliki kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2021
pertumbuhan ekonomi sebesar 7,79 persen. Pertumbuhannya mengalami
perlambatan dibandingkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, kategori ini
merupakan salah satu yang tetap memberikan laju pertumbuhan positif.
Adanya pandemi covid-19 memberikan ketergantungan yang sangat tinggi
terhadap informasi dan komunikasi. Pada tahun 2021 kebiasaan tersebut
masih terbawa, sehingga laju pertumbuhannya masih tinggi walaupun
mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pada tahun 2020.
Pertumbuhan tinggi ini dipicu oleh penggunaan gadget, internet baik untuk
sekolah, bekerja ataupun kegiatan sehari-hari sebagai hiburan. Selain itu,
semakin maraknya penggunaan internet dalam memasarkan produk, event
ataupun kegiatan lainnya. Kinerja pada kategori ini juga terdapat
sumbangan dari peningkatan kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan
hiburan (video shooting perayaan acara), serta peningkatan permintaan
percetakan. Selain itu, maraknya bisnis secara online diduga juga
berpengaruh terhadap pertumbuhan sub kategori komunikasi karena
menggunakan pulsa telepon/kuota internet sehingga meningkatkan

penjualan pulsa telepon, kuota internet dan kartu perdana.

Tabel II-42 Jumlah Menara Telekomunikasi (BTS) di Kab. Hulu Sungai
Selatan Tahun 2020 - 2023

Kecamatan 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (S)
Padang Batung 11 11 11 12
Loksado 8 8 8 11
Telaga Langsat 3 3 3 4
Angkinang S S S S
Kandangan 33 34 34 34
Sungai Raya 10 11 11 11




- 100 -

Kecamatan 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5)
Simpur 7 7 7 7
Kalumpang 3 3 3 3
Daha Selatan 11 11 11 11
Daha Barat 2 2 2 2
Daha Utara 5 5 S5 S

Jumlah 98 100 100 105

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Pada tabel di atas terlihat penambahan beberapa BTS khususnya di daerah
Padang Batung, Telaga Langsat dan Loksado, kawasan ini merupakan
kawasan prioritas untuk dilakukan intervensi dikarenakan masih terdapat
beberapa desa yang blankspot di kecamatan-kecamatan tersebut. Dengan
hadirnya teknologi internet berbasis satelit seperti Starlink diharapkan
dapat mempercepat proses penetrasi internet untuk masuk ke daerah yang

masih termasuk dalam kawasan blank spot.

Fokus Iklim Investasi

Investasi yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih
belum menyentuh beberapa kecamatan, menjadikan terjadi ketimpangan
dalam perekonomian wilayah. Meskipun pemerataan mulai terjadi, investor
masih belum melirik beberapa kecamatan sebagai tujuan penanaman
modalnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar dalam
pengembangan perekonomiannya berfokus pada daerah-daerah yang belum
berkembang terutama pada daerah yang kurang memiliki aksesibilitas

wilayah.

Tabel II-43 Daftar Investor Baru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2020-2023

No. Tahun Nama Investor Kategori
1 2020 PT. QIANNA SUMBERTAMA SPBU
2 2020 PT. SUMBER ENERGI MULIA Jasa Konstruksi
3 2020 PT. AMALIAH BAROKAH BERSAUDARA Perdagangan
4 2020 PT, SUKSES GEMILANG 123 SPBU
JASA PENUNJANG ANGKUTAN
) 2021 KUD KARYA MURNI BATUBARA
6 2021 PT. ANUGERAH MIGAS ASHABUL YAMIN SPBU
7 2021 PT.MENARA CAHAYA BERSAUDARA AGEN GAS LPJ
8 2021 PT. DUTA USAHA MIGAS AGEN GAS LPJ
9 2021 PT. BATU GUNUNG MULIA RETESTER GAS ELPIJI
JASA PENUNJANG ANGKUTAN
10 2021 PT. BATU MULIA NURIN BATUBARA
11 2022 PT. LABORATORIUM BANUA MEDIKA KESEHATAN
12 2022 CV. HITRO PERDAGANGAN
13 2023 CV. SEHAT INSANI SEJAHTERA KESEHATAN
14 2023 CV. YAZID BERSAUDARA PERGUDANGAN
15 2023 PT. DAYA ANUGERAH MANDIRI PERDAGANGAN
16 2023 PT.AGUSTINA KAYA ABADI JASA KONSTRUKSI
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI
17 2023 INDONESIA JASA TELEKOMUNIKASI

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, 2024
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Kriminalitas

Kondisi keamanan pada suatu daerah merupakan salah satu faktor
mempengaruhi tingkat investasi pada daerah tersebut. Para investor
tentunya menginginkan investasi yang aman dan potensial untuk
mengembangkan usaha. Kondisi keamanan yang baik membawa dampak
positif lainnya bagi investasi, seperti meningkatkan kepercayaan investor
terhadap pemerintah dan meningkatkan stabilitas ekonomi daerah. Hal ini
dapat mendorong para investor untuk berinvestasi jangka panjang di

daerah tersebut.

Sebaliknya, jika kondisi keamanan pada suatu daerah buruk, investor
akan ragu untuk berinvestasi di daerah tersebut karena takut kehilangan
modal mereka akibat tindakan kriminal atau risiko lainnya. Hal ini dapat
membuat daerah tersebut kehilangan potensi investasi dan berkembang
lebih lambat dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki tingkat

keamanan yang lebih baik.

Tabel II-44 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan Menurut Kepolisian
Sektor Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (S)
Padang Batung 16 16 22 19
Loksado 8 8 9 12
Telaga Langsat 10 2 1 9
Angkinang 16 10 17 21
Kandangan 35 36 38 45
Sungai Raya 15 18 12 17
Simpur 9 1 9 8
Kalumpang 3 4 3 3
Daha Selatan 31 16 22 26
Daha Barat - - - -
Daha Utara 17 11 13 15
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 160 122 243 175

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2024

Swadaya Desa

Desa memiliki perkembangan tersendiri, namun kita harus awali

dengan memahami desa. Pengertian Desa menurut UU No. 22 Tahun 1999
adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa memiliki

tingkat perkembangannya dari desa Swadaya, swakarsa dan Swasembada.
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Desa Swadaya adalah Desa yang masih terikat oleh tradisi karena taraf
pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan
untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar yang sangat
terbatas. Kelembagaan dan Pemerintahan desa masih sederhana, prasarana
desa kurang memadai dan biasanya desa ini mampu menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa
bertumpu pada beberapa tujuan yaitu: 1). meningkatkan keberdayaan
masyarakat desa, 2). Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi desa, 3).
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana
prasarana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya
agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang
ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta
mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya.
4). meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan 3J).
Meningkatkan peran serta perempuan kegiatan usaha ekonomi produktif

dan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Adanya unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mengelola Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) dan juga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang sangat
membantu dalam pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan sebagai bagian dari Swadaya Desa. Adapun UPK yang
sekarang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada di Kacamatan Simpur,
Padang Batung, Sungai Raya, Angkinang, Daha Selatan dan Kandangan.
Sedangkan Bumdes yang sudah didirikan ada disetiap Desa yaitu sebanyak
144 Desa. Dan juga sudah didirikan Bumdesma yang dikelola oleh dua
Kecamatan yaitu Sungai Raya dan Simpur terdiri Desa Sungai Raya Utara,
Telaga Bidadari, Hamalau, Karasikan, Kapuh, Wasah tengah dan Wasah
Hilir. Dengan adanya Bumdes dan Bumdesma ini sangat membantu
meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya bantuan pusat
berupa Bantuan Modal Usaha, Bantuan Pembangunan Pasar Desa dan
Juga Bantuan Bangunan Rumah Pajang tempat menampung dan menjual
hasil industri dan kerajinan masyarakat Desa. Disamping itu adanya PKK
dan Posyandu juga ikut membantu dalam memberdayakan masyarakat dari

sisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
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I1.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap
indikator rasio ketergantungan dan rasio penempatan pencari kerja

terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi.

Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat

terlihat dari beberapa faktor, antara lain:

Pendidikan: Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat menjadi indikator
kualitas tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh
tenaga kerja, semakin besar kemungkinan mereka memiliki keterampilan

dan pengetahuan yang lebih baik.

Kompetensi: Kompetensi tenaga kerja dapat diukur melalui sertifikasi
atau pelatihan yang diperoleh oleh tenaga kerja. Tenaga kerja yang telah
memiliki sertifikasi atau pelatihan yang relevan dengan pekerjaannya

cenderung memiliki kualitas kerja yang lebih baik.

Pengalaman: Pengalaman kerja juga memainkan peran penting dalam
menentukan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki pengalaman
yang luas dalam bidang pekerjaannya cenderung memiliki kemampuan dan

keterampilan yang lebih baik.

Etos Kerja: Etos kerja atau sikap kerja yang positif juga dapat menjadi
indikator kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki etos kerja yang
baik, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras, cenderung memiliki

kualitas kerja yang lebih baik.

Kepuasan Kerja: Kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi kualitas
tenaga kerja. Tenaga kerja yang merasa puas dengan pekerjaannya
cenderung lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan
memperbaiki kualitas kerja mereka.

Rasio Ketergantungan

Dependency Ratio atau rasio ketergantungan merupakan suatu
indikator yang dapat mengindikasikan suatu wilayah apakah tergolong
maju atau tidak dari segi demografi. Hal tersebut dikarenakan interpretasi
dari rasio ketergantungan menyangkut tentang produktivitas penduduk
suatu wilayah dalam menjalankan kesehariannya yang terjelaskan melalui

analisis jika rasio ketergantungan semakin tinggi maka tanggungan
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penduduk produktif semakin tinggi terhadap penduduk non produktif, dan

sebaliknya.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rasio ketergantungan pada tahun

2023 mencapai 43,74 yang berarti dari 100 penduduk usia produktif akan

menanggung beban sekitar 43-44 orang yang belum/tidak produktif.

Tabel II-45 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio

Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

KELOMPOK JUMLAH % KETERIEZ?\II'?UNG AN
UMUR PENDUDUK PENDUDUK TOTAL | MUDA | TUA
(1) (2) (3) (4) (S) (6)
0-14 54.178 22,83
15 - 64 168.240 70,89
65+ 14.901 6.28 43,74 31,57 | 12,17
JUMLAH 237.319 100
Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
I1.2 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN REALISASI

RPJMD S.D. TAHUN 2023

I1.2.1 Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023

Pengukuran pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Hulu
Sungai Selatan memakai metode pengukuran yang juga dipakai untuk
evaluasi RPJMN (Nasional) dan Evaluasi RPJMD Prov. Kalsel. Metode ini
menggambarkan perbandingan antara realisasi dan target RPJMD dengan
kriteria

dibantu beberapa parameter berupa interval nilai capaian,

penilaian capaian dan warna kriteria capaian, untuk memudahkan
interpretasi realisasi Sasaran RPJMD seperti yang tercantum dalam tabel di

bawah ini :

Tabel II-46 Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian RPJMD

Interval Nilai Warna
No Kriteria Penilaian Keterangan
Capaian Kinerja (%) Kriteria
1 91% < 100% Sangat Baik/Tinggi o Biru
2 76% < 90% Baik/Tinggi o Hijau
3 66% < 75% Sedang Kuning
4 51% < 65% Rendah Jingga
5 < 50% Sangat Rendah () Merah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja

suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :
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(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi. Gradasi ini menunjukkan
pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan

berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang. Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi

kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan
pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi atau masih

di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Secara keseluruhan, capaian RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
selama 2018-2023 menunjukkan hasil yang positif dimana secara kumulatif
sampai dengan tahun 2022 capaian antara realisasi dengan target yang
telah ditetapkan di RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023
adalah 96,8 % hal ini menandakan bahwa secara umum target yang telah
ditetapkan di RPJMD dapat tercapai. Rincian capaian RPJMD 2018-2023
dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II-47 Capaian kinerja Indikator RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023
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%
SISA
TARGET | REALISASI % CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ,o-0 2023 CAPAIAN s’l}?)RzG:sz AKHIR SKPD
PERIODE
MISI I
MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA | Indeks | 68,8 | 68,85 | 6921 | 69,76 | 72,57 73,21 100,88% - 100,88%
HARAPAN LAMA SEKOLAH Tahun | 12,1 | 12,17 | 12,38 | 12,4 13,52 12,46 92,16% 7,84% 92,16% [Ty
RATA-RATA LAMA SEKOLAH Tahun | 7,74 7,75 7,76 | 7,79 8,53 7,86 92,15% 7,85% 92,15% [T
ANGKA HARAPAN HIDUP Tahun | 65,82 | 65,97 | 66,12 | 66,51 | 67,87 72,52 106,85% } \ 105 | Dinkes
PPH KETERSEDIAAN Skor | 83,95 | 85,48 | 86,33 | 87,54 | 88,04 88,32 100,32% . ‘ 100,32% ?;?;fetahanan
Dinas PUTR,
PERSENTASE CAPAIAN PERANGKAT Kesehatan, Sosial,
DAERAH DALAM MENERAPKAN Persen 57 61 95,8 | 97,04 75 99,38 132,51% . e2h=ib4 | BPBD, Pendidikan,
SPM Satpol PP,
Dispera,KPLH
MISI II

MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA

ALAM DAN KEARIFAN LOKAL

81,96%

106,73%

81,22%

96,93%

91,28%

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI Persen 5,28 -1,19 4,18 4,02 6,43 5,27 81,96% 18,04%
TINGKAT KEMISKINAN Persen 5,33 5,17 4,84 4,54 4,28 4,01 106,73% -
TINGKAT PENGANGGURAN o o
TERBUKA Persen 2,56 2,24 2,44 2,29 1,86 2,29 81,22% 18,78%
INDEKS GINI Indeks 0,288 0,3 0,275 0,26 0,284 0,293 96,93% 3,07%
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI o o
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN Persen 4,36 -3,56 5,59 5,59 5,85 5,34 91,28% 8,72%
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

KATEGORI PERDAGANGAN BESAR, _ o o
ECERAN, REPARASI MOBIL, DAN Persen 5,09 2,41 4,4 4.4 5,83 4,14 71,01% 28,99%
SEPEDA MOTOR

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

KATEGORI PERTANIAN, Persen 2,62 0,11 -0,07 -0,07 5,63 4,54 80,64% 19,36%
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

71,01%
80,64%

Disnakerkop, UKP

Disnakerkop, UKP

Disnakerkop, UKP

Dinas Perdagangan

Dinas Pertanian,
Perikanan
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0,
SISA -

TARGET | REALISASI % CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 0.0 2023 CAPAIAN S’l}!;)RzG(])EZ’,I:; \KHIR SKPD
PERIODE

PENINGKATAN RETRIBUSI PAJAK Milyar | g 55 | 20,5 | 20,1 | 23,89 28 21,4 76,43% 23,57% A Bakeuda
DAERAH Rupiah
PERSENTASE PENINGKATAN
PENANAMAN MODAL DALAM Persen | 268,91 | 10,3 | 10,32 | 8,36 7 2,26 32,29% 67,71% SO DisPMPTSP
NEGERI (PMDN)
TINGKAT PENGELUARAN Milyar |, 26 | 734 7,2 | 14,71 9,07 10,8 119,07% - NN | Disporapar

WISATAWAN (SPENDING OF MONEY) | Rupiah

MISI III

MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL YANG MENUNJANG SEKTOR PEREKONOMIAN

PERSENTASE INFRASTRUKTUR
EKONOMI DAN SOSIAL YANG Persen 41,21 51,17 58,74 | 64,74 50,9 68,76 135,09% - 135,09% Dinas PUTR
BERKUALITAS

PERSENTASE KONDISI JALAN BAIK

0, _ o .
DENGAN KECEPATAN = 40 KM /JAM Persen | 64,03 | 66,04 | 68,37 | 69,58 67 69,58 103,85% ISR Dinas PUTR

PERSENTASE KINERJA SISTEM

o _ o .
JARINGAN IRIGASI Persen 61,9 65,6 68,49 | 70,47 71,43 71,65 100,31% IR 28 Dinas PUTR

PERSENTASE KECUKUPAN SARANA

DAN PRASARANA PUBLIK Persen 23,81 52,38 | 66,67 | 85,71 100 100 100,00% - 100,00% Dinas PUTR

Eggi?gTASE KECUKUPAN RTH Persen | 37,1 | 37,34 | 37,80 | 38,06 | 24,87 38,25 153,80% - IR Dispera, KPLH
PERSENTASE PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN YANG Persen | 19,23 | 34,47 | 52,29 | 59,88 | 82,32 64,34 78,16% 21,84% TR Dispera, KPLH
BERKUALITAS
MISI IV

MENGOPTIMALKAN SUMBERDAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) | Indeks | 0,65 | 0,67 | 07 | 0,73 | 0,71 0,75 105,63% - T Dinas PMD
}Il\;,%l;:Ks PEMBANGUNAN GENDER | g6 | 8921 | 89,23 | 89,65 | 89,65 | 91,27 90,05 98,66% 1,34% 50| Dinas PPKBPPA
PERSENTASE DESA/KELURAHAN ; : .
LAYAK ANAK Persen 2,03 3,38 4,73 6,08 7,43 7,43 100,00% - 100,00% Dinas PPKBPPPA

g\}g}a};s KUALITAS LINGKUNGAN Indeks 56,23 | 67,04 | 67,57 | 69,23 55,77 72,36 129,75% - 129,75% Dispera, KPLH
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%
SISA
TARGET | REALISASI % CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA Satuan | 2019 2020 2021 2022 2023 2023 CAPAIAN S’I}I;)RZGOEZ’I:‘3 AKHIR SKPD
PERIODE
MISI V

MENGOPTIMALKAN SUMBERDAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

INDEKS REFORMASI BIROKRASI Indeks | 64,66 | 66,22 | 66,81 | 70,45 88 80,11 91,03%
) BB BB A A :
PREDIKAT AKIP Predikat | zo5a | (7703 | 30.02) | (815) | 502 82,08 102,34%
KATEGORI NILAI KINERJA UNIT . BB B A- A A ]
PELAYANAN PUBLIK (UPP) Predikat | 3 97 | (4.00) | (4,19) | (4,54) | (4,54) 3,67 81,37%
OPINI WTP BPK TERHADAP LKPD | Predikat | WIP | WTP | WTP | WTP | WTP WTP WTP
INDEKS PROFESIONALISME ASN Indeks | 54,48 | 54,98 | 55,34 | 59,75 | 81,33 73,48 90,35%
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH
YANG MENGIMPLEMENTASIKAN .
T e A ey | Persen | 2105 | 60,53 | 6579 | 92,3 100 100 100,00%
BAIK
PERSENTASE PEMERINTAH DESA
YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI .
B ML RIAN Persen | 9,03 | 15,97 | 23,61 | 31,25 | 38,88 38,89 100,03%
LAYANAN

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

91,03%

102,34%

100,00%

100,00%

100,03%

Seluruh SKPD

Disdukcapil, RSUD
BHHB, DisPMPTSP

Inspektorat

BKPSDM

Diskominfo

Dinas PMD
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I1.2.2 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja RKPD Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian

indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam

penetapan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan realisasi

pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

target dan realisasi.

Tabel II-48 Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023

REALISASI REALISASI
No. PERANGKAT DAERAH KEUANGAN (%) FISIK (%)
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan 76,87 99,99
Sumber Daya Manusia
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 83,07 94,64
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 80,79 99,96
4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 84,45 100,00
Daerah
S Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 89,19 100,00
dan Pengembangan Daerah
6 Bagian Hukum 93,08 100,00
7 Bagian Kesejahteraan Rakyat 91,23 91,36
8 Bagian Organisasi 62,09 95,60
9 Bagian Pemerintahan 75,24 99,50
10 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 87,06 95,96
11 | Bagian Perekonomian dan Pembangunan 25,34 89,58
12 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 84,74 100,00
13 Bagian Umum 81,88 99,33
14 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 82,10 82,48
15 | Dinas Kesehatan 92,77 94,14
16 Dinas Ketahanan Pangan 77,04 99,80
17 Dinas Komunikasi dan Informatika 81,41 99,54
18 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 92,61 93,87
19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 87,96 100,00
20 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 89,38 90,24
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 86,60 100,00
Terpadu Satu Pintu
22 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 91,60 97,65
23 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 92,50 100,00
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
24 | Dinas Perdagangan 81,63 92,16
25 Dinas Perhubungan 80,05 95,57
26 Dinas Perikanan 79,81 99,64
27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 82,26 100,00
28 Dinas Pertanian 81,21 103,17
29 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 86,94 93,84
Pemukiman dan Lingkungan Hidup
30 | Dinas Sosial 91,95 94,16
31 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan 80,60 91,48
Perindustrian
32 Inspektorat Daerah 76,16 99,94
33 | Kecamatan Angkinang 80,84 99,92
34 Kecamatan Daha Barat 85,07 85,06
35 Kecamatan Daha Selatan 88,16 99,88
36 Kecamatan Daha Utara 81,73 81,86
37 | Kecamatan Kalumpang 77,11 77,12
38 Kecamatan Kandangan 95,46 91,08
39 Kecamatan Loksado 81,59 98,98
40 | Kecamatan Padang Batung 78,44 98,48
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REALISASI REALISASI
No. PERANGKAT DAERAH KEUANGAN (%) FISIK (%)
41 Kecamatan Simpur 87,79 98,80
42 | Kecamatan Sungai Raya 77,88 99,21
43 | Kecamatan Telaga Langsat 77,08 82,11
44 | RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan 94,93 96,35
45 | RSUD Daha Sejahtera 90,71 93,70
46 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 88,93 89,49
Kebakaran

47 Sekretariat DPRD 91,48 100,00

TOTAL 89,47 91,93

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja realisasi
fisik perangkat daerah tahun 2023 berada pada angka 91,93% atau berada
pada interval 91% < 100% dan masuk dalam kategori Sangat tinggi/baik.
Realisasi Keuangan yang berada pada 89,47 % menandakan bahwa terdapat
11,53% anggaran yang tidak terserap. Hal itu menandakan terjadinya
efisiensi pada saat pelaksanaan kegiatan dikarenakan capaian yang

diperoleh sangat tinggi.

Apabila dilihat dari capaian program, berdasarkan hasil evaluasi
Tahun 2023 terdapat 32 Program yang tidak memenuhi target kinerja, ada
87 program yang mencapai target dan 17 program yang melebihi target,
Program yang tidak memenuhi target disebabkan antara lain kemampuan
literasi yang masih kurang, masih rendahnya persentase guru yang
memiliki sertifikat pendidik untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas Kesehatan
serta perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manuasia petugas
Kesehatan di Dinas Kesehatan, masih kurangnya pelatihan kerja dan
pengembangan UMKM untuk Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian, masih rendahnya database kependudukan
terutama pemutakhiran kartu keluarga terkait Tingkat Pendidikan untuk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penetapan batas desa masih
ada yg belum disepakati terkait batas wilayahnya untuk Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, masih tingginya angka kecelakaan
untuk Dinas Perhubungan, Persentase pasangan usia subur yang
menggunakan kontrasepsi yang masih rendah untuk Dinas PPKB PPPA,
indeks SPBE yang masih rendah untuk Dinas Komunikasi dan informatika,
persentase Kelompok Usaha Bersama yang memiliki alat tangkap yang
ramah lingkungan untuk Dinas Perikanan, masih rendahnya Persentase
luas lahan sawah yang terairi dengan sistem irigasi teknis dan rendahnya
Persentase sumber daya pertanian yang berkualitas untuk Dinas

Pertanian, Persentase penurunan komoditas pangan diatas HET / HAP
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untuk Dinas Perdagangan, serta masih rendahnya Persentase pemenuhan
unsur pelaksanaan Manajemen Talenta, Persentase Sumber Daya Aparatur
yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi
Fungsional, Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat
Pelatihan Kompetensi Manajerial untuk Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hal ini akan berdampak kepada perlambatan kenaikan Indek
Pembangunan Manusia (IPM), terutama indikator Pendidikan untuk rata-
rata lama sekolah dan Kesehatan terkait AKB/AKI untuk harapan hidup
serta Daya Beli Masyarakat apabila harga tidak dapat distabilkan, selain itu
jumlah penduduk miskin akan bertambah apabila pasangan usia subur
dari keluarga miskin tidak menggunakan alat kontrasepsi, selain itu
pertumbuhan ekonomi yang tadinya didominasi oleh sektor pertanian dan
perikanan apabila tidak ada peningkatan areal sawah yang diairi oleh irigasi
akan menurunkan produksi pertanian, mencetak petani mileneal yang baru
dan penyedian alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan sehingga
mampu meningkatkan produksi perikanan maka akan digeser oleh sektor
lainnya, selain itu Indeks Profesional ASN akan selalu rendah apabila masih
banyak yang memiliki sertifikat yang mampu meningkatkan kompetensi
ASN

Terkait program yang masih rendah capaiannya diperlukan peran
aktif dari dinas terkait dengan memperhatikan pohon kinerja dan
penambahan penganggaran dengan memperhatikan data-data by name by
address yang akan diitervensi sehingga akan lebih tepat sasaran, efisien dan

akuntabel
11.2.3 EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memenuhi tanggung jawab pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan terus berkomitmen untuk mencapai Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. SPM ini mencakup berbagai sektor
vital seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat,
ketertiban umum, penanggulangan bencana, pemadam kebakaran, dan
urusan sosial. Berikut merupakan capaian SPM Kab. Hulu Sungai Selatan

pada Tahun 2023 :
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Tabel II-49 Capaian SPM Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

No. Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Target Capaian
1 SPM URUSAN PENDIDIKAN 100% 92,06%
1.1 Pendidikan Dasar Usia Dini 100% 90,23%
1.2 Pendidikan Dasar 100% 93,41%
1.3 Pendidikan Kesetaraan 100% 92,53%
2 SPM URUSAN KESEHATAN 100% 96,95%
2.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100% 92,11%
2.2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100% 98,62%
2.3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100% 97,45%
2.4 | Pelayanan Kesehatan Balita 100% 95,32%
2.5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100% 100%
2.6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100% 90,10%
2.7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100% 98,56%
2.8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 96,45%
2.9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% 95,30%
2.10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100% 100%
2.11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang
2.12 | Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human 100% 99,50%
Immunodeficiency Virus)

3 SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 100% 93,41%
3.1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari 100% 98,21%
3.2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 100% 88,61%

4 SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 100% 100%

Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban

0, [0}
4.1 Bencana Kabupaten/Kota 100% 100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat
4.2 | yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah 100% 100%
Kabupaten/Kota
5 SPM URUSAN TRANTIBUM 100% 100%
5.1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) 100% 100%
6 SPM URUSAN KEBENCANAAN 100% 98,33%
6.1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100% 95 %
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana o o
6.2 (KEBENCANAAN) 100% 100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana o o
6.3 (KEBENCANAAN) 100% 100%
7 SPM URUSAN DAMKAR 100% 100%
Pelayanan dan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran o o
7.1 (DAMKAR) 100% 100%
8 SPM URUSAN SOSIAL 100% 100%
8.1 ?ZE;blhtaSI Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar 100% 100%
8.2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anatak Terlantar di Luar Panti 100% 100%
8.3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 100% 100%
3.4 Rehabilitasi .So.s1a1 Dasar .Tuna Sosial Khususnya Gelandangan 100% 100%
dan Pengemis di Luar Panti
8.5 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca 100% 100%

Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, Diolah

Sektor pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan
sumber daya manusia. Pada tahun 2023, capaian SPM di sektor pendidikan
mencapai 92,06%, meskipun masih di bawah target 100%. Hal ini
menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan
yang merata dan berkualitas, terutama di bidang Pendidikan Dasar Usia
Dini yang hanya mencapai 90,23%. Pemerintah Kabupaten akan terus
berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi
anak-anak usia dini, agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak

sejak dini.
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Sektor kesehatan menempati posisi yang sangat penting dalam
menjamin kesejahteraan masyarakat. Capaian SPM di sektor ini cukup
memuaskan, dengan total capaian sebesar 96,95%. Beberapa layanan
kesehatan seperti Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir, dan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mendekati
atau mencapai target 100%. Namun, masih terdapat beberapa bidang yang
perlu perhatian lebih, seperti Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang hanya
mencapai 92,11% dan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dengan capaian
90,10%. Pemerintah akan terus memperkuat layanan kesehatan preventif

dan promotif untuk mencapai target SPM yang lebih tinggi.

Penyediaan air minum dan pengelolaan limbah domestik merupakan
bagian dari sektor pekerjaan umum yang sangat penting bagi kehidupan
sehari-hari. Dengan capaian SPM sebesar 93,41%, sektor ini menunjukkan
kinerja yang baik dalam penyediaan kebutuhan pokok air minum dengan
capaian 98,21%. Namun, pengolahan air limbah domestik masih menjadi
tantangan dengan capaian 88,61%. Di sisi lain, sektor perumahan rakyat
berhasil mencapai target 100%, terutama dalam penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena

relokasi.

Kinerja di sektor ketertiban umum (Trantibum), kebencanaan, dan
pemadam kebakaran sangat memuaskan dengan capaian 100% di hampir
semua indikator. Ini mencerminkan kesiapan pemerintah dalam menjaga
ketertiban dan keamanan masyarakat, serta respons cepat dan efektif
dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana serta kebakaran mencapai capaian penuh,

menunjukkan tingkat kesiapsiagaan yang tinggi.

Sektor sosial, yang mencakup rehabilitasi dan perlindungan bagi
kelompok rentan, juga menunjukkan capaian sempurna dengan 100% pada
semua indikator. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil
memberikan perhatian dan pelayanan yang optimal bagi penyandang
disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan
pengemis di luar panti. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam

menyediakan jaminan sosial yang adil dan merata.

Secara keseluruhan, capaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik dan mendekati target yang

telah ditetapkan. Namun, beberapa sektor masih memerlukan perhatian



- 114 -

dan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai target 100%. Pemerintah
Kabupaten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan
publik melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan
pelayanan sosial agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari
pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan langkah-langkah
strategis yang tepat, diharapkan capaian SPM di masa mendatang akan
semakin optimal, menjadikan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah yang

maju, sejahtera, dan berkualitas.
I1.2.4 EVALUASI CAPAIAN SDGS KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauannya, tujuan
pembangunan berkelanjutan (TPB) dikelompokkan ke dalam empat pilar

pembangunan, yaitu :

1
2
3
4

) Pilar pembangunan sosial, meliputi tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5

) Pilar pembangunan lingkungan, meliputi tujuan 6, 11, 12, 13, dan 15
) Pilar pembangunan ekonomi, meliputi tujuan 7, 8,9, 10 dan 17

) Pilar pembangunan hukum dan tata Kelola, meliputi tujuan 16
Mengacu pada pengelompokan tersebut, maka status capaian TPB

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan empat pilar pembangunan

adalah adalah sebagai berikut :
CAPAIAN INDIKATOR TPB PILAR SOSIAL

Berdasarkan TPB pilar Pembangunan Sosial yang relevan di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup:

1) Tujuan TPB 1 meliputi 25 indikator
2) Tujuan TPB 2 meliputi 11 indikator
3) Tujuan TPB 3 meliputi 35 indikator
4) Tujuan TPB 4 meliputi 13 indikator
5) Tujuan TPB 5 meliputi 13 indikator

Gambar II-51 Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial

Mencapai Target Belum Mencapai Target Belum Dilaksanakan Belum Ada Data
Total 47 27 10 13

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2045
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Mengacu pada target sasaran TPB dalam Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2017, terdapat 97 indikator TPB pilar Pembangunan Sosial yang
relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 47 indikator
TPB mencapai target, 27 indikator TPB belum mencapai target, 10 indikator
TPB belum dilaksanakan, dan 13 indikator TPB tidak/belum ada data. (O).

Berdasarkan capaian indikator TPB pilar pembangunan sosial pada
OPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat 9 OPD yang berkontribusi
dan memiliki kewenangan terkait. Dinas Kesehatan mempunyai indikator
terbanyak terhadap pilar sosial yaitu 35 indikator. Rincian indikator

masing-masing OPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-50 Jumlah Indikator Perangkat Daerah Berdasarkan Pilar Sosial

Capaian Grand

No OPD A [ B[] C]|D | Total
1 | Dinas Kesehatan 24 6 3 2 35
2 | Dinas PPKBPPPA 7 7 3 17
3 | Dinas Pendidikan 6 7 1 1 15
4 | Dinas Sosial 3 3 3 2 11
5 | BPBD 4 1 1 6
6 | Dinas Ketahanan Pangan 1 1 1 2 5
7 | Kepolisian 1 1 1 3
8 | Dinas Perumahan Rakyat KPLH 3 3
9 | Dinas Dukcapil 1 1 2
Grand Total 47 27 10 13 97

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2045

CAPAIAN INDIKATOR TPB PILAR EKONOMI

TPB pilar Pembangunan Ekonomi yang relevan di Kabupaten Hulu

Sungai Selatan mencakup:

1) Tujuan TPB 7 meliputi 2 sasaran dan 2 indikator

2) Tujuan TPB 8 meliputi 7 sasaran dan 20 indikator
3) Tujuan TPB 9 meliputi 4 sasaran dan 6 indikator

4) Tujuan TPB 10 meliputi 4 sasaran dan 9 indikator
5) Tujuan TPB 17 meliputi 6 sasaran dan 12 indikator
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Gambar II-52 Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi

Mencapai Target
H Total 18

Belum Mencapai Target
13

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2045

Belum Ada Data
18

Mengacu pada target sasaran TPB dalam Peraturan Presiden Nomor

59 Tahun 2017, terdapat 49, indikator TPB pilar Pembangunan Ekonomi

yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 18

indikator TPB mencapai target, 13 indikator TPB belum mencapai target,

dan 18 indikator TPB tidak/belum ada data.

Berdasarkan capaian indikator TPB pilar pembangunan sosial pada

OPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat 14 OPD yang berkontribusi

dan memiliki kewenangan terkait. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu

Sungai Selatan mempunyai indikator terbanyak terhadap pilar ekonomi

yaitu 11 indikator. Rincian indikator masing-masing OPD tersaji pada tabel

berikut :

Tabel II-51 Jumlah Indikator Perangkat Daerah Berdasarkan Pilar

Ekonomi

Capaian Grand

No OFD A B | C ]| D/ Total
1 | BPS 6 3 2 11
2 | Dinas Naker KUKMP 3 4 3 10
3 | Dinas Kominfo 3 3 6
4 | Dinas Porapar 2 3 5
5 | Setda 3 2 5
6 | Dinas PMD 4 4
7 | Bl /Bank 1 1 2
8 | Dinas Lingkungan Hidup 2 2
9 | Dinas Perindustrian 1 1
10 | Dinas Pertanian 1 1
11 | Bapenda 1 1
12 | Dinas Perdagangan 1 1
Grand Total 19 13 0 17 49

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2045

CAPAIAN INDIKATOR TPB PILAR LINGKUNGAN

TPB pilar Pembangunan Sosial yang relevan di Kabupaten Hulu

Sungai Selatan mencakup:
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1) Tujuan TPB 6 meliputi 13 indikator
2) Tujuan TPB 11 meliputi 9 indikator
3) Tujuan TPB 12 meliputi 5 indikator
4) Tujuan TPB 13 meliputi 1 indikator
5) Tujuan TPB 15 meliputi 3 indikator

Gambar II-53 Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan

Mencapai Target Belum Mencapai Target Belum Ada Data
H Total 14 4 13

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2045

Mengacu pada target sasaran TPB dalam Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2017, terdapat 65 indikator TPB pilar Pembangunan Lingkungan
yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 14
indikator TPB mencapai target, 4 indikator TPB belum mencapai target, dan

13 indikator TPB tidak/belum ada data.

Berdasarkan capaian indikator TPB pilar pembangunan sosial pada
OPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat 10 OPD yang berkontribusi
dan memiliki kewenangan terkait. Dinas PUTR mempunyai indikator
terbanyak terhadap pilar Lingkungan yaitu 9 indikator. Rincian indikator

masing-masing OPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-52 Jumlah Indikator Perangkat Daerah Berdasarkan Pilar

Lingkungan

Capaian Grand

No OPD A | BJ|] C ]| D | Total
1 | Dinas PUTR 5 2 2 9
2 | Dinas Lingkungan Hidup 5 3 8
3 | BPBD 1 5 6
4 | Dinas Kesehatan 2 2 1 5
5 | Kepolisian 1 1
6 | Bappelitbangda 1 1
7 | Dinas Porapar 1 1
Grand Total 14 4 0 13 31

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2045
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CAPAIAN INDIKATOR TPB PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

TPB pilar Pembangunan Ekonomi yang relevan di Kabupaten Hulu

Sungai Selatan mencakup tujuan TPB 16 dengan 19 indikator.

Gambar II-54 Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan
Tata Kelola

1
Mencapai Target Belum Mencapai Target Belum Dilaksanakan Belum Ada Data
Total 11 4 3 1

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2045

Mengacu pada target sasaran TPB dalam Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2017 dan mengacu pada target sasaran TPB Peta Jalan SGDs
Indonesia 2030, terdapat 22 indikator TPB pilar Pembangunan Hukum dan
Tata Kelola yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari
11 indikator TPB mencapai target, 4 indikator TPB belum mencapai target, 3
indikator TPB belum dilaksanakan, dan 3 indikator TPB belum

dilaksanakan.

Berdasarkan capaian indikator TPB pilar pembangunan sosial pada
OPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat 7 OPD yang berkontribusi
dan memiliki kewenangan terkait. Sekretariat Daerah mempunyai indikator
terbanyak terhadap pilar Hukum dan Tata Kelola yaitu 10 indikator.
Rincian indikator masing-masing OPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-53 Jumlah Indikator Perangkat Daerah Berdasarkan Pilar
Hukum dan Tata Kelola

Capaian Grand

No QD Al B | C]| D | Total
1 | Setda 6 2 1 1 10
2 | Kepolisian 2 1 3
3 | Dinas Kominfo 2 2
4 | BPS 1 1
5 | Dinas Dukcapil 1 1
6 | Dinas Sosial 1 1
7 | Dinas PPKBPPPA 1 1
Grand Total 11 4 3 1 19

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2045
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I1.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka
keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah.
Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai
dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan
permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan
daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan
permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat

nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara Kkinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan

kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di

masa yang akan datang.

II.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk menganalisis permasalahan Daerah yang berhubungan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan Daerah pada tahun 2024 dirumuskan
dengan melihat kembali prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Tahun yang lalu, yaitu :

I1.3.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Sasaran

Pembangunan Daerah Tahun 2025

Perspektif pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama
tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-
2023 didasarkan pada kondisi objektif saat penyusunan perencanaan
pembangunan dibuat dan masa lalu dan diprediksi ke depan. Habisnya
masa berlaku RPJMD Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 dan pilkada
serentak yang baru diadakan pada kuartal ke 4 Tahun 2024 mengakibatkan

terdapat kekosongan selama masa-masa tersebut. Dalam masa tersebut
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acuan dokumen RKPD adalah RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2024-2026.

Analisis permasalahan pembangunan menurut pencapaian indikator
kinerja makro daerah menjadi masalah pokok perencanaan pembangunan
sasaran pembangunan daerah. Untuk itu perlu
adalah hasil

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)

yang akan menjadi

diketahui sasaran pembangunan pembangunan

program Perangkat Daerah.

Hingga akhir tahun 2023, berbagai isu-isu dan permasalahan
pembangunan terjadi baik yang skala nasional, provinsi maupun di wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Isu penanganan stunting masih menjadi
salah satu trending topic sepanjang tahun 2023, selain itu ada upaya
percepatan vaksinasi dan program pemulihan ekonomi selama masa

pandemi covid-19.

Tabel II-54 CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO RKPD KAB.
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

No. Indikator Kinerja Capaian Tahun 2023 | Target Tahun 2024

1 Indeks Pembangunan Manusia 73,21 73,93

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,27 % 5,50 %

3. | Indeks Gini 0,293 0,258-0,256

4. | Tingkat Kemiskinan 4,14 Persen 4,01-3,96 Persen
5. | Tingkat Pengangguran Terbuka 2,12 Persen 2.10 Persen

6. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 73.26 71,49

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 (diolah)

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa pada

indikator kinerja

makro pembangunan daerah masih terjadi kesenjangan atau gap antara

target dan capaian, kecuali untuk indikator kualitas lingkungan hidup dan

indeks gini yang telah melampaui target.

Selanjutnya  diperlukan

pembangunan daerah untuk mengidentifikasi

mempengaruhi

daerah di masa lalu,

kemampuan manajemen

kewenangan yang dimilikinya.

I11.3.1.2. Identifikasi

Pemerintahan Daerah

Identifikasi

suatu

khususnya

pemerintahan

Permasalahan

perumusan

keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

yang

berbagai

dalam

Penyelenggaraan

permasalahan
faktor yang

pembangunan

berhubungan dengan

memberdayakan

Urusan

permasalahan pembangunan dilakukan terhadap

seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara

terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan
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agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan
urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan dalam
beberapa tahun sebelumnya. Dalam penerapan rencana pembangunan
daerah, akan timbul permasalahan karena adanya kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target sasaran
pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPD atau RPJPD). Adanya
kesenjangan ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target
pembangunan ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat
dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini
harus identifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan sumber daya
(potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang
belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta

tantangan dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2025, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan
daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan
atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan
teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan
teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang
berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Rumusan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Daerah akan

menjadi program prioritas pemerintah daerah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum. Urusan Konkuren merupakan Urusan Pemerintahan
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, pada
pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib

dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam melaksanakan kewenangan
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tersebut, Pemerintah @ Kabupaten @ Hulu Sungai Selatan telah

menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka
keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah.
Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai
dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan
permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan
daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan
permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat
nasional. Perspektif selama 3 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-
2026 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan
diprediksi ke depan. Prediksi dilakukan terhadap indikator - indikator
pembangunan yang bersifat makro. Perspektif Kabupaten Hulu Sungai
Selatan untuk lima tahun ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan

pembangunan dan isu-isu strategis.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, Dari rumusan
permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap)
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di
rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi
masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok
merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok

dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis.

«©

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap
expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa
yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang
dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
diberdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang
yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum
diantisipasi. Secara keseluruhan, berikut rekapitulasi identifikasi

permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

URUSAN PERMASALAHAN

Pendidikan e Belum merata dan optimalnya layanan akses dan mutu
pendidikan anak usia dini
e Belum optimalnya mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini
e Belum optimalnya layanan pendidikan inklusif
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PERMASALAHAN
Belum optimalnya Indeks Pendidikan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota
di Kalimantan Selatan
Belum optimalnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan jika dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Belum Optimalnya Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan jika dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Tidak Belum optimalnya jumlah tenaga pendidik pada
jenjang pendidikan dasar terutama di daerah dengan akses
sulit dan daerah pedesaan
Belum optimalnya tingkat pendidikan Tenaga Pendidik di
satuan pendidikan
Masih terdapatnya lembaga pendidikan yang belum
terakreditasi maupun masih terakreditasi B

Kesehatan

Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan di wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Masih kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarganya
dalam mengetahui gejala dan permasalahan kehamilan
Seluruh layanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada
urusan kesehatan belum mencapai target

Masih adanya balita yang berstatus gizinya, pendek dan
sangat pendek

Belum tingginya pengetahuan ibu terhadap peningkatan gizi
balitanya

Masih tingginya kasus kematian bayi di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi
Kalimantan Selatan

Masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular
di masyarakat

Belum tingginya pengetahuan masyarakat terhadap kasus
penyakit menular dan tidak menular

Belum tingginya kepedulian masyarakat terhadap imunisasi
bayi, balita, anak pra sekolah dan anak sekolah

Masih adanya izin praktik tenaga kesehatan yang melewati
batas waktu perizinan

Masih adanya tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan
standar kompetensinya

Masih kurang meratanya persebaran tenaga kesehatan yang
sesuai teknis kompetensinya

Masih adanya izin pendirian usaha fasilitas layanan
kesehatan yang melewati batas waktu perizinan

Belum tingginya kepedulian masyarakat terhadap
standarisasi sertifikasi usahanya

Belum  tingginya  kesadaran masyarakat terhadap
kepemilikan sertifikat Laik Hygiene Sanitasi usahanya
Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap
program kesehatan

Belum optimalnya ketersediaan prasarana edukasi promosi
kesehatan ke masyarakat

Belum optimalnya pengembangan UKBM aktif di
masyarakat

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Masih adanya jaringan irigasi dengan kondisi belum baik
yang mengakibatkan terjadinya tidak teraliri areal sawah
dengan baik

Masih perlunya perbaikan beberapa kawasan pemukiman
di wilayah sungai diakibatkan banjir, tanah longsor dan
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PERMASALAHAN
erosi
Belum optimalnya penyediaan akses air bersih terutama di
kawasan pedesaan
Belum banyaknya rumah tangga yang mendapatkan akses
sanitasi layak
Masih adanya drainase dengan kondisi buruk/rusak
Masih adanya ruas jalan lingkungan yang rusak
Masih adanya target pada urusan Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang yang belum tercapai
Masih adanya ruas jalan yang belum terlayani PJU
Masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan
Masih kurangnya jumlah tenaga ahli yang memiliki
sertifikat kompetensi
Masih banyaknya wilayah yang belum memiliki rencana
tata ruang serta rencana tata ruangnya belum ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Masih adanya ketidaksesuaian antara PSU yang tercantum
pada siteplan dan PSU yg akan diserahkan pada
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tidak adanya law enforcement bagi pengembang yang tidak
mematuhi aturan yang berlaku pada penyerahan PSU
Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses
layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses
terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Masih adanya kelurahan/desa yang belum memenuhi pilar-
pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Ketenteraman,
Ketertiban Umum
dan Perlindungan
Masyarakat

Masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran,
serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam
kebakaran

Masih terdapatnya anggota Linmas yang belum terampil
dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat
Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai
Selatan masih tinggi

Kurangnya kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi bencana
(bencana alam, non-alam dan wabah)

Belum tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana
Daerah

Kurangnya peningkatan kapasitas operator pusdalops,
Petugas TRC dan Petugas Pembantuan PB

Masih minimnya ketersediaan peralatan Penanggulangan
Bencana

Belum optimalnya pemulihan pasca bencana

Sosial

Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan
bencana

Sulitnya memprediksi jumlah penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut wusia terlantar dan
gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
di luar panti

Kurangnya  penyediaan  sarana  prasarana  untuk
pemberdayaan sosial

Masih terdapatnya Keluarga Miskin yang belum
mendapatkan bantuan Program PKH

Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin
maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran
Belum optimalnya Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
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PERMASALAHAN
(BPNT) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terkendala

validasi data yang belum selesainya integrasi data DTKS
yang di SIKS-NG

Ketenagakerjaan

Kurangnya pemahaman dan ketaatan para pelaku
hubungan industrial terhadap peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan

Belum adanya dokumen rencana tenaga kerja daerah
makro kabupaten

Masih kurangnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi

Minimnya penyediaan informasi pasar kerja

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Belum terupdatenya data gender dan anak

Belum optimalnya sosialisasi penanganan kasus pada
perempuan

Kurangnya pengawasan dan pengetahuan terhadap
perlindungan anak

Belum optimalnya kebutuhan dasar keluarga

Kurang optimalnya peran perempuan dalam lembaga
legislatif

Pangan

Masih belum optimalnya cadangan pangan yang dikelola
masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan Lumbung
Pangan Masyarakat secara berkelanjutan

Masih perlu ditingkatkannya Penganekaragaman pangan
dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi
pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada
potensi sumber daya lokal untuk mewujudkan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Kurang optimalnya pengelolaan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian karena petani sebagai pelaku
usaha seringkali dihadapkan pada realita rendahnya minat
konsumen lokal terhadap produk olahan atau produk
premium pertanian dengan label harga di atas rata-rata,
sedangkan jaringan pemasaran untuk menjangkau
konsumen luar kota masih kurang optimal

Masih kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat
dalam pengembangan olahan pangan lokal yang bergizi,
bercita rasa, berestetika dan bernilai ekonomi

Lingkungan
Hidup

Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat
melaksanakan  ketentuan dalam  peraturan bidang
lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Belum optimalnya pengelolaan lahan dan sumber air,
pengelolaan lingkungan perkotaan dan pengendalian
pencemaran udara

Masih terdapat potensi terjadinya penurunan kualitas air
Terdapat perbedaan kriteria terhadap perhitungan Kualitas
Tutupan Lahan terutama pada areal rawa

Belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap
lingkungan hidup

Pertanahan

Administrasi
Kependudukan
dan Catatan Sipil

Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk
perumusan kebijakan daerah

Masih adanya anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki
Akta Kelahiran, sekitar 93% kepemilikan akta kelahiran/kia
pada tahun 2023

Terdapat masyarakat yang kesulitan dalam pengurusan
dokumen kependudukan legal dikarenakan status
pernikahan siri




- 126 -

URUSAN PERMASALAHAN ‘
Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
Akta  Kematian, Akta  Perceraian dan  dokumen
kependudukan lainnya
Pemberdayaan Masih banyaknya desa yang belum memiliki minat ekspansi

Masyarakat dan
Desa

usaha melakukan kerja sama dengan pihak lain khususnya
lembaga perekonomian dan jasa pariwisata yang lebih besar
baik swasta maupun pemerintah

Masih banyaknya kelembagaan desa yang belum sesuai
standar regulasi yang berlaku

Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan
Lembaga Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa

Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan dan lembaga
adat dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif dan
pemberdayaan masyarakat

Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Bencana

Belum optimalnya sistem/kebijakan yang mengklasifikasi
angka kelahiran berdasarkan kelompok umur

Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian
penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu- isu
kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan
terstruktur untuk KIE /promosi Program Bangga Kencana
Angka kelahiran total masih perlu diturunkan agar tercapai
pertumbuhan penduduk seimbang

Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum
terlayani (unmet need) dikategorikan masih tinggi

Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai
masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria

Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB
Pasca Persalinan (KB-PR

Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian
masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z)

Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan
reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.

Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum
optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan
pendampingan perawatan angka panjang lansia.

Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan
promosi KIE melalui berbagai jenis media dalam
meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan
perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana
Belum optimalnya fokus dan kesinambungan penggerakan
Mekanisme Operasional (Mekop) Lini Lapangan

Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga
Kencana (termasuk dukungan dan sisi Teknologi
Informasi/TI)

Urusan
Perhubungan

Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan
transportasi umum, khususnya angkutan darat

Belum terselenggaranya pengelolaan pelayaran sungai yang
baik dalam wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan

Urusan
Komunikasi dan
Informatika

Nilai SPBE pada kebijakan tata kelola, kebijakan layanan
dan perencanaan belum mencapai target terutama nilai
kelembagaan

Belum optimalnya Pemeliharaan Keamanan Sistem
Informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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PERMASALAHAN
Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif
Belum optimalnya tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi
Minimnya SDM pengelola koperasi yang memiliki sertifikasi
kompetensi
Minimnya diversifikasi usaha koperasi
Menurunnya volume usaha koperasi akibat pandemi
Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi
wirausaha mandiri

Menengah e Belum maksimalnya kemampuan SDM usaha mikro
e Minimnya diversifikasi usaha mikro
e Lemahnya perluasan jaringan dan kemitraan usaha mikro
e Belum optimalnya kemampuan untuk meningkatkan akses
dan peluang pasar.
e Belum optimalnya mentoring, fasilitasi dan pendampingan
terhadap pelaku usaha mikro
Penanaman e Masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum
Modal sesuai dengan SOP Pelayanan

Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan regulasi
tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif
Penanaman Modal

Menurunnya minat investasi di masa pandemi Covid-19
Belum optimalnya pengendalian penanaman modal

Belum terintegrasinya data dan informasi penanaman
modal

Kepemudaan dan

Minimnya legalitas organisasi kepemudaan

Olahraga
e Belum optimalnya kualitas manajemen organisasi
kepemudaan dan kepramukaan
e Belum optimalnya SDM keolahragaan
e Belum meratanya sentra keolahragaan
e Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam
kompetisi/festival keolahragaan
e Terbatasnya bibit atlit potensial
Statistik e Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam
menyusun evaluasi pembangunan daerah
e Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam
menyusun perencanaan pembangunan daerah
Persandian e Belum tercapainya target nilai per area keamanan informasi
yang diamankan
Kebudayaan e Menurunnya aktivitas pertunjukkan seni dan budaya akibat
pandemi Covid-19
e Belum optimalnya pelestarian cagar budaya yang ada di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
e Belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya
e Belum optimalnya pengelolaan museum
Perpustakaan e Belum maksimalnya indeks kegemaran membaca
masyarakat
e Belum maksimalnya Indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat
e Belum optimalnya pengadaan Koleksi Nasional dan Naskah
Kuno yang di lestarikan
Kearsipan e Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan

keamanan penyimpanan arsip
Belum maksimalnya pemanfaatan arsip yang bersifat
tertutup

Kelautan dan

Menurunnya volume produksi dan permintaan hasil
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PERMASALAHAN
produksi perikanan
Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha
kelompok (KUB, Poklahsar, dan Pokdakan)
Urusan Pariwisata
Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
yang bersertifikat kompetensi
Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan
destinasi pariwisata
Menurunnya jumlah kunjungan wisata akibat pandemi
Covid-19
Belum optimalnya pengembangan ekosistem ekonomi
kreatif
Pengembangan kawasan pariwisata loksado yang tidak
dapat maksimal karena arealnya berada di sekitar hutan
lindung

Pertanian

Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Masih banyaknya serangan Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT)

Semakin menurunnya tingkat kesuburan atau produktivitas
lahan karena penggunaan pupuk anorganik yang
berlebihan dalam jangka waktu lama, sehingga
produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan
Masih lemahnya peran kelembagaan petani dalam
meningkatkan produktivitas dan manajemen
pengelolaannya

Masih adanya usaha produk hewan yang belum
bersertifikat PRA/NKV

Masih rentannya ancaman penyakit zoonosis (yg menular
dari hewan ke manusia) seperti rabies, flu burung,
brucellosis, antrax, dll

Belum memadainya ketersediaan infrastruktur, sarana
prasarana, lahan dan air

Perdagangan

Melemahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar
dan eceran akibat pandemi

Belum maksimalnya kualitas sarana distribusi
perdagangan.

Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan
untuk meningkatkan akses dan peluang pasar ekspor.
Minimnya SDM penera alat UTTP

Belum maksimalnya kemampuan pelaku usaha
perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar
produk dalam negeri

Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting

Perindustrian

Minimnya keterisian database informasi industri dalam
SIINAS

Belum maksimalnya pertumbuhan nilai produksi industri
kecil menengah

Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten

Minimnya cakupan pengembangan sentra-sentra industri
kecil menengah

Perencanaan

Masih adanya inkonsistensi perencanaan pembangunan
daerah disebabkan adanya kebijakan nasional yang
berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara
mendadak.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan
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URUSAN PERMASALAHAN
membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian
kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak sesuai
jadwal.

e Perlunya peningkatan kualitas SDM perencanaan.

Kepegawaian
serta Pendidikan
dan Pelatihan

e Belum adanya Human Capital Development Plan (HCDP)
ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan

e Perlunya mengoptimalkan capaian Indeks Reformasi

Birokrasi.
Keuangan e Belanja modal kecenderungan mengalami penurunan.
e Perlunya penetapan regulasi atau payung hukum yang
Penelitian dan bersifat  teknis dalam = penyelesaian permasalahan
Pengembangan pembangunan serta permasalahan masyarakat yang ada di

Pemerintah Daerah.

e Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui
pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang
ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan
negara terkait tertib administrasi keuangan.

Pengawasan

I1.3.1.3. Permasalahan Daerah dari Pokok Pikiran DPRD Kab. Hulu

Sungai Selatan

Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan
daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar
pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok
pikiran DPRD dibagi menjadi 3 bidang kategori yaitu infrastruktur, sosial

budaya dan ekonomi.

Pada tahun 2024 usulan pokok pikiran DPRD yang 3 urusan teratas
diajukan oleh wakil rakyat di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang sebanyak 450 (46,06%) usulan pokok pikiran, Dinas PeraKPLH
122 (12,49%) usulan, dan Dinas Pertanian sebanyak 120 (12,28%) . Berikut
merupakan kategori usulan pokir berdasarkan dinas dan jumlah usulan

pokir dari tahun 2020 hingga 2024 :

Tabel II-55 Usulan Pokir Berdasarkan Tujuan Perangkat Daerah pada
Tahun 2024 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

NO TUJUAN PERANGKAT DAERAH JUMLAH POKIR % |
1 |Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 450 46,06%
2 |Dinas PeraKPLH 122 12,49%
3 |Dinas Pertanian 120 12,28%
4 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 80 8,19%

5 |Dinas Perikanan 51 5,22%
6 |Dinas Kesehatan 47 4,81%
7 |Dinas Sosial 33 3,38%
8 |Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 20 2,05%
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NO ‘ TUJUAN PERANGKAT DAERAH JUMLAH POKIR‘ %
9 |Sekretariat Daerah 17 1,74%
10 |Dinas Perhubungan 12 1,23%

11 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,61%

12 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,51%

14 |Dinas NakerkopUKMP 0,51%

15 |Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 0,31%

6
5
13 |Dinas Perdagangan 5 0,51%
5
3
1

16 |Satpol PP 0,10%

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2023

Gambar II-55 Perbandingan Jumlah Usulan Pokok Pikiran DPRD Tahun
2020-2024 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

2024
2023 880

2022

2020 | T

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah upaya Pemerintah untuk
meningkatkan kemandirian pemerintahan Daerah yang mempunyai
implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya
manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan
dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak
pelaksanaan pembangunan, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
tersebut lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada
akhirnya dapat meningkatkan local accountability pemerintah pusat

terhadap rakyatnya melalui pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap sistem
pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem
pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek
penting, Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal
capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need)
sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk
meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
III.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
III.1.1 Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat Tahun 2025

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045
ditempuh antara lain melalui (i) penguatan kualitas sumber daya manusia
agar produktif, inovatif dan berdaya saing; (ii) penguatan hilirisasi untuk
meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan
transformasi ekonomi hijau; (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi
pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; (iv) melanjutkan
pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (v)
penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan
kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas; (vii)
penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian
melalui ketahanan pangan, energi; dan (viiij penguatan nasionalisme,
demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) Upaya mewujudkan cita-cita

besar menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan
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ekonomi yang tinggi, di atas 6,0 persen per tahun. Periode pertumbuhan
tinggi yang pernah terjadi sebelum krisis 1998 ditopang oleh pertumbuhan
investasi dan sektor manufaktur yang tinggi. Selama periode 1985 - 1997,
pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,3 persen, ditopang
pertumbuhan investasi dan industri manufaktur, masing-masing 9,9 persen
dan 10,7 persen. Perlambatan investasi dan industri manufaktur pasca
krisis 1998 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi pada periode 2000 - 2023 tercatat rata-rata 4,9
persen, terkait erat dengan perlambatan kinerja investasi dan sektor
manufaktur yang hanya tumbuh 6,3 persen dan 4,3 persen. Peningkatan
investasi dan revitalisasi industri manufaktur menjadi sangat krusial untuk
mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Percepatan reformasi
struktural menjadi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan
ekonomi. Percepatan pelaksanaan reformasi struktural dilakukan melalui
upaya menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi. Ada tiga
hambatan utama pembangunan ekonomi (three gaps); terbatasnya
ketersediaan SDM (human capital gap), terbatasnya infrastruktur
(infrastructure gap), dan kualitas tata kelola pemerintahan serta sistem
regulasi (institutional gap). Akselerasi reformasi struktural juga menjadi
kunci bagi percepatan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang
diinginkan harus menghasilkan struktur ekonomi yang lebih produktif dan
bernilai tambah tinggi. Dalam jangka menengah transformasi ekonomi juga
harus mampu memperbaiki struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas.
Selain itu, transformasi ini harus bersifat inklusif dan berkelanjutan yang
mengakomodasi semua lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan
kualitas lingkungan persen. Peningkatan investasi dan revitalisasi industri
manufaktur menjadi sangat krusial wuntuk mendorong akselerasi
pertumbuhan ekonomi. Percepatan reformasi struktural menjadi kunci
untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Percepatan
pelaksanaan reformasi struktural dilakukan melalui upaya menghilangkan
berbagai hambatan pembangunan ekonomi. Ada tiga hambatan utama
pembangunan ekonomi (three gaps); terbatasnya ketersediaan SDM (human
capital gap), terbatasnya infrastruktur (infrastructure gap), dan kualitas tata
kelola pemerintahan serta sistem regulasi (institutional gap). Akselerasi
reformasi struktural juga menjadi kunci bagi percepatan transformasi
ekonomi. Transformasi ekonomi yang diinginkan harus menghasilkan

struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Dalam
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jangka menengah transformasi ekonomi juga harus mampu memperbaiki
struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas. Selain itu, transformasi ini
harus bersifat inklusif dan berkelanjutan yang mengakomodasi semua

lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan
produktivitas. Investasi memiliki peran penting dalam akselerasi
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
produktivitas, dan mendorong inovasi. Namun demikian, sumber investasi
domestik memiliki keterbatasan, sehingga perlu dorongan FDI. Oleh karena
itu, iklim investasi perlu terus ditingkatkan untuk menarik para investor. Di
sisi lain, dibutuhkan kualitas tenaga kerja yang memadai dan berkualitas di
tengah potensi menurunnya bonus demografi. Peningkatan produktivitas
menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi
melalui perbaikan infrastruktur, regulasi, dan efisiensi birokrasi. Tantangan
mendasar terletak pada peningkatan kualitas SDM yang secara langsung
memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah juga menjadi penting
untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas regional. Sementara itu,
revitalisasi sektor manufaktur menjadi fokus pemerintah dengan strategi
hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi.
Dukungan investasi, terutama pada sektor manufaktur yang berorientasi
ekspor menjadi krusial untuk mendorong produktivitas yang berdaya saing
dan bernilai tambah tinggi serta menggerakkan ekonomi baik dalam jangka
menengah maupun jangka panjang. Di sisi lain, transformasi ekonomi hijau
dan pengembangan industri halal menjadi katalisator penting dalam
percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi, diperlukan peran UMKM dan sektor jasa. Dukungan terhadap
UMKM dan kolaborasi dengan perusahaan besar menjadi bagian penting
dalam memperluas basis ekonomi dan memastikan bahwa manfaat
pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara, sektor jasa memiliki peran yang besar dalam menopang
perekonomian seiring perubahan perilaku rumah tangga dan dunia usaha.
Adopsi teknologi digital menjadi katalisator penting dalam peningkatan

produktivitas sektor jasa.
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Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi SDA menjadi salah satu program berkelanjutan untuk
mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Upaya hilirisasi tidak hanya
meningkatkan daya saing ekspor dan nilai tambah komoditas unggulan
dalam negeri, namun juga memberikan multiplier effect yang luas dalam
perekonomian. Program hilirisasi diharapkan mampu mengisi ekosistem
industri dengan mengundang banyak investasi baru. Melalui hilirisasi,
diharapkan muncul sumber-sumber pertumbuhan baru yang pada
akhirnya mampu mempercepat konvergensi antar daerah. Selain itu, upaya
hilirisasi juga memungkinkan adopsi teknologi yang lebih canggih serta
meningkatkan riset dan kualitas SDM. Hilirisasi SDA membuka peluang
bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai
tambah tinggi. Peran komoditas strategis yang Hilirisasi Sumber Daya Alam
Hilirisasi SDA menjadi salah satu program berkelanjutan untuk mendorong
akselerasi pertumbuhan ekonomi. Upaya hilirisasi tidak hanya
meningkatkan daya saing ekspor dan nilai tambah komoditas unggulan
dalam negeri, namun juga memberikan multiplier effect yang luas dalam
perekonomian. Program hilirisasi diharapkan mampu mengisi ekosistem
industri dengan mengundang banyak investasi baru. Melalui hilirisasi,
diharapkan muncul sumber-sumber pertumbuhan baru yang pada
akhirnya mampu mempercepat konvergensi antar daerah. Selain itu, upaya
hilirisasi juga memungkinkan adopsi teknologi yang lebih canggih serta
meningkatkan riset dan kualitas SDM. Hilirisasi SDA membuka peluang
bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai
tambah tinggi. Peran komoditas strategis yang Hilirisasi Sumber Daya Alam
Hilirisasi SDA menjadi salah satu program berkelanjutan untuk mendorong
akselerasi pertumbuhan ekonomi. Upaya hilirisasi tidak hanya
meningkatkan daya saing ekspor dan nilai tambah komoditas unggulan
dalam negeri, namun juga memberikan multiplier effect yang luas dalam
perekonomian. Program hilirisasi diharapkan mampu mengisi ekosistem
industri dengan mengundang banyak investasi baru. Melalui hilirisasi,
diharapkan muncul sumber-sumber pertumbuhan baru yang pada
akhirnya mampu mempercepat konvergensi antar daerah. Selain itu, upaya
hilirisasi juga memungkinkan adopsi teknologi yang lebih canggih serta
meningkatkan riset dan kualitas SDM. Hilirisasi SDA membuka peluang
bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai

tambah tinggi. Peran komoditas strategis yang selama ini menjadi
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pendorong perekonomian ditingkatkan dengan pengolahan agar dapat
memberikan nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan hilirisasi akan
difokuskan pada beberapa komoditas potensial, yaitu nikel, tembaga, timah,
bauksit, dan batu bara. Selain itu, hilirisasi SDA perlu dilakukan secara
lebih menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada komoditas pertambangan.
Komoditas pertanian juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi selain
juga berperan penting bagi pemenuhan pangan dan energi terbarukan
sehingga dorongan terhadap industri pengolahan hasil pertanian,
peternakan dan hasil laut juga akan turut diakselerasi. Hilirisasi SDA telah
menunjukkan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat
dari menguatnya neraca perdagangan Indonesia secara signifikan sehingga
mampu memperbaiki posisi neraca berjalan menjadi surplus sejak tahun
2021. Secara spasial, kebijakan hilirisasi telah menciptakan sumber
pertumbuhan baru di wilayah luar Pulau Jawa, khususnya provinsi
Sulawesi Tengah dan Maluku Utara dalam kasus hilirisasi nikel. Selain itu,
kebijakan hilirisasi SDA berhasil meningkatkan penerimaan negara baik
dari perpajakan maupun PNBP. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi
melalui program hilirisasi perlu terus dilanjutkan dan diperluas. Hilirisasi
yang tidak hanya dalam bentuk pengolahan bahan mentah, tetapi juga pada
pengembangan industri yang lebih hilir sehingga menciptakan nilai tambah
yang lebih tinggi serta semakin memperkuat ekspor dan peran global.
Program hilirisasi lanjutan dan perluasannya juga diharapkan dapat
memperluas lapangan kerja disertai upah yang jauh lebih layak.
Keberhasilan hilirisasi nikel dapat menjadi contoh untuk mendorong
hilirisasi pada hasil mineral lain. Misalnya hilirisasi tembaga, tidak hanya
berhenti pada katoda sebagai produk final, namun didorong pada
pengembangan industri kabel yang memiliki nilai tambah jauh lebih besar
dengan potensi rantai pasok global yang lebih luas. Demikian halnya
industri electric vehicle dan baterai, secara konsisten upaya perlu terus
dikembangkan. Upaya pengembangan hilirisasi beberapa sektor strategis
masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut berasal dari
keterbatasan infrastruktur, energi, teknologi, barang modal dan SDM, serta
keterbatasan pembinaan dan pengendalian dalam tata kelola kebutuhan
produk hilir. Kondisi konektivitas, pelabuhan, logistik dan energi juga perlu
terus ditingkatkan. Keterbatasan SDM terlihat dari kualitas tenaga kerja
Indonesia yang sebagian besar bergerak di sektor informal, sehingga perlu

peningkatan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
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Keterbatasan teknologi dan barang modal menjadikan produksi kurang

efisien dan memberikan peningkatan nilai tambah yang tidak maksimal.
Revitalisasi Industri Manufaktur

Penurunan kinerja sektor manufaktur menjadi faktor penyebab
melambatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Tingkat
pertumbuhan sektor manufaktur dalam periode 2000-2023 rata-rata berada
pada kisaran 4,3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat
pertumbuhan sebelum krisis tahun 1998 yang mencapai rata-rata 10,7
persen pada periode 1985-1997. Hal ini di antaranya disebabkan
penurunan tingkat produktivitas dan perubahan lanskap tujuan investasi
global. Selain itu, kinerja sektor manufaktur juga dipengaruhi oleh
fenomena commodity boom, yang dapat memengaruhi investasi dan
produksi industri ekstraktif. Kinerja sektor manufaktur relatif stagnan.
Sektor manufaktur yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan
ekonomi hanya tumbuh 4,3 persen dalam periode pascapandemi. Beberapa
subsektor industri manufaktur menunjukkan kinerja yang kuat dengan
pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi agregat. Pada tahun 2023,
industri logam dasar, elektronik, dan alat angkutan tumbuh tinggi,
masingmasing sebesar 14,2 persen; 13,7 persen; dan 7,6 persen. Sementara
itu beberapa subsektor lain menunjukkan daya saing yang menurun,
seperti subsektor tekstil, alas kaki, dan furnitur. Secara keseluruhan,
kinerja industri manufaktur belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional yang dibutuhkan untuk menjadi negara
maju pada tahun 2045. Penguatan sektor manufaktur dapat membuka
ruang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing perekonomian nasional.
Arah kebijakan sektor manufaktur difokuskan kepada peningkatan
kompleksitas produk untuk meningkatkan nilai tambah. Langkahlangkah
strategis mencakup ekspansi industri berbasis hilirisasi perlu terus
dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai tambah. Saat ini
hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal dari
agenda transformasi ekonomi. Dalam era perubahan iklim, investasi dalam
kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi sangat penting.
Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini untuk mengurangi
polusi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Industri
high-tech (semikonduktor) merupakan tulang punggung teknologi modern.
Peningkatan kompleksitas produk semikonduktor akan membantu

Indonesia bergerak maju dalam revolusi industri 4.0. Pengembangan
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industri semikonduktor mampu memberikan akselerasi signifikan pada
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor
teknologi. Selain itu, pengembangan industri semikonduktor juga dapat
memacu inovasi dan penelitian di sektor teknologi yang merupakan
pendorong utama pertumbuhan ekonomi di era digital. Penguatan
partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global adalah kunci untuk
meningkatkan daya saing. Kolaborasi dengan perusahaan multinasional
dan integrasi dalam jaringan produksi global akan membuka peluang baru.
Adopsi teknologi digital dapat memperkuat hubungan antara UMKM dengan
industri sedang dan besar. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan dan
memastikan inklusivitas ekonomi. Selain itu, dalam wupaya untuk
mendukung pertumbuhan sektor manufaktur, Pemerintah juga akan fokus
pada penguatan intermediasi perbankan dan pasar modal. Hal ini untuk
memastikan akses ke modal dan dukungan finansial yang diperlukan
tersedia untuk industri ini dalam menghadapi tantangan dan peluang global
yang kompleks. Dengan demikian, melalui strategi yang komprehensif,
Indonesia dapat memperkuat sektor manufaktur, menciptakan lapangan

kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Penguatan Investasi

Kinerja investasi (PMTB) Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif,
dengan periode pertumbuhan yang pesat diselingi oleh krisis dan
perlambatan. Krisis ekonomi tahun 1997 menjadi titik balik penting dalam
perjalanan investasi Indonesia yang menunjukkan betapa rentannya
investasi terhadap guncangan ekonomi global yang berdampak pada
lesunya aktivitas ekonomi dan merosotnya kepercayaan investor. Investasi
mulai menunjukkan tren positif pada era tahun 2000-an, didorong oleh
berbagai faktor, seperti tingginya harga komoditas, konsumsi rumah tangga
yang kuat, dan kebijakan pemerintah yang pro-investasi. Investasi
kemudian mengalami periode pertumbuhan pesat dalam periode 2010-
2012 seiring kenaikan harga komoditas global, terutama batu bara dan
minyak sawit. Hal ini membawa keuntungan besar bagi sektor
pertambangan dan perkebunan, serta mendorong investasi di sektor terkait.
Pertumbuhan investasi mencapai puncaknya pada tahun 2011 hingga
mencapai 8,9 persen. Meningkatnya kelas menengah dan daya beli
masyarakat yang mendorong konsumsi rumah tangga menjadi pilar utama
bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada gilirannya memicu

investasi di sektor ritel, properti, dan manufaktur. Memasuki tahun 2014,
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investasi mengalami moderasi seiring tekanan ekonomi global di tengah
ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap resesi. Hal ini
berdampak pada permintaan komoditas global dan menurunkan harga
sehingga memperlambat pertumbuhan sektor pertambangan dan
perkebunan di Indonesia. Biaya logistik dan infrastruktur yang tinggi di
Indonesia menjadi hambatan bagi investasi, terutama bagi sektor
manufaktur dan industri berat. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan
menurunkan daya saing investasi di Indonesia. Pandemi Covid-19 pada
tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi global dan nasional yang
signifikan. Hal ini berdampak negatif pada investasi, terutama di sektor
pariwisata, transportasi, dan ritel. Namun, pandemi mendorong pergeseran
pola investasi ke sektor digital, kesehatan, dan teknologi. Hal ini membuka
peluang baru bagi investor yang mampu beradaptasi dengan perubahan.
Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, termasuk
stimulus fiskal dan insentif investasi, untuk mendorong investasi dan
menciptakan lapangan kerja. Akselerasi investasi yang berorientasi ekspor
terus diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan
infrastruktur, dalam upaya mendorong efisiensi biaya logistik, menjadi
kunci untuk mendukung pertumbuhan industri serta interdependensi lintas
sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka penguatan rantai pasok.
Strategi utama adalah mendorong investasi, termasuk menarik foreign
direct investment (FDI), yang berorientasi pada pengolahan lanjutan, seperti
mobil listrik (EV), energi terbarukan, dan teknologi tinggi, seperti
semikonduktor. Di sisi lain, diperlukan insentif pajak superdeduction untuk
penelitian dan pengembangan (R&D) serta pelatihan vokasi untuk
mendorong inovasi dan pengembangan tenaga kerja terampil. Peningkatan
talenta dan keterampilan di sektor-sektor industri yang berbasis teknologi
tinggi dan energi terbarukan juga menjadi fokus utama. Selain itu,
diperlukan insentif fiskal tambahan untuk menarik FDI di sektor teknologi
tinggi. Pembangunan lebih lanjut dari kawasan industri dan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) dianggap penting untuk memperluas peluang
investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong harmonisasi kebijakan antar
lini pemerintah, serta penyelesaian hambatan pada aspek hukum,
peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi
yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha. Untuk mencapai

target investasi pada tahun 2025, sektor swasta diharapkan tetap menjadi
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penyumbang terbesar. Peran BUMN dalam menciptakan belanja modal juga

penting untuk mendorong pencapaian investasi.
Industri Halal

Percepatan pengembangan industri halal dapat mendorong penguatan
sektor manufaktur. Kelompok Industri yang menjadi bagian dari rantai nilai
industri halal (halal value chain/HVC) meliputi (i) makanan dan minuman
halal; (ii) farmasi dan kosmetik halal; (iii) fesyen halal; (iv) media dan
rekreasi Islami; serta (v) pariwisata ramah muslim (PRM). Kelompok industri
yang ada dalam HVC ini memiliki potensi yang sangat besar dan lebih lanjut
dapat dikembangkan untuk mendorong penguatan sektor manufaktur.
Indonesia merupakan pasar yang besar untuk produkproduk industri halal
karena jumlah populasinya besar dan preferensi belanja (spending)
masyarakatnya untuk produkproduk tersebut juga sangat tinggi. Kedua
faktor ini akan mendorong peningkatan permintaan dan selanjutnya
berpotensi meningkatkan produksi masing-masing industri dalam HVC
tersebut. Peningkatan produksi industri dalam HVC bukan hanya untuk
memenuhi permintaan domestik, melainkan juga dapat diorientasikan
untuk ekspor dengan jangkauan pasar yang lebih luas (diversifikasi pasar).
Bahkan produksi yang dihasilkan akan semakin memperkaya keragaman
(diversifikasi produk) yang dapat diekspor ke seluruh mitra dagang
Indonesia, baik yang tradisional maupun non tradisional. Melalui
penguatan ekspor, ekonomi domestik juga akan memperoleh dukungan
dalam rangka stabilisasi pasar nilai tukar. Pada akhirnya, pengembangan
industri dalam HVC akan memberikan positive multiplier effect lebih luas
bagi ekonomi domestik. Peluang percepatan pengembangan industri halal
sangat terbuka luas. Menurut laporan State of Global Islamic Economy
(SGIE) Report 2023/2024, dari lima kelompok industri yang diidentifikasi
menjadi bagian HVC, hanya PRM yang mengalami penurunan permintaan,
sementara empat industri lainnya menunjukkan tren peningkatan
dibandingkan tahun 2012. Spending untuk makanan dan minuman halal
pada tahun 2021 meningkat menjadi USD1,27 triliun (pangsa sebesar 16,6
persen dari total belanja konsumsi untuk produk makanan dan minuman
global) dibandingkan tahun 2012 sebesar USD1,08 triliun; farmasi dan
kosmetik halal meningkat dari sebesar USDO0,96 triliun menjadi sebesar
USD1,7 triliun (pangsa sebesar 6,6 persen); fesyen halal mencapai USDO,3
triliun (pangsa sebesar 10,6 persen), meningkat dari sebesar USDO0,22

triliun; media dan rekreasi Islami naik dari sebesar USDO, 15 triliun menjadi
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sebesar USDO,23 triliun pada tahun 2021 (pangsa sebesar 4,6 persen); serta
pariwisata ramah muslim (PRM) turun dari sebesar USDO, 14 triliun menjadi
sebesar USDO,1 triliun (pangsa sebesar 12,5 persen). Posisi Indonesia dalam
halal ekonomi global masih terbatas sebagai pasar bagi produk halal yang
sebagian besar diproduksi negara lain. Berdasarkan SGIE Report
2023/2024, posisi Indonesia masuk dalam lima negara konsumen terbesar
untuk produk industri makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik
halal, serta media dan rekreasi Islami. Dalam industri makanan dan
minuman halal, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara
konsumen dengan nilai konsumsi (sebesar USD146,7 miliar), sedangkan
produksi dikuasai oleh Brazil (sebesar USD16,5 miliar), India (sebesar
USD15,4 miliar), AS (sebesar USD13,2 miliar), Rusia (sebesar USD12,7
miliar), dan Tiongkok (sebesar USD9,5 miliar). Untuk kelompok industri
farmasi dan kosmetik halal, Indonesia masuk dalam lima negara konsumen
terbesar (sebesar USD10,1 miliar), sedangkan sisi supply dikuasai oleh
Jerman (sebesar USDG6,2 miliar), diikuti oleh Prancis (sebesar USD6,1
miliar). Sementara itu, untuk industri media dan rekreasi Islami, Indonesia
menempati posisi nomor dua sebagai konsumen setelah AS dengan
spending mencapai USD22,4 miliar. Selain sektor-sektor tersebut, aktivitas
Haji dan Umrah juga berpotensi memberikan kontribusi cukup besar bagi
ekonomi Indonesia, dapat didorong melalui penguatan peran pelaku usaha
domestik dalam rantai pasok aktivitas religius tersebut. Dalam proses
bisnisnya, kegiatan umrah melibatkan aktivitas penerbangan udara (50
persen dari total biaya umrah), penginapan (35 persen), transportasi lokal (5
persen), makanan dan minuman (5 persen), visa dan asuransi (3 persen),
serta aktivitas lain (2 persen). Total spending untuk kegiatan umrah jamaah
Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp45,0 triliun.
Sementara itu, dalam rangka kegiatan haji, terdapat perbedaan komponen
belanja jama’ah dari sisi masyair services (21 persen dari total spending)
dan uang saku (3 persen) dengan total spending jamaah haji pada tahun
2023 diperkirakan sebesar Rpl19,9 triliun. Pada tahun 2030, potensi
spending untuk kegiatan haji dan umrah diperkirakan mencapai Rp194,0
triliun, meningkat signifikan dibandingkan spending pada tahun 2023
sebesar Rp6S5 triliun. Total spending haji dan umrah tersebut hingga saat
ini sepenuhnya dinikmati oleh pengusaha lokal Arab Saudi. Untuk
menangkap peluang tersebut, Pemerintah secara konsisten perlu

memberikan dukungan melalui skema government to government (G to G)
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untuk membuka peluang bagi pengusaha Indonesia berkolaborasi dengan
perusahaan Arab Saudi, baik dengan pola investasi langsung maupun
investasi portofolio pada bisnis penyediaan hotel, transportasi lokal, serta
layanan katering. Selain tiga rantai pasok tersebut, peningkatan porsi aviasi
domestik untuk transportasi jamaah umrah juga potensial untuk
ditingkatkan. Keterlibatan pengusaha Indonesia dalam rantai pasok haji
dan umrah juga dapat menjadi jalan masuk bagi industri halal lain di dalam
negeri, misalnya melalui ekspor produk makanan dan minuman halal serta
fesyen halal pada tahapan selanjutnya. Pengembangan industri halal di
Indonesia perlu dukungan ekosistem berbasis HVC yang kokoh. Beberapa
prasyarat yang dapat mengokohkan ekosistem HVC adalah (i) kemudahan
dan percepatan dalam mendapatkan sertifikasi halal, yang dapat didorong
baik melalui dukungan birokrasi yang sederhana maupun penyediaan
teknologi informasi yang memadai; dan (ii) penguatan pembiayaan ekonomi
syariah, yang ditopang oleh fungsi intermediasi perbankan dan lembaga
pembiayaan syariah yang juga kuat. Upaya lain untuk mengokohkan
ekosistem HVC difokuskan pada penguatan aspek kapasitas pelaku, model
bisnis syariah, kelembagaan, serta infrastruktur pendukung. Untuk
mendukung penguatan peran industriindustri yang ada dalam HVC
diperlukan dukungan bahan baku halal, research and development (R&D)
untuk mencari barang substitusinya, serta dukungan kerja sama G to G.
Dengan pengembangan tersebut, Indonesia ditargetkan berperan lebih
dalam posisi sebagai produsen, terutama dengan ekspansi menuju pasar
global. Produsen Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan

harus kompetitif di pasar halal ekonomi global
Reformasi Sektor Pertanian

Pemerintah terus mendorong upaya transformasi di Sektor Pertanian
karena sektor ini menjadi salah satu sektor yang berperan penting bagi
perekonomian domestik. Transformasi Sektor Pertanian dilakukan melalui
penguatan produktivitas, penguatan value chain melalui hilirisasi,
peningkatan komersialisasi dan kewirausahaan serta penguatan peran
penyuluh. Penguatan produktivitas Sektor Pertanian sangat ditentukan oleh
akses, penyediaan dan pengelolaan prasarana (penyiapan lahan, irigasi, alat
dan mesin pertanian/alsintan, prasarana transportasi, pascapanen,
pemasaran) dan sarana produksi (benih, amelioran, pupuk, dan pestisida),
diversifikasi produk pertanian, pemanfaatan teknologi yang dibarengi

dengan penyiapan SDM dan penguatan kelembagaan pertanian yang
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tangguh dan terintegrasi. Sementara itu pemerintah terus menggenjot
industri hilir atau hilirisasi perikanan dengan tujuan meningkatkan nilai
tambah. Pemerintah juga mendorong komersialisasi pertanian untuk
meningkatkan pendapatan petani dengan melakukan perubahan pola
ekonomi pertanian dari subsistem ke komersial. Pemerintah terus
melakukan penguatan fungsi penyuluhan pertanian yaitu penguatan
hubungan kerja melalui penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian
kecamatan dan desa, penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga
penyuluhan, materi penyuluhan pertanian, pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi serta jaminan ketersediaan sarana dan
prasarana penyuluhan. Sektor Pertanian Indonesia masih sangat potensial
untuk dikembangkan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
Tantangan tersebut terutama terkait dengan masalah stagnan dan
rendahnya produktivitas hasil pertanian yang disebabkan oleh berbagai
aspek dalam proses produksi dan investasi. Investasi di Sektor Pertanian
merupakan salah satu solusi yang diyakini dapat mendorong produktivitas
hasil pertanian. Terkait dengan itu, beberapa hambatan investasi di Sektor
Pertanian yang perlu mendapat perhatian pemerintah, antara lain masalah
lahan, kelemahan kelembagaan dan political will Pemerintah, serta
kapasitas tenaga kerja yang rendah. Pemerintah telah berupaya
memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani agar bisa
mendapatkan hasil yang optimal. Selain mendorong kemudahan dalam
proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP melalui
aplikasi iPubers. Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan pupuk

bersubsidi dan keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi
Transformasi Ekonomi Hijau

Strategi transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan terjangkau pada
tahun 2025, memerlukan pendekatan holistik dan multisektoral. Tujuannya
adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
inklusif, dan rendah karbon, dengan memastikan bahwa tidak ada
kelompok masyarakat yang tertinggal. Dekarbonisasi perekonomian
Indonesia merupakan upaya yang sangat besar untuk memitigasi
perubahan iklim, dan membutuhkan kombinasi investasi publik dan
swasta. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah adopsi dan
penguatan kebijakan iklim dengan meningkatkan Nationally Determined
Contributions (NDC) Indonesia sesuai dengan Paris Agreement serta

memberikan insentif untuk investasi dalam energi terbarukan dan teknologi
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bersih. Selain itu, strategi transisi hijau juga mencakup investasi dalam
energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan,
pengembangan SDM untuk sektor ekonomi hijau, pengelolaan SDA dan
konservasi, pendanaan hijau dan kerja sama internasional, partisipasi
masyarakat dalam perencanaan proyek ekonomi hijau, serta pemerataan
akses terhadap solusi energi terbarukan. Implementasi strategi transisi
ekonomi hijau di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah
pusat, daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra internasional.
Fokus utama adalah penguatan ekosistem pembangunan daerah, yang
meliputi kapasitas institusi dan fiskal daerah, infrastruktur, dan hubungan
antara pusat dan daerah. Langkah-langkah strategis termasuk peningkatan
kapasitas institusi dan fiskal daerah, pengembangan infrastruktur yang
tangguh terhadap iklim, serta koordinasi yang sinergis antara pusat dan
daerah. Pembangunan kluster unggulan berbasis wilayah menjadi strategi
untuk meningkatkan efisiensi penanganan perubahan iklim dengan
mengoptimalkan potensi lokal. Pembangunan ini mencakup pengembangan
klaster energi terbarukan, pertanian adaptif, pengelolaan lahan gambut,
pengelolaan sampah, pariwisata berkelanjutan, dan teknologi iklim.
Selanjutnya, kebijakan afirmasi untuk pembangunan daerah tertinggal
menjadi fokus terakhir, yang mencakup alokasi dana khusus, pelatihan,
akses teknologi, pendekatan berbasis masyarakat, dan kemitraan lintas
sektor untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan dalam

penanganan perubahan iklim di seluruh Indonesia
Pengembangan dan Pendalaman Sektor Keuangan

Salah satu tantangan besar untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi nasional adalah masih rendahnya tingkat tabungan dalam negeri
untuk membiayai pembangunan. Celah tabungan dan investasi atau
Saving-Investment Gap (S-I Gap) telah menjadi isu fundamental bagi
perekonomian Indonesia. Reformasi sektor keuangan dengan adanya UU
P2SK, antara lain dimaksudkan untuk mendorong pendalaman sektor
keuangan, yang memungkinkan peningkatan tabungan domestik untuk
pembiayaan pembangunan. Sektor keuangan masih dangkal untuk
mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Apabila dibandingkan
dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada
pada tingkatan rendah dalam hal kedalaman sektor keuangan terhadap
PDB. Pada tahun 2021, aset bank terhadap PDB hanya sebesar 59,5

persen, dengan kapitalisasi pasar modal sebesar 48,3 persen. Sementara
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itu, aset industri asuransi terhadap PDB hanya sebesar 5,8 persen, aset
dana pensiun terhadap PDB mencapai 6,9 persen, dan porsi jasa keuangan
terhadap PDB adalah sebesar 4,1 persen. Tabel 1 menunjukkan perbedaan
yang cukup signifikan antara peran sektor keuangan dalam menyokong
PDB Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia

Tenggara

Tabel III-1 Kedalaman Sektor Keuangan Indonesia dibandingkan Negara
Asia Tenggara Lainnya (Dalam % PDB)

TS Share
Aset Kapitalisasi Aset . | Aset Dana Sektor
Negara Pasar Industri .
Bank . Pensiun Jasa
Modal Asuransi
Keuangan
Indonesia 59,5 48,3 5,8 6,9 4,1
Malaysia 198,6 109,9 20,3 59,9 6,1
Filipina 99,2 93,2 8,5 3,5 10,1
Singapura 572,1 189,0 47,5 32,2 11,9
Thailand 146,6 120,9 23,2 6,9 8,3

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal tahun 2025

Perkembangan S-I Gap sedikit banyak juga dipengaruhi oleh siklus
komoditas. Harga komoditas tinggi akan memicu surplus transaksi berjalan
sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, harga
komoditas rendah berpotensi menyebabkan defisit transaksi berjalan. Selain
siklus komoditas, pergerakan S-I Gap juga dipengaruhi oleh siklus kredit
atau siklus finansial. Sektor finansial, yang dalam hal ini menyediakan
kredit perbankan domestik, masih merupakan sumber dominan untuk
pembiayaan investasi pada sektor riil. Aset perbankan masih mendominasi
sektor keuangan selama ini, dengan porsi lebih dari 75 persen dari total
aset sektor keuangan. Peran dominan sektor perbankan dalam industri
keuangan di Indonesia menegaskan adanya kebutuhan wuntuk terus
memperkuat peran sektor-sektor selain perbankan sebagai sumber
pembiayaan pembangunan. Hadirnya UU P2SK menjadi harapan baru bagi
perkembangan ekosistem sektor keuangan ke depan secara keseluruhan.
Implementasinya diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan
instrumeninstrumen investasi untuk sektor keuangan yang lebih dalam.
Pada akhirnya, ekosistem sektor keuangan yang dalam diharapkan dapat

mengatasi tantangan struktural S-1 Gap dalam jangka panjang.
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Tabel III-2 Strategi Kebijakan Wilayah Kalimantan Selatan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Provinsi

Akselerasi Pertumbuhan

Penguatan Well Being

Ekonomi

Stunting

Kemiskinan

Pelayanan Publik

Percepatan Konvergensi
Antar Daerah

Kalimantan Selatan

2022 2023 Target 2024

2022 2023

Target 2024

2022 2023 Target 2024

Kalsel termasuk kuadran 3
dimana belanja daerah rendah,

Kinerja 511% | 4,84% 4,8-5,2% 24,60%  24,70% 4,49% | 4,29% 3,0-3,3% indeks pelayanan publik rendah
Tahun 2025, target LPE Kalsel | Tahun 2025 diharapkan Provinsi L Terciptanya Ke”? sama
. L . Minimal sama dengan rata-rata | Antardaerah Sesuai dengan
sebesar 4,6-5,4%; lebih tinggi | Kalsel dapat menurunkan angka | Tahun 2025, target untuk Provinsi Kalsel . . . .
Target 2025 . . nasional atau perbaikan indeks | potensi sektor andalannya dan
rentangnya dari tahun | stunting dengan target angka | adalah 2,52-3,02% . . .
e T pelayanan publik peningkatan  jumlah  desa
mandiri
DAK Fisik (Infrastruktur) BZLbanDisnaa;n eDr?Jr::ahanDeDS?u s uenct.ﬁlc( DAK  Fisik  Konektivitas
DAK NF (Pendidikan, DAK Fisik Kesehatan P g P . P . DAU SG untuk pelayanan publik . .
. grant untuk meningkatkan kualitas .. Insentif Fiskal
Intervensi Fiskal Kesehatan) DAK NF Kesehatan . .. . DAK Fisik
Dana Desa Dandes pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan DAK Non Fisik Dana Desa untuk mendukung
Insentif Fiskal kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik peningkatan desa mandiri
untuk meningkatkan skill SDM pekerja.
e et
Peningkatan porsi belanja modal kesejahteraan diarahkan untuk lainnya (modal) sertJa dukungan
sebesar 1-4,5% dan dapat lebih | Komposisi belanja terkait intervensi | peningkatan kualitas wellbeing Sulteng . . ¥ . g.
. . . . . Sinergi Pendanaan untuk | pemda dalam fasilitasi kerja
fokus kepada belanja fungsi yang | spesifik dan sensitif perlu | dari aspek pendapatan, perumahan, embaneunan infrastruktur | sama  antar daerah  seperti
lebih penting yaitu pendidikan, | ditingkatkan, sedangkan belanja | lapangan karma, akses pelayanan publik, pela anagn ublik  Pensuatan romosi daerah embiapaan
Dukungan Pemda kesehatan dan infrastruktur yang | terkait dukungan agar diperkecil. | dan Pendidikan APBD vyang berkaitan P y. P g P . P ¥ .
belanja daerah dalam | UMKM Kerja sama ekonomi

dapat dikontrol efisiensi dan
efektivitasnya. Insentif investasi
dari Pemda untuk masyarakat
dan/atau investor

Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan
mengimplementasikan

dalam
intervensi spesifik maupun sensitif

dengan kesejahteraan diarahkan untuk
peningkatan kualitas wellbeing Sulteng
dari aspek pendapatan, perumahan,
lapangan kerja, akses pelayanan publik,
dan pendidikan

meningkatkan pelayanan publik
yang berkualitas

antar daerah dengan Kaltim
tentang  barang  dagangan
andalan UMKM vyang dapat
mengungkit perekonomian
daerah

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025
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III.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025
Kalimantan Selatan perekonomiannya masih didominasi oleh sektor
pertambangan atau komoditas bahan mentah serta setengah jadi.
Komoditas tersebut antara lain Batubara, Kelapa Sawit (CPO), Karet, dan
Kayu. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus
berupaya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan yang sudah ada
serta mendorong sektor — sektor lain yang lebih berkelanjutan untuk
tumbuh lebih tinggi mengurangi kontribusi sektor yang ada melalui
hilirisasi industrialisasi agar nilai tambah sektor - sektor yang ada
meningkat lebih tinggi bila dibandingkan diperdagangkan hanya berupa

bahan mentah atau setengah jadi.

Tantangan yang dihadapi perekonomian Kalimantan Selatan di tahun
2023 antara lain adalah potensi peningkatan tekanan inflasi, penurunan
persepsi investor di tengah ketidakpastian kondisi global, dan pengendalian
inflasi khususnya bahan pangan. Selain itu, terdapat upaya untuk
mendorong hilirisasi sumber daya alam di Kalimantan Selatan. Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan juga terus memantapkan pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024
diprakirakan tetap tumbuh positif dengan adanya kegiatan pemilu serentak
untuk Presiden, DPR, DPRD, dan DPD pada awal tahun 2024 serta
pemilihan Kepala Daerah serentah pada akhir tahun 2024. Meskipun pada
tahun 2023 melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini
sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap
permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan
pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh penurunan kinerja LU
Pertambangan dan LU PHR. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan
produksi batu bara yang diprakirakan lebih rendah seiring dengan
perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi permintaan,
perlambatan ekonomi didorong oleh kinerja net ekspor yang lebih rendah.
Hal tersebut sejalan dengan harga komoditas global yang terus menurun.
Selain itu, impor juga diprakirakan melambat seiring dengan penurunan

impor barang modal seperti alat berat dan kapal

Pada awal April 2024, masyarakat global kembali dikejutkan dengan

serangan Iran terhadap Israel yang memicu ketegangan antar dua negara
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tersebut yang juga memicu pergerakan antara sekutu masing — masing
pihak. Serangan ini memicu terjadinya perang dikedua belah pihak serta
menimbulkan ketidakpastian global tentang keamanan dan rantai pasok.
Perang Iran dan Israel memiliki dampak langsung terutama mengganggu
pasokan minyak global, hal ini akan memberikan dampak pada trade
balance atau neraca perdagangan global. Konflik kedua negara juga dapat
meningkatkan inflasi di Indonesia dan mengganggu sektor pasar keuangan,
termasuk pada saham dan nilai tukar rupiah. Perekonomian Indonesia juga
mungkin akan mengalami gangguan kenaikan harga produk yang
dikonsumsi lebih tinggi dibandingkan produk yang dihasilkan, yang akan
mengganggu trade balance. Pemerintah Indonesia sedang siap memitigasi
dampak rambatan dari konflik di Timur Tengah, yang diperkirakan akan
terlihat pada saat pembukaan pasar keuangan. Langkah-langkah antisipatif
akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap dampak
potensi semakin meningkatnya harga komoditas, serta kenaikan harga

emas sebagai aset safe haven, dan rambatan ke sektor lainnya.

a. Pada saat ini per April 2024, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS
terus mengalami pelemahan. Jika nilai tukar rupiah melemah, ada

beberapa dampak yang dapat terjadi:

b. Kenaikan biaya impor : Pelemahan rupiah akan menyebabkan
kenaikan biaya impor, yang akan berimbas pada harga barang impor
yang lebih mahal. Hal ini akan mempengaruhi konsumen karena ada

kenaikan harga.

c. Mengancam obligasi dan Surat Utang Negara (SUN) : Melemahnya
nilai tukar rupiah akan mendorong investor untuk menjual obligasi
dan SUN, yang akan menyebabkan harga keduanya bisa menurun

drastic .

d. Kenaikan suku bunga acuan : Melemahnya nilai tukar rupiah akan
mendorong percepatan kenaikan suku bunga acuan, yang akan
menahan aliran modal keluar. Namun, adanya kenaikan suku bunga
acuan ini menjadi dilema karena jika ada kenaikan, akan berimbas
pada pinjaman, seperti cicilan KPR dan kendaraan bermotor, yang

akan lebih mahal.

e. Inflasi domestik atau imported inflation : Pelemahan rupiah akan
berdampak terhadap potensi kenaikan inflasi domestik atau imported

inflation, yang akan mempengaruhi harga barang dalam negeri.
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f. Kenaikan harga barang impor: Jika pelaku usaha masih bisa
memperkecil margin keuntungan tanpa harus menaikkan harga,
dampak kemasyarakat relatif. Namun, jika ternyata kenaikkan nilai
atau harga barang impor sangat tinggi dan memaksa para pelaku
usaha yang melakukan impor tidak mengikuti, maka dampak

kemasyarakat akan lebih besar

g. Stabilitas kurs dalam jangka pendek : Pelemahan nilai tukar rupiah
akan menjadi momen yang tepat bagi investasi ekspor, seperti

kerajinan tangan, yang bisa menembus pasar internasional.

h. Peningkatan penggunaan transportasi publik : Penggunaan
transportasi publik sangat efektif untuk menghemat pemakaian BBM,
yang akan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah BBM

yang harus diimpor.

i. Meningkatkan stabilitas kurs : Pemerintah dapat mengurangi
keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri serta mendorong
pengembangan sektor pariwisata dalam negeri, yang akan
mempercepat penerimaan devisa dan mendorong stabilitas kurs

dalam jangka pendek
Gambar III-1 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Tahun 2024
1D 1w M 3M YTD 1Y 5Y

B Area Line Baseline Candlestick

15,200

124 Feb Mar Apr May Jun

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/market-data/ currencies/IDR=/USD-IDR

Beberapa hal yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian
Kalimantan Selatan dapat disimpulkan menjadi asumsi - asumsi

perekonomian sebagai berikut.
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Tabel III-3 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun

KETERANGAN

Pertanian

Pertambangan

Industri Pengolahan

Kontruksi

Hotel dan Reklame

2024
ASUMSI TAHUN 2024

Produksi padi diperkirakan lebih baik pascaserangan hama

tungro. Panen TBS yang meningkat, didorong pemumpukan
yang lebih baik di tahun 2023.

Produksi batubara diperkirakan meningkat sejalan dengan
membaiknya permintaan negara mitra dagang utama dan
penyerapan domestik yang lebih tinggi pascapendirian BLU
Batubara.

Produksi CPO dan turunannya seperti minyak goreng dan
B35 lebih tinggi sejalan dengan pasokan TBS yang
meningkat sertaproduksi nilai dari pabrik di Kab. Tanah
Bumbu yang akan beroperasi pada awal tahun 2024.

Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah seperti jalan
dan bendungan serta fasilitas umum.

Aktivitas perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan
membaiknya perekonomian global dan domestik setelah
ketidakpastiaan global di tahun 2023.

. Peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan
Konsumsi  Rumah . . .
T— membaiknya perekonomian global dan domestic serta
penurunan risiko dari ketidakpastian global
. Peningkatan belanja operasional Pemerintah Daerah dan
Konsumsi i .
. Pemerintah Pusat dalam mendukung kesejahteraan
Pemerintah
masyarakat.
Alokasi belanja modal yang meningkat untuk mendukung
. proyek konstruksi Pemerintah. Selain itu, investasi swasta
Investasi . . . : .
diprakirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya
kinerja LU Utama dan membaiknya risiko investasi.
Kinerja ekspor diperkirakan membaik sejalan dengan
Ekspor perekonomian global yang diprakirakan kembali pulih serta
meingkatnya kinerja ekspor batubara dan CPO
Kinerja impor diperkirakan lebih kuat sejalan dengan
Tarpar membaiknya konsumsi RT dan dan kinerja LU Utama yang

berpotensi mendorong impor barang konsumsi, bahan baku
industri, dan barang modal.

Sumber : RKPD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2025

Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 diperkirakan
akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2024, dengan kinerja
lapangan usaha utama yang lebih baik dan pertumbuhan konsumsi
masyarakat yang menjadi faktor pendorong perekonomian setempat.
Pertumbuhan ekonomi global juga diprakirakan akan mencapai titik
terendah tahun ini sebelum naik secara moderat menjadi pada tahun 2026.
Tetapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti gangguan
ekonomi yang disebabkan oleh geopolitik seperti munculnya konflik baru
antara Iran-Israel dan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang

yang juga terindikasi mengalami pertumbuhan yang kuat.
Prospek perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 antara lain :

* Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 diprakirakan

akan tumbuh positif dibandingkan tahun 2024.
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* Kinerja lapangan usaha utama dan pertumbuhan konsumsi

masyarakat menjadi faktor pendorong perekonomian setempat.

* Pembiayaan daerah, serta pengembangan akses keuangan dan
UMKM intermediasi perbankan Kalimantan Selatan pada tahun

2025 tetap tumbuh dan berada pada level yang terjaga.
Tantangan perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 antara lain:
* Gangguan ekonomi yang disebabkan oleh geopolitik mulai mereda.

* Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang juga

terindikasi mengalami pertumbuhan yang kuat

II1.1.3 KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025

II1.1.3.1. ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang mencerminkan
kemajuan suatu daerah atau negara dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Ketika perekonomian tumbuh, itu berarti adanya
peningkatan dalam produksi barang dan jasa, yang berujung pada
peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup

masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dianalisis secara
mendalam melalui dua ukuran utama dari Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), yaitu PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB atas
Dasar Harga Konstan (ADHK). Kedua ukuran ini memberikan pandangan
yang berbeda tentang dinamika ekonomi dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. PDRB ADHB mengukur nilai total barang dan jasa yang
diproduksi dalam suatu daerah dengan menggunakan harga yang berlaku
pada periode saat ini. Ini berarti PDRB ADHB mencerminkan nilai nominal
dari semua produk dan jasa, termasuk pengaruh inflasi atau deflasi yang
terjadi selama periode tersebut. Pertumbuhan PDRB ADHB menunjukkan
perubahan dalam nilai uang yang dihasilkan oleh ekonomi sedangkan PDRB
ADHK mengukur nilai total produksi barang dan jasa dengan menggunakan
harga tetap dari tahun dasar tertentu, sehingga menghilangkan efek inflasi.
Dengan kata lain, PDRB ADHK memberikan gambaran yang lebih akurat
tentang perubahan volume produksi dan pertumbuhan ekonomi riil. Berikut
adalah PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHB dan ADHK menurut
Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 :
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Tabel III-4 PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHB Menurut Lapangan
Usaha 2019-2023

Kat Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022* 2023**
A Pertanian, Kehutanan 1.610.208,87 | 1.629.439,89 | 1.660.823,64 | 1.729.510,43 | 1.877.151,58
dan Perikanan
B Pertambangan dan 679.522,56 637.935,48 004.345,33 | 1.727.850,25 | 1.882.123,10
Penggalian
Industri Pengolahan 525.287,04 516.221,34 567.833,43 623.322,60 664.960,49
D gzr;gadaan Listrik dan 5.295,12 5.683,44 6.016,20 6.525,00 7.059,10
Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 22.717,86 24.745,40 26.241,21 27.889,49 28.734,36
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 528.065,45 513.359,12 561.288,39 622.007,82 673.999,04
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil 616.845,45 612.830,81 660.787,90 774.690,50 871.677,89
dan Sepeda
H Transportasi dan 342.715,65 338.800,04 357.484,20 398.323,47 467.435,48
Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi 250.451,37 251.236,29 265.647,72 304.120,21 328.043,85
dan Makan Minum
J Informasi dan 297.247,91 322.431,69 350.177,28 379.883,00 406.678,24
Komunikasi
K Jasa Keuangan dan 129.805,96 130.632,85 139.704,99 148.090,18 166.022,72
Asurasi
L Real Estat 158.101,33 169.776,43 179.181,91 191.909,87 201.437,29
M,N Jasa Perusahaan 8.214,87 8.307,20 8.637,52 9.544,85 10.746,82
Administrasi
0 Pemeirintahan, . 612.096,91 609.009,96 606.569,69 619.259,00 657.880,00
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 501.234,44 507.877,14 521.781,53 533.121,36 541.686,43
o | JasaKesehatan dan 147.203,90 165.067,18 181.575,33 203.935,48 223.750,53
Kegiatan Sosial
R’%T Jasa Lainnya 120.464,48 121.576,76 127.616,11 142.011,30 156.072,37
PDRB 6.555.479,17 | 6.564.931,02 | 7.125.712,38 | 8.442.004,82 | 9.165.460,19

Sumber : PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Tabel III-5 PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHK Menurut Lapangan
Usaha 2019-2023

Kat Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022* 2023**

A Pertanian, Kehutanan 1.145.441,83 | 1.147.630,95 | 1.147.555,87 | 1.141.633,73 | 1.193.471,62
dan Perikanan

B Pertambangan dan 666.831,21 625.470,65 708.995,03 756.022,32 822.430,93
Penggalian
Industri Pengolahan 354.976,80 342.332,50 362.641,89 381.692,70 402.070,84

D gzr;gadaan Listrik dan 3.046,95 3.182,94 3.326,74 3.573,24 3.843,42
Pengadaan Air,

E Pengelolaan Sampah, 16.240,93 17.569,97 18.433,45 19,304.27 19.754,56
Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 361.307,01 348.723,68 370.152,07 390.750,07 416.198,44
Perdagangan Besar dan

G Eceran; Reparasi Mobil 401.896,28 392.038,92 413.196,59 446.839,90 465.338,55
dan Sepeda

H Transportasi dan 239.941,90 233.676,96 244.325,44 258.330,45 274.226,25
Pergudangan

I Penyediaan Akomodasi 174.728,38 170.780,44 177.751,37 198.895,12 211.360,94
dan Makan Minum

J Informasi dan 230.685,68 251.260,59 270.754,66 288.741,05 306.141,33
Komunikasi

K Jasa Keuangan dan 85.285,86 86.253,78 87.641,23 86.548,97 05.345,12
Asurasi
Real Estat 115.954,26 122.471,75 126.944,75 133.254,53 137.707,86

M,N Jasa Perusahaan 5.188,74 5.110,14 5.221,92 5.558,21 5.968,79

Administrasi

0 Pemeirintahan, . 386.581,70 375.825,35 369.379,71 369.880,56 378.022,26
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 341.190,91 341.758,52 342.551,82 346.044,92 348.102,04

o | JasaKesehatan dan 99.427,35 109.232,15 116.588,93 127.736,87 136.637,09

Kegiatan Sosial
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Kat Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022* 2023**
R’%T Jasa Lainnya 77.737,50 76.912,48 79.446,53 84.967,39 88.896,20
, PDRB 6.555.479,17 | 4.706.463,29 | 4.650.231,77 | 4.844.908,90 | 8.442.004,82
Sumber : PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Menurut Lapangan Usaha 2019-2023
Apabila  dibandingkan, @PDRB atas dasar harga konstan

mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang mengabaikan pengaruh
inflasi. Pada tahun 2023, PDRB harga konstan tercatat sebesar Rp 5.305,52
miliar, meningkat dari Rp 4.706,46 miliar pada 2019. Ini menunjukkan
adanya pertumbuhan ekonomi yang riil dan berkelanjutan, meskipun lebih
moderat dibandingkan dengan peningkatan pada PDRB atas dasar harga
berlaku. Perbandingan antara PDRB harga berlaku dan harga konstan
menunjukkan adanya inflasi selama periode tersebut. Pada 2023, PDRB
harga berlaku mencapai Rp 9.165,46 miliar, yang jauh lebih tinggi
dibandingkan PDRB harga konstan Rp 5.305,52 miliar, mencerminkan

dampak inflasi dan kenaikan harga secara umum.

Tren pertumbuhan pada sektor utama, diantaranya adalah Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan stabilitas yang tinggi
dengan sedikit peningkatan dari Rp 1.145,44 miliar pada 2019 menjadi Rp
1.193,47 miliar pada 2023. Pertumbuhan yang moderat ini mencerminkan
sektor pertanian yang relatif stabil namun tidak mengalami pertumbuhan
yang eksplosif. Pada sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan
peningkatan yang konsisten dari Rp 666,83 miliar pada 2019 menjadi Rp
822,43 miliar pada 2023. Meskipun ada peningkatan yang signifikan, sektor
ini mengalami fluktuasi yang lebih besar dalam PDRB harga berlaku,
menunjukkan sensitivitas sektor ini terhadap perubahan harga komoditas
global. Pada Sektor Industri Pengolahan, meskipun tumbuh dari Rp 354,98
miliar pada 2019 menjadi Rp 402,07 miliar pada 2023, pertumbuhannya
relatif lebih lambat dalam harga konstan dibandingkan dengan harga
berlaku. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan produksi

riil di sektor industri pengolahan.

Pada sektor sekunder dan tersier, Sektor konstruksi menunjukkan
pertumbuhan stabil dari Rp 361,31 miliar pada 2019 menjadi Rp 416,20
miliar pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas
pembangunan infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan jangka
panjang. Pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Pertumbuhan yang
terjadi dari Rp 401,90 miliar pada 2019 menjadi Rp 465,34 miliar pada
2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten, tetapi lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan yang tercatat dalam PDRB harga berlaku. Ini
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mungkin mencerminkan tekanan inflasi yang berdampak pada sektor

perdagangan. Pada sektor Informasi dan Komunikasi, mengalami
pertumbuhan yang kuat dari Rp 230,69 miliar pada 2019 menjadi Rp
306,14 miliar pada 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan peran penting

sektor komunikasi dan teknologi dalam mendukung perekonomian daerah.

Pada sektor pelayanan publik dan sosial, diantaranya adalah sektor
Jasa Pendidikan dan Kesehatan. Sektor ini menunjukkan pertumbuhan
yang moderat, dengan pendidikan sedikit meningkat dari Rp 341,19 miliar
pada 2019 menjadi Rp 348,10 miliar pada 2023, dan kesehatan meningkat
lebih signifikan dari Rp 99,43 miliar menjadi Rp 136,64 miliar. Ini
investasi dalam sosial,

menunjukkan adanya peningkatan layanan

meskipun pertumbuhannya masih terbatas. Pada sektor administrasi
pemerintahan menunjukkan sedikit penurunan dari Rp 386,58 miliar pada
2019 menjadi Rp 378,02 miliar pada 2023, yang mungkin mencerminkan

efisiensi di sektor publik atau pengalihan prioritas anggaran ke sektor lain.

Selain pendekatan PDRB menurut Lapangan Usaha terdapat

pendekatan PDRB menurut Pengeluaran. Pendekatan ini merupakan
perhitungan PDRB yang dilakukan dengan menghitung semua komponen
permintaan akhir yang terdiri dari : pengeluaran konsumsi akhir rumah
tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani
rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan
modal tetap domestik bruto, perubahan inventori serta net ekspor. Berikut
adalah data-data terkait PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 :

Tabel III-6 PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHB Menurut Pengeluaran

Tahun 2019-2023
2020 2021

No Komponen 2019 2022* 2023**

Pengeluaran
1 Konsumsi Rumah
Tangga

4.637.275,92 4.677.295,91 4.865.285,66 | 5.551.207,30 6.106.702,11

Makanan,

l.a | Minuman dan

Rokok

1.p | Pakaian dan Alas 228.877,48
Kaki

Perumahan,

Perkakas,

l.c | Perlengkapan dan

Penyelenggaraan

Rumah Tangga

Kesehatan dan

1.d Pendidikan 260.404,79

Transportasi,

Komunikasi,

2.066.676,66 2.117.580,99 2.199.314,82 | 2.497.183,91 2.765.135,13

229.854,13 237.192,49 263.363,44 279.420,65

430.946,90 453.628,66 467.228,21 511.386,05 548.780,46

280.965,94 300.521,65 318.621,31 341.523,34

Rekreasi dan
Budaya

1.037.123,10

974.007,78

1.011.371,66

1.226.911,59

1.363.822,56

1.f

Hotel dan Restoran

402.819,17

408.853,13

432.522,74

495.684,83

548.914,82

l.g

Lainnya

210.427,80

212.405,28

217.134,09

238.056,17

259.105,15

Pengeluaran
Konsumsi LNPRT

122.041,26

121.041,65

127.467,22

144.036,65

166.296,41
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No Komponen 2019 2020 2021 2022* 2023%*
Pengeluaran
3 | Konsumsi 1.339.239,86 | 1.361.388,15 | 1.419.613,88 | 1.446.898,19 | 1.610.183,21
Pemerintah
4 | Pembentukan 1.943.832,41 | 1.875.146,94 | 2.015.263,64 | 2.246.151,57 | 2.486.969,34
Modal Tetap Bruto
4.a | Bangunan 1.331.185,58 | 1.281.172,02 | 1.393.493,27 | 1.525.131,26 | 1.673.992,19
4.b | Non Bangunan 612.646,82 593.974,92 621.770,36 721.020,31 812.977,14
5 ferubahf"‘n 19.412,78 237,35 1.930,45 (21.112,37) 9.652,88
nventori
6 | Net Ekspor (1.506.323,04) | (1.470.178,99) | (1.303.848,49) | (925.176,52) | (1.214.343,77)
PDRB 6.555.479,18 | 6.564.931,01 | 7.125.712,36 | 8.442.004,82 | 9.165.460,18

Sumber : PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Menurut Pengeluaran 2019-2023

Tabel III-7 PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHK Menurut Pengeluaran
Tahun 2019-2023

No Komponen 2019 2020 2021 2022* 2023**
Pengeluaran

1 | Konsumsi Rumah 3.314.239,88 | 3.308.172,67 | 3.350.500,25 | 3.536.595,43 | 3.730.767,25
Tangga
Makanan,

l.a | Minuman dan 1.510.222,17 1.523.919,65 1.529.604,36 | 1.611.358,04 | 1.689.295,99
Rokok

1.b Eﬁ?and""n‘*las 157.050,70 155.070,52 156.055,91 162.033,15 169.924,16
Perumahan,
Perkakas,

l.c | Perlengkapan dan 313.092,71 326.970,28 333.990,05 345.034,25 358.204,34
Penyelenggaraan
Rumah Tangga

1.d | Kesehatan dan 183.455,69 190.581,15 199.768,23 207.766,19 216.156,56
Pendidikan
Transportasi,

l.e | Komunikasi, 743.774,78 709.145,55 723.545,48 781.657,10 838.989,18
Rekreasi dan
Budaya

1.f | Hotel dan Restoran 254.081,07 252.774,49 258.250,00 275.995,12 297.471,81

l.g | Lainnya 152.562,76 149.711,02 149.286,21 152.751,58 160.725,21
Pengeluaran

2 | Konsumesi LNPRT 79.733,01 77.946,85 80.192,50 87.070,21 95.151,20
Pengeluaran

3 | Konsumsi 830.239,85 816.040,62 832.688,70 811.947,85 870.651,68
Pemerintah
Pembentukan

4 | Modal Tetap Bruto 1.340.997,12 1.274.510,53 1.300.600,09 | 1.379.616,04 | 1.469.611,81

4.a | Bangunan 960.133,70 909.314,59 945.778,10 992.711,57 1.054.656,77

4.b | Non Bangunan 380.863,42 365.195,94 354.821,99 386.904,47 414.955,04

5 | Perubahan 10.597,64 168,57 1.306,61 (12.890,63) 5.536,18
Inventori

6 | Net Ekspor (869.344,21) (826.607,48) (720.379,24) (762.564,60) (866.201,86)

PDRB 4.706.463,28 | 4.650.231,76 | 4.844.908,91 | 5.039.774,30 | 5.305.516,25

Sumber : PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Menurut Pengeluaran 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas Pengeluaran konsumsi rumah tangga
menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari Rp 3.314.239,88 juta pada
2019 menjadi Rp 3.730.767,25 juta pada 2023. Pertumbuhan ini konsisten
dengan data PDRB ADHB yang menunjukkan tren kenaikan dalam
pengeluaran konsumsi rumah tangga, mencerminkan peningkatan daya beli

dan konsumsi domestik.

Pada Komponen Utama yaitu kategori Makanan, Minuman, dan
Rokok menunjukkan kenaikan dari Rp 1.510.222,17 juta pada 2019
menjadi Rp 1.689.295,99 juta pada 2023. Ini sejalan dengan inflasi harga

makanan dan peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Pada
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Kategori Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya: Peningkatan dari
Rp 743.774,78 juta pada 2019 menjadi Rp 838.989,18 juta pada 2023
mencerminkan kenaikan dalam pengeluaran untuk transportasi dan

rekreasi.

Pada Pengeluaran Konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Pemerintah dan
Rumah Tangga) menunjukkan peningkatan yang stabil dimana Pengeluaran
konsumsi LNPRT meningkat dari Rp 79.733,01 juta pada 2019 menjadi Rp
95.151,20 juta pada 2023, mencerminkan pertumbuhan dalam sektor
pendidikan dan layanan sosial yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah

dan rumah tangga.

Pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terjadi peningkatan yang
berfluktuasi dimana Pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan
fluktuasi dengan peningkatan dari Rp 830.239,85 juta pada 2019 menjadi
Rp 870.651,68 juta pada 2023. Meskipun ada peningkatan, data ini
menunjukkan fluktuasi yang mungkin disebabkan oleh perubahan prioritas

belanja pemerintah.

Pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), terjadi peningkatan
investasi dimana Pembentukan modal tetap bruto meningkat dari Rp
1.340.997,12 juta pada 2019 menjadi Rp 1.469.611,81 juta pada 2023.
Kenaikan ini mencerminkan investasi dalam infrastruktur dan bangunan,
yang sesuai dengan data PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan
dalam pembentukan modal tetap bruto. Pada sub sektor Bangunan terjadi
peningkatan investasi dalam bangunan dari Rp 960.133,70 juta pada 2019
menjadi Rp 1.054.656,77 juta pada 2023 menunjukkan fokus pada
pengembangan infrastruktur. Investasi non-bangunan juga meningkat,
meskipun tidak sebesar bangunan, dari Rp 380.863,42 juta pada 2019
menjadi Rp 414.955,04 juta pada 2023.

Perubahan inventori menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari Rp
10.597,64 juta pada 2019 menjadi -Rp 12.890,63 juta pada 2022, dan
kemudian meningkat menjadi Rp 5.536,18 juta pada 2023. Fluktuasi ini
bisa dipengaruhi oleh perubahan dalam stok barang dan pengaruhnya

terhadap PDRB.

Net ekspor tetap defisit dari Rp -869.344,21 juta pada 2019 menjadi
Rp -866.201,86 juta pada 2023. Defisit ini mencerminkan bahwa nilai impor
melebihi nilai ekspor, yang mungkin berdampak pada keseimbangan

perdagangan daerah.
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PDRB Menurut Pengeluaran atas dasar harga konstan menunjukkan
pertumbuhan dari Rp 4.706.463,28 juta pada 2019 menjadi Rp
5.305.516,25 juta pada 2023. Ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil
yang signifikan, sejalan dengan data PDRB ADHB yang menunjukkan

pertumbuhan nominal.

Secara umum pertumbuhan ekonomi riil Hulu Sungai Selatan,
meskipun positif, lebih moderat dibandingkan dengan pertumbuhan
nominal yang dipengaruhi oleh inflasi. Sektor-sektor utama seperti
pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan tetap stabil, tetapi
menunjukkan ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam hal produksi
riil. Kesenjangan yang terjadi antara PDRB harga berlaku dan harga
konstan menyoroti peran inflasi dalam mendorong pertumbuhan nominal,
terutama di sektor pertambangan dan perdagangan. Untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi riil, diperlukan fokus pada peningkatan
produktivitas di sektor-sektor utama, pengembangan infrastruktur, dan
pengendalian inflasi agar pertumbuhan nominal yang tinggi dapat diimbangi

dengan pertumbuhan riil yang lebih kuat.

Dari analisa-analisa sebelumnya juga dapat dilakukan pengambilan
asumsi mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
pada tahun 2024 yang akan terus tumbuh secara positif dimana potensi-
potensi sumber daya alam yang ada terus dimaksimalkan seperti sektor
Pertanian, Pariwisata dan UMKM serta porsi belanja pemerintah daerah
yang terus meningkat namun masih terdapat tantangan mengenai
keterbatasan infrastruktur yang harus selalu di intervensi sehingga dapat
menumbuhkan peluang investasi dengan konektivitas serta aksesbilitas
yang meningkat seiring dengan pengembangan infrastruktur. Tentu
pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri masih
dipengaruhi dengan kondisi ekonomi yang ada di Provinsi Kalimantan
Selatan dan Indonesia sehingga apabila terjadi hal-hal diluar ekspetasi
maka akan berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk asumsi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan pada Tahun 2025 diambil asumsi pertumbuhan positif dengan
catatan tanpa adanya gejolak yang berarti. Berikut adalah merupakan
asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang diproyeksikan

akan berkontribusi besar dan tumbuh positif pada Tahun 2025 :
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1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Dengan adanya keputusan bupati terkait lahan pertanian pangan
berkelanjutan (LP2B) diproyeksikan bahwa LP2B yang dikembangkan
secara konsisten akan menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan daerah serta nasional. Selain itu,
LP2B bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian
pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian
pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan,
dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian
pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan
petani dan  masyarakat, meningkatkan perlindungan dan
pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi
kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
mewujudkan revitalisasi pertanian. Perluasan Inovasi Padi Apung dan
penggunaan bibit baru dengan masa panen yang lebih singkat
diharapkan dapat meningkatkan kontribusi khususnya sektor

tanaman pangan di tahun 2025
2. Pertambangan dan Penggalian

Gambar III-2 Pergerakan Harga Batubara Tahun 2021-2023
GRAFIK HARGA BATUBARA ACUAN
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Sumber : https://www.minerba.esdm.go.id/harga_acuan (diakses 31 Mei 2024)

Pergerakan harga batubara terus melandai dan stabil di kisaran 100-
120. Dengan pergerakan harga ini asumsi kontribusi pada sektor
pertambangan dan penggalian akan menurun apabila aktivitas

produksi tambang berada pada level yang sama tiap tahunnya.

3. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor.

Pembatasan aktivitas yang sudah longgar menyebabkan intensitas

masyarakat dalam melakukan kegiatan dan aktivitas kembali normal.


https://www.minerba.esdm.go.id/harga_acuan
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Kebutuhan terhadap kendaraan bermotor tentu akan meningkat

seiring dengan pemulihan daya beli masyarakat.
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Peningkatan akses RSUD H. Hasan Basry sebagai Rumah Sakit
Rujukan Banua Anam setiap tahunnya dan RSUD Daha Sejahtera
untuk menangani dan menerima pasien yang berada di Kawasan
Daha dan sekitarnya. BPJS Semesta sebagai program unggulan
daerah dimana seluruh warga dengan KTP Hulu Sungai Selatan akan
dijamin terkait BPJS Kesehatan tentu mendukung peningkatan
aksesbilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kontribusi pada

sektor ini dipastikan stabil.
Industri Pengolahan

Pada tahun 2025 diproyeksikan permintaan serta tingkat produksi
pada sektor ini akan meningkat. Komoditas utama pada sektor ini
adalah CPO, industri wajan, industri alat angkutan air, industri roti
dan industry makanan ringan. Jumlah barang di marketplace lokal
SIOPEN yang semakin tinggi diharapkan juga berkontribusi dalam

meningkatkan sektor ini.
Pengadaan Listrik dan Gas

Listrik dan gas sebagai salah satu kebutuhan utama diproyeksikan
akan selalu meningkat setiap tahunnya. Seiring meningkatnya jumlah
penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka konsumsi di

sektor ini pasti akan meningkat.
Pengadaan Air

Air sebagai kebutuhan utama diproyeksikan akan selalu meningkat
setiap tahunnya. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka konsumsi di sektor ini pasti

akan meningkat.
Informasi dan Komunikasi

Sektor informasi dan komunikasi telah menjadi sektor kebutuhan
primer dimana kegiatan serta aktivitas yang dilakukan saat ini tidak
terlepas dari peran di sektor informasi dan komunikasi. Sektor ini

akan selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan
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teknologi dan semakin tingginya tingkat adopsi teknologi di

masyarakat.
9. Transportasi dan Pergudangan

Sektor Transportasi dan Pergudangan mencakup pada penyediaan
angkutan penumpang atau barang. Penumpang pada terminal bus
dan pelabuhan akan meningkat seiring pelepasan pembatasan
kegiatan. Peningkatan aktivitas jual beli yang terjadi baik offline
maupun online juga akan meningkatkan aktivitas jasa layanan
pengiriman barang yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Selain itu, tingginya aktivitas angkutan batu bara serta jalur
komoditas perdagangan dikarenakan posisi Kabupaten Hulu Sungai

Selatan sebagai jalur lintas antar provinsi dan kabupaten.
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor ini mencakup pada penyediaan akomodasi penginapan jangka
pendek untuk pengunjung serta penyediaan makanan dan minuman
untuk dikonsumsi secara segera. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kuliner. Pembebasan
syarat terkait vaksinasi untuk melakukan perjalanan domestik
maupun internasional diharapkan dapat kembali mendorong

peningkatan yang terjadi pada sektor ini.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dibahas maka proyeksi
perekonomian kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2024 dan 2025
adalah sebagai berikut :

Tabel III-8 Proyeksi Target Laju Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi/Target 2024 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,25-5,75 5,5-6,0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

II1.1.3.2. PDRB PER KAPITA

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah
satu indikator ekonomi yang penting untuk menilai kesejahteraan
masyarakat di suatu daerah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi
total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah selama satu
tahun dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Indikator ini
memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh
setiap individu dalam masyarakat, sekaligus mencerminkan tingkat

produktivitas dan kemakmuran ekonomi daerah tersebut. Berikut
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merupakan PDRB Per-Kapita Kab. Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019-
2023 :

Tabel III-9 PDRB dan PDRB Per Kapita Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun

2019-2023

Uraian \ 2019 | 2020 | 2021 [ 2022+ | 2023*
Nilai PDRB/GRDP
ADHB 6.555.479,18 | 6.564.931,01 | 7.125.712,36 | 8.442.004,82 | 9.165.460,18
ADHK 4.706.463,28 | 4.650.231,76 | 4.844.908,91 | 5.039.774,30 | 5.305.516,25
PDRB Per Kapita
ADHB 27.970,16 28.837,32 30.943,69 36.208,00 38.839,33
ADHK 20.081,00 20.426,75 21.039,21 21.615,74 22.482,53
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010 5,66 1,72 3 2,74 4,01
Jumlah Penduduk 234.374,00 | 227.654,00 | 230.280,00 | 233.153,00 | 235.984,00

PDRB per kapita ADHB menunjukkan tren yang konsisten meningkat
dari Rp 27.970,16 juta pada 2019 menjadi Rp 38.839,33 juta pada 2023.
Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam nilai nominal. Pertumbuhan
tahunan PDRB per kapita ADHB berkisar antara 5,72% hingga 7,16% dalam
periode 2019-2023. Ini menunjukkan peningkatan daya beli dan standar
hidup masyarakat. PDRB per kapita ADHK juga mengalami kenaikan, dari
Rp 20.081,00 juta pada 2019 menjadi Rp 22.482,53 juta pada 2023.
Meskipun peningkatan ini lebih moderat dibandingkan dengan ADHB, ini
mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil setelah mempertimbangkan efek
inflasi. Tingkat Pertumbuhan: Pertumbuhan tahunan PDRB per kapita
ADHK berada pada kisaran 1,72% hingga 4,01%. Pertumbuhan ini relatif
lebih stabil dan menunjukkan peningkatan ekonomi riil yang lebih

terkendali.

Di Hulu Sungai Selatan, PDRB per kapita menjadi salah satu tolok
ukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah.
Ketika PDRB per kapita meningkat, ini menunjukkan adanya pertumbuhan
ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat. Peningkatan ini bisa
diartikan sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan program pembangunan
yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur yang
mendukung aktivitas ekonomi. Berdasarkan hal-hal tersebut berikut
merupakan proyeksi PDRB per Kapita Kab. Hulu Sungai Selatan pada
tahun 2024 dan 2025

Tabel ITI-10 Proyeksi Target PDRB Per Kapita

Proyeksi/Target 2024 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi 39.000 - 42.000 41.000 - 45.000

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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II1.1.3.3. INFLASI

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang menunjukkan kenaikan harga
barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi
yang terkendali merupakan tanda stabilitas ekonomi, namun inflasi yang
tinggi atau tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat dan

mempengaruhi kesejahteraan ekonomi.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merupakan kota non-IHK,
pengukuran inflasi tidak dilakukan secara langsung melalui Indeks Harga
Konsumen (IHK) seperti di kota-kota besar lainnya. Namun, meskipun Hulu
Sungai Selatan tidak termasuk dalam kota yang diukur IHK-nya, dampak
inflasi tetap dirasakan oleh masyarakat setempat. Perubahan harga barang
dan jasa pokok, makanan, bahan bakar,

seperti dan transportasi,

mempengaruhi ekonomi rumah tangga dan daya beli warga.

Walaupun sebagai Non-IHK, tentu Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan selalu melakukan upaya untuk dapat memonitor harga-
harga komoditas volatil melalui SIHAPOK di Dinas Perdagangan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan. SITHAPOK menjadi database terkait lonjakan-lonjakan
harga komoditas yang terjadi di Pasar Negara dan Pasar Kandangan dimana
apabila terjadi lonjakan harga yang mengkhawatirkan pada salah satu
komoditas maka Pemerintah Daerah akan melakukan intervensi harga

komoditas tersebut melalui program Pasar Murah.
I11.1.3.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komprehensif

yang digunakan untuk menilai kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat di suatu wilayah. IPM mencakup tiga dimensi utama: kesehatan
yang diukur melalui harapan hidup, pendidikan yang diukur melalui rata-
rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup yang
diukur melalui pendapatan per kapita. Ketiga aspek ini memberikan
gambaran holistik mengenai kemajuan suatu daerah dalam menciptakan

kehidupan yang layak bagi seluruh warganya.

Tabel III-11 Faktor Pembentuk IPM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Rata-Rata Harapan Lama Umur Harapan Pengeluaran
el Lama Sekolah Sgkolah Hidup P Perg Kapita IPM
2019 7,74 12,10 65,82 12.835 68,80
2020 7,75 12,17 65,97 12.672 68,85
2021 7,76 12,38 66,12 12.736 69,21
2022 7,79 12,40 72,15 13.157 72,47
2023 7,86 13,46 72,52 13.743 73,21

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2020-2024
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Peningkatan IPM dapat dilihat sebagai hasil dari perbaikan di semua
faktor pembentuknya. Kenaikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama
sekolah menunjukkan peningkatan dalam akses dan durasi pendidikan.
Sementara itu, peningkatan umur harapan hidup mencerminkan perbaikan
dalam kesehatan dan kualitas hidup. Kenaikan pengeluaran per kapita
menunjukkan peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan hal-
hal tersebut berikut merupakan proyeksi target IPM Kab. Hulu Sungai
Selatan pada tahun 2024 dan 2025

Tabel III-12 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

Proyeksi/Target 2024 2025

Indeks Pembangunan Manusia 73,45-73,93 73,97-74,81

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

II1.1.3.5. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator
penting dalam menilai kondisi ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah.
Indikator ini menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki
pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Tingginya tingkat
pengangguran terbuka dapat mencerminkan berbagai tantangan, seperti
kurangnya kesempatan kerja, ketidakcocokan antara keterampilan tenaga

kerja dan kebutuhan pasar, serta masalah struktural dalam perekonomian.

Tabel III-13 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk
Mencari Kerja Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Tahun Tingkat Pengangguran Jumlah Penduduk
Terbuka(%) Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa)
2019 2,43 3.032
2020 2,24 2.903
2021 2,44 3.030
2022 2,29 2.881
2023 2,12 2.813

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023, dengan
penurunan signifikan di tahun 2023 menjadi 2,12%. Penurunan ini
mencerminkan perbaikan di sektor tenaga kerja, meskipun masih di bawah
bayang-bayang tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan

perkembangan teknologi yang mempengaruhi lapangan kerja.

Dalam konteks global, isu-isu seperti otomatisasi dan perubahan
iklim terus memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja, menyebabkan
perubahan signifikan dalam permintaan keterampilan dan pola kerja. Di

daerah seperti Hulu Sungai Selatan, di mana sektor pertanian masih
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dominan, tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan ini sangat
relevan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi
penting untuk mengurangi pengangguran lebih lanjut. Berdasarkan hal-hal
tersebut diatas, berikut merupakan proyeksi target Tingkat Pengangguran

Terbuka Kab. Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 dan 2025

Tabel III-14 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Proyeksi/Target 2024 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka 2.15-2.00 2.10-1.95

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
II1.1.3.6. TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator yang paling
mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat
kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan, yang mencakup mereka yang tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan. Mengurangi
tingkat kemiskinan bukan hanya sebuah tujuan ekonomi, tetapi juga
tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki

kesempatan untuk hidup dengan layak dan bermartabat.

Tabel III-15 PO, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Qi Kedalaman Keparahan Garis
LS SRR R (] Kemiskinan (P1) Kemi:kinan (P2) Kemiskinan
2019 5,33 0,720 0,150 461.581
2020 5,17 0,510 0,090 528.622
2021 4,84 0,453 0,063 494.203
2022 4,54 0,493 0,092 516.857
2023 4,01 0,688 0,205 547.855

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami
penurunan dari 5,33% pada tahun 2019 menjadi 4,01% pada tahun 2023,
menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam mengurangi jumlah
penduduk miskin. Namun, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang,
kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat, mencerminkan
bahwa mereka yang masih miskin menjadi lebih miskin. Kenaikan garis
kemiskinan juga mengindikasikan tekanan inflasi yang memperberat beban
hidup penduduk miskin. Meskipun tingkat pengangguran menurun,
kualitas pekerjaan yang tersedia tampaknya belum cukup untuk
memperbaiki taraf hidup mereka secara signifikan. Berdasarkan hal-hal
tersebut berikut merupakan proyeksi Tingkat Kemiskinan Kab. Hulu Sungai

Selatan pada tahun 2024 dan 2025

Tabel III-16 Proyeksi Tingkat Kemiskinan

Proyeksi/Target 2024 2025

Tingkat Kemiskinan 4,24-3,96 3,96-3,86

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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II1.1.3.7. RASIO GINI

Rasio Gini adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk
mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu
wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara O hingga 1, di mana O
menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna atau merata, dan 1
menunjukkan ketimpangan yang ekstrem, di mana seluruh pendapatan
dikuasai oleh satu individu atau kelompok. Semakin rendah nilai Rasio
Gini, semakin merata distribusi pendapatan di masyarakat, yang

mencerminkan lebih sedikit kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Di Hulu Sungai Selatan, Rasio Gini menjadi perhatian penting dalam
upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah
sosial, seperti peningkatan angka kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan
menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu,
pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menurunkan Rasio Gini
melalui berbagai kebijakan yang berfokus pada pemerataan ekonomi dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel III-17 Rasio Gini Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Tahun 2019 2020 2021 2022 2023

Rasio Gini 0,288 0,300 0,275 0,260 0,290

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2024

Rasio Gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi
dari tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan perubahan dalam
ketimpangan pendapatan. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 akibat
dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kesenjangan ekonomi.
Meskipun ada penurunan pada tahun 2022, kenaikan kembali di tahun
2023 menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi tantangan.
Meskipun tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun, ketimpangan
tetap menjadi isu yang perlu diatasi untuk memastikan distribusi
pendapatan yang lebih merata. Berdasarkan hal-hal tersebut berikut
merupakan proyeksi Rasio Gini Kab. Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024
dan 2025

Tabel ITI-18 Proyeksi Rasio Gini

Proyeksi/Target 2024 2025

Rasio Gini 0,260 0,255

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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II1.1.3.8. PENURUNAN INTENSITAS GAS RUMAH KACA

Penurunan intensitas gas rumah kaca (GRK) merupakan langkah
penting dalam upaya menghadapi perubahan iklim dan menjaga kelestarian
lingkungan. Gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4),
dan nitrous oxide (N20), berkontribusi terhadap pemanasan global dengan
menjebak panas di atmosfer. Penurunan intensitas GRK berarti mengurangi
jumlah emisi gas ini per unit aktivitas ekonomi, seperti produksi energi,

transportasi, atau pertanian, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penurunan intensitas gas rumah
kaca menjadi bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah daerah menyadari bahwa menjaga keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah kunci untuk
masa depan yang lebih baik. Saat ini sedang dilakukan kajian terkait
bagaimana sumbangsih dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya-

upaya penurunan intensitas Gas Rumah Kaca.

II1.1.3.9. POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN INPUT
OUTPUT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023

Potensi Pengembangan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau (Green Economy) merupakan konsep ekonomi yang
memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial
masyarakat yang disertai dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
Istilah ekonomi hijau pertama kali dicetuskan dalam laporan “Blueprint for a
Green Economy” dari sekelompok ekonom yang ditujukan kepada
pemerintah Inggris tahun 1989 supaya mempertimbangkan konsep

pembangunan berkelanjutan.

UN Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau
sebagai konsep ekonomi yang rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan
inklusif secara sosial. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja
dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada
kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan
pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan
sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa
ekosistem. Sumber daya alam dipandang sebagai aset penting dan sumber

daya publik utamanya bagi masyarakat miskin yang mata pencahariannya
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bergantung pada sumber daya alam. Oleh sebab itu, penerapan ekonomi

hijau memiliki dampak positif bagi kehidupan sosial yang inklusif.

Ekonomi hijau merupakan konsep payung yang menaungi konsep
Ekonomi Sirkular dan Bioekonomi. Secara khusus, Ekonomi Sirkular dan
Bioekonomi berfokus pada sumber daya, sedangkan pada prinsipnya

Ekonomi Hijau mengakui peran yang mendasari seluruh proses ekologi.

Tujuan dari Ekonomi Hijau (Green Economy) di Indonesia adalah
untuk menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, serta
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengoptimalkan
kesejahteraan sosial. Beberapa tujuan utama dari Ekonomi Hijau antara

lain:

1. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) adalah salah satu tujuan
utama ekonomi hijau. Dengan beralih ke teknologi dan praktik yang
ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan efisiensi energi,
ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi kontribusi terhadap
perubahan iklim. Menurut laporan IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) terbaru, transisi menuju ekonomi hijau dapat
membantu mencapai target pengurangan emisi yang diperlukan
untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C di atas tingkat pra-
industri. (IPCC, 2021)

2. Melindungi dan Memulihkan Ekosistem
Ekonomi hijau bertujuan untuk melindungi ekosistem dan
meningkatkan keberlanjutan Dbiodiversitas dengan mengurangi
deforestasi, pencemaran, dan kerusakan habitat. Ini mencakup upaya
untuk memulihkan ekosistem yang telah rusak dan melindungi
spesies yang terancam punah. Studi oleh Global Biodiversity Outlook
(2020) menunjukkan bahwa penerapan praktik ekonomi hijau dapat
membantu memulihkan ekosistem yang terganggu dan meningkatkan
kesehatan ekosistem secara keseluruhan. (CBD, 2020)

3. Mendorong Penggunaan Sumber Daya yang Efisien
Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengurangi
limbah, mempromosikan daur ulang, dan memanfaatkan sumber
daya secara efisien adalah tujuan utama ekonomi hijau. Ini termasuk

efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan bahan baku.
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Laporan oleh Ellen MacArthur Foundation (2023) menekankan bahwa
model ekonomi sirkular, yang merupakan bagian dari ekonomi hijau,
dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan meminimalkan
limbah, serta memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan.
(Ellen MacArthur Foundation, 2023)

4. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Manusia
Ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dengan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan
aman. Ini mencakup penyediaan akses yang lebih baik ke air bersih,
udara yang bersih, dan ruang hijau. Penelitian oleh WHO (World
Health Organization) menunjukkan bahwa lingkungan yang lebih
bersih dapat mengurangi penyakit terkait polusi dan meningkatkan
kesehatan masyarakat. (WHO, 2022)

5. Menciptakan Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi
Berkelanjutan
Ekonomi hijau berupaya menciptakan lapangan kerja baru dan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempromosikan
sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan, teknologi lingkungan,
dan pertanian berkelanjutan.Laporan oleh International Labour
Organization (ILO) (2023) menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi
hijau dapat menciptakan jutaan pekerjaan baru dan berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (ILO,
2023)

6. Meningkatkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
Memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial terhadap dampak
perubahan iklim adalah tujuan penting dari ekonomi hijau. Ini
termasuk adaptasi terhadap kondisi cuaca ekstrem dan perencanaan
mitigasi risiko.
Menurut laporan oleh United Nations Environment Programme (UNEP)
(2022), penerapan strategi ekonomi hijau dapat meningkatkan
ketahanan terhadap perubahan iklim dan mengurangi kerentanan

terhadap bencana alam. (UNEP, 2022).

Sampai saat ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus melakukan
upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dari
ekonomi hijau di pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salah
satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kajian melalui analisa input-

output, namun masih terdapat keterbatasan pada analisa yang telah
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dilakukan dimana analisa-analisa yang ada saat ini belum
memperhitungkan terkait beban emisi dari setiap sektor yang diuji.
Walaupun belum terdapat pendekatan terkait perhitungan emisi secara
detail, kebijakan yang akan diambil serta kegiatan yang dilaksanakan di
lapangan akan berpegang teguh terhadap prinsip pengurangan emisi

karbon.
Analisis Pengganda Output

Di dalam analisis Tabel Input-Output, terdapat beberapa angka
pengganda yang diturunkan dari Tabel Input-Output yang tersedia. Nilai-
nilai pengganda ini sangat bermanfaat bagi perencana pembangunan di
daerah dalam mengamati seberapa besar perubahan output suatu sektor
jika terjadi perubahan pada permintaan akhir. Salah satu yang akan
dibahas pada bab ini adalah pengganda output. Angka pengganda output
merupakan nilai total dari output yang dihasilkan perekonomian suatu
wilayah untuk memenuhi perubahan permintaan akhir suatu sektor
sebesar 1 unit moneter. Angka pengganda output merupakan angka
keterkaitan ke belakang (Backward Linkage) yang akan dibahas pada bagian

selanjutnya. Angka pengganda output bisa dirumuskan sebagai berikut:

0;= ) gij

n
i=1

Dimana 0Oj merupakan angka pengganda output sektor j dan gij
merupakan elemen dari matriks kebalikan Leontief. Angka pengganda
output di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 bisa dilihat pada

gambar berikut :
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Gambar III-3 Grafik Angka Pengganda Output Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2023

Pengadaan Listrik dan Gas
Akomodasi

Industri

Informasi Komunikasi
Jasa Kesehatan
Konstruksi

Jasa Perusahaan
Transportasi
Pertambangan
Administrasi Pemerintahan
Jasa Lainnya
Perdagangan

Jasa Pendidikan

Real Estate

Pertanian

Jasa Keuangan

Sumber : Laporan Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Interpretasi angka pengganda output pada Gambar 2 yaitu: jika nilai
permintaan akhir sektor Pengadaan Listrik dan Gas naik 1 miliar rupiah,
maka output perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan
meningkat secara keseluruhan sebesar 1,63 miliar rupiah. Tiga teratas
angka pengganda output di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023
adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum, dan Industri Pengolahan. Sedangkan sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan termasuk kedalam tiga angka pengganda output
terendah dengan nilai 1,13. Rendahnya nilai angka pengganda output pada
sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini menggambarkan masih

rendahnya serapan input dari sektor-sektor lainnya pada sektor ini.
Analisis Pengganda Pendapatan

Analisis pengganda pendapatan merupakan turunan lainnya dari analisis
Tabel Input-Output. Angka pengganda pendapatan berguna untuk
memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap pendapatan rumah
tangga. Pada analisis ini bisa dilihat sektorsektor mana yang bisa lebih
memberikan kenaikan pendapatan pada rumah tangga jika dilakukan
intervensi oleh pemerintah daerah, sehingga secara tidak langsung bisa
digunakan untuk arah kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat. Di

dalam penyusunannya, diperlukan data balas jasa tenaga kerja sektoral
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yang berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Penghitungan angka pengganda pendapatan menggunakan rumus berikut:
P = [l — Al

Dimana P merupakan matriks bujur sangkar pengganda pendapatan

A

berdimensi sebanyak sektor, ¥ merupakan matriks diagonal koefisien
upah/gaji (upah/gaji dibagi total input), [[ — A]-1 adalah matriks kebalikan
leontief. Dan angka pengganda pendapatan sektoral bisa didapatkan dengan

rumus berikut:

P — =1 Dij
g ?:1 kp}

Dimana Pj merupakan angka pengganda pendapatan sektor j, pij
merupakan elemen dari matriks pengganda pendapatan, dan kpj
merupakan koefisien pendapatan sektor j yang diperoleh dengan cara

membagi nilai upah/gaji dengan total input. Angka

Gambar III-4 Grafik Angka Pengganda Pendapatan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2023
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Sumber : Laporan Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Angka pengganda pendapatan pada Gambar III-3 adalah: untuk setiap
tambahan 1 miliar rupiah pendapatan pekerja pada sektor Industri

Pengolahan, akan menciptakan pendapatan Kabupaten Hulu Sungai
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Selatan sebesar 2,96 miliar rupiah. Di sini terlihat bahwa sektor Industri
Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki angka pengganda
pendapatan paling besar di antara sektor lainnya.. Hal ini berarti
kenaikan/penurunan permintaan akhir pada sektor Industri Pengolahan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat mempengaruhi
kenaikan/penurunan pendapatan seluruh sektor perekonomian di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan yang merupakan salah satu sektor penopang perekonomian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati peringkat 4 terendah. Hal ini
tentu dipengaruhi salah satunya oleh relatif rendahnya angka pengganda
output sektor ini, sehingga kaitannya dengan pendapatan sektor lain juga
relatif rendah. Sektor Pertambangan dan Penggalian yang tercatat
menyumbangkan proporsi terbesar di perekonomian Kabupaten Hulu
Sungai Selatan menempati urutan ke 4 tertinggi pengganda pendapatan.
Meskipun memberikan kontribusi yang bagus bagi perekonomian dan
pendapatan masyarakat, aspek keberlanjutan dari sektor ini juga perlu
dipertimbangkan, mengingat komoditas hasil pertambangan bukan

merupakan sumber daya yang bisa diperbarui.
Analisis Keterkaitan ke Depan (Forward Linkage)

Output yang dihasilkan suatu sektor dalam perekonomian tentu tidak
terlepas dari peranan sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, dalam
peningkatan produksi mobil tentu diperlukan adanya masukan bahan
pendukung seperti ban, kaca, komponen elektronik, Output yang dihasilkan
suatu sektor dalam perekonomian tentu tidak terlepas dari peranan sektor-
sektor lainnya. Sebagai contoh, dalam peningkatan produksi mobil tentu
diperlukan adanya masukan bahan pendukung seperti ban, kaca,
komponen elektronik, dan lain-lain. Dalam memproduksi ban, juga
diperlukan adanya peran industri pengolahan karet yang tentu juga tidak
lepas dari output perkebunan karet. Hal ini memperlihatkan adanya
rangkaian keterkaitan yang bisa dilihat sebagai keterkaitan ke belakang dan
ke depan. Ban terkait secara langsung ke depan dengan produksi mobil.
Selain itu ban juga terkait secara langsung ke belakang dengan produksi
karet. Di dalam Tabel Input-Output, keterkaitan-keterkaitan seperti ini

biasa dikenal sebagai Forward dan Backward Linkage.

Forward Linkage atau keterkaitan ke depan merupakan alat analisis

untuk
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mengetahui derajat keterkaitan antara suatu sektor yang menghasilkan
output yang digunakan sebagai input oleh sektor lain. Forward Linkage

dirumuskan sebagai berikut

n
FL; = Z 9ij
=1

Dimana FLi adalah Forward Linkage sektor i dan gij merupakan
elemen matriks kebalikan Leontief. Berikut disajikan Forward Linkage

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023.

Gambar III-5 Grafik Angka Forward Linkage Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2023
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Sumber : Laporan Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Besaran angka Forward Linkage sebesar 1,67 pada sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan bisa diartikan: kenaikan output pada sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sebesar 1,67 miliar rupiah jika
permintaan akhir pada setiap sector lainnya di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan naik sebesar 1 miliar rupiah. Untuk sector Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan memiliki angka Forward Linkage terbesar dari seluruh sektor
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa

sektorsektor lain banyak menyerap output dari sektor ini sebagai input
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sektor tersebut. Sedangkan sektor dengan angka Forward Linkage terkecil
adalah sektor Jasa Pendidikan yang memiliki nilai sebesar 1,02. Kecilnya
angka Forward Linkage pada sektor ini tidak otomatis berarti bahwa sektor
ini tidak begitu diperlukan di perekonomian tapi mungkin saja lebih banyak
diserap di permintaan akhir contohnya oleh rumah tangga karena

konsumen akhir dari pendidikan adalah rumah tangga.
Analisis Keterkaitan ke Belakang (Backward Linkage)

Angka keterkaitan ke belakang atau Backward Linkage merupakan
alat analisis yang melihat keterkaitan yang bersumber dari mekanisme
penggunaan input produksi. Dikarenakan konsepnya yang sama dengan
pengganda output, Backward Linkage dan pengganda output memiliki
rumus yang juga sama. Dimana Backward Linkage menggambarkan
besarnya perubahan output seluruh perekonomian akibat kenaikan 1 unit

moneter permintaan akhir pada suatu sektor.
Pemetaan/Identifikasi Industri Unggulan (Key Sector)

Keterkaitan antar sektor merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki
oleh suatu sector tumpuan perekonomian. Biasanya sektor tumpuan seperti
ini bisa menyebarkan dampaknya ke dalam berbagai aktivitas
perekonomian dengan cepat dan masif sehingga bisa menggerakkan roda
perekonomian. Konsep seperti inilah yang digunakan sebagai dasar
penentuan sektor kunci dalam perekonomian. Untuk itu di dalam analisis
Tabel Input Output digunakan angka keterkaitan ke depan dan ke belakang
yang digambarkan ke dalam suatu indeks yang dinamakan Indeks Forward
Linkage dan Indeks Backward Linkage. Rumus yang digunakan adalah

sebagai berikut :

Bl - YiL19ij
1Y gij

Yi19ij
1/n%iYjgij

IFL; =

di mana IBLj merupakan Indeks Backward-Linkage sektor ke j (posisi kolom
pada tabel input-output), IFLi merupakan Indeks Forward-Linkage sektor ke

[ (posisi baris pada tabel input-output), dan gij merupakan komponen dari
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matriks kebalikan Leontief. Suatu sektor dianggap sektor kunci jika
memiliki IBL dan IFL lebih dari 1, dikarenakan sektor tersebut dianggap
mampu merangsang sekaligus memenuhi permintaan akhir lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata sektor lainnya. Pemetaan sektor kunci dan

non-kunci bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar III-6 Grafik Pemetaan Sektor Kunci dan Non-Kunci Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
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Sumber : Laporan Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sektor-sektor kunci di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun
2023 yang teridentifikasi dari Gambar 6 adalah Industri Pengolahan (C),
Pengadaan Listrik dan Gas (D), Konstruksi (F), serta Informasi dan
Komunikasi (J). Sektor Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas,
serta Konstruksi juga teridentifikasi sebagai sektor kunci di level Provinsi
Kalimantan Selatan pada tahun data 2016. Namun yang berbeda di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hadirnya sektor Informasi dan
Komunikasi. Perkembangan pesat dari digitalisasi segala sendi
perekonomian tercermin pada teridentifikasinya sektor Informasi dan
Komunikasi sebagai sektor kunci pada perekonomian Kabupaten Hulu
Sungai Selatan. Hal ini hendaknya diartikan sebagai kesempatan untuk
berakselerasi bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memajukan

perekonomian sekaligus digitalisasi di berbagai sektor.

Selain sektor kunci, juga terindentifikasi sektor hulu, yaitu sektor
yang memiliki Indeks Backward Linkage > 1 yaitu sektor Pengadaan Air (E),
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I), dan Jasa Kesehatan (Q).
Selain itu sektor hilir, yaitu sektor yang memiliki Indeks Forward Linkage >

1 antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A),Selain sektor kunci,
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juga terindentifikasi sektor hulu, yaitu sektor yang memiliki Indeks
Backward Linkage > 1 yaitu sektor Pengadaan Air (E), Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum (I), dan Jasa Kesehatan (Q). Selain itu sektor
hilir, yaitu sektor yang memiliki Indeks Forward Linkage > 1 antara lain

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A),

II1.1.3.10.ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2025

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2025 dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif
pasca pandemi Covid-19 berfokus pada 3 sektor yaitu sektor pertanian,
UMKM dan Pariwisata secara detail arah kebijakannya adalah sebagai

berikut :

SEKTOR PERTANIAN

Optimalisasi Lahan Pertanian

Mengingat luasnya lahan sawah irigasi dan non-irigasi yang ada di
Hulu Sungai Selatan, kebijakan ekonomi harus difokuskan pada
optimalisasi penggunaan lahan pertanian. Ini termasuk meningkatkan
efisiensi irigasi dan memperkenalkan teknologi pertanian modern untuk

meningkatkan hasil panen padi dan tanaman pangan lainnya.
Diversifikasi Tanaman

Diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura perlu dilakukan
untuk mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan nilai tambah
produk pertanian. Kebijakan ini juga harus mencakup pelatihan dan
pendampingan kepada petani dalam mengembangkan tanaman bernilai

ekonomi tinggi seperti hortikultura dan tanaman perkebunan.
Penguatan Rantai Pasok

Pengembangan infrastruktur pertanian, seperti jalan akses ke lahan
pertanian, pasar, dan fasilitas penyimpanan, harus ditingkatkan untuk
memperkuat rantai pasok dari petani ke pasar. Ini juga akan mendukung

peningkatan PDRB melalui sektor pertanian.

Berdasarkan data input-output, sektor pertanian memiliki kontribusi
yang signifikan terhadap PDRB. Pengembangan sektor ini dengan kebijakan
yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan memberikan dampak

langsung pada peningkatan PDRB.
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USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
Peningkatan Akses Modal dan Pelatihan

Kebijakan ini harus memfasilitasi akses yang lebih mudah ke modal
kerja dan kredit mikro bagi pelaku UMKM. Selain itu, pelatihan dalam
manajemen bisnis, pemasaran digital, dan inovasi produk akan

meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal dan regional.
Pengembangan Klaster Industri

Fokus pada pengembangan klaster industri berbasis komoditas
unggulan lokal seperti dodol Kandangan dan kerajinan anyaman. Klaster ini
akan membantu menciptakan sinergi antar-pelaku usaha dan

mempermudah distribusi produk.
Pemasaran dan Branding Produk Lokal

Peningkatan promosi produk lokal dengan branding yang kuat untuk
menciptakan identitas produk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik di
pasar nasional maupun internasional. Ini akan berdampak pada

peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB.

UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan
pendapatan bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang mendukung
pertumbuhan UMKM, kontribusi sektor ini terhadap PDRB akan meningkat,

terutama dalam sektor industri pengolahan dan perdagangan.

PARIWISATA BERKELANJUTAN

Pengembangan Ekowisata

Mengingat potensi besar dari kawasan Pegunungan Meratus dan
Loksado, pengembangan ekowisata harus menjadi prioritas. Kebijakan ini
harus mencakup pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal
sebagai pemandu wisata, dan peningkatan fasilitas wisata yang ramah

lingkungan.
Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Peningkatan aksesibilitas ke destinasi wisata melalui pembangunan
dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya akan
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Konsep "Diamond Triangle"
yang mencakup pengembangan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I

dan II perlu didukung secara penuh.
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Pelestarian Budaya Lokal

Pengembangan wisata berbasis budaya seperti festival adat, upacara
tradisional, dan seni lokal perlu didorong untuk meningkatkan daya tarik
wisata. Kebijakan ini harus mendukung keberlanjutan budaya lokal dan
memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat. Dengan
pengembangan yang tepat, pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan
ekonomi baru bagi Hulu Sungai Selatan. Dampak langsungnya adalah
peningkatan kontribusi sektor jasa, perdagangan dan akomodasi makan-

minum pada PDRB, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Pengembangan eco-tourism, edu-tourism, etnic-tourism dan
penyelenggaraan festival-festival dengan skala provinsi dan nasional, seperti
jungle trekking, air terjun, air panas Tanuhi, festival Loksado, bamboo
rafting, rumah adat/balai, dan upacara pesta adat/aruh ganal; Peningkatan
jalan menuju destinasi pariwisata/obyek wisata sesuai dengan lingkup
kewenangan secara berjenjang dari level pemerintah desa, pemerintah
kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; Pengembangan
usaha kecil dan menengah, fasilitasi jaringan permodalan dan legalitas

usahanya.

Hal di atas ditempuh melalui integrasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada berbagai urusan pemerintahan sesuai kewenangan, dalam
rangka meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas

program kegiatan untuk pencapaian sasaran prioritas daerah.

Menyelenggarakan pelayanan publik secara online melalui mal
pelayanan publik untuk memudahkan akses perijinan dalam rangka
meningkatkan investasi di daerah. Berdirinya pelayanan terpadu generasi
ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah
pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap
lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan
swasta dalam satu gedung. Merupakan suatu perjalanan pembaharuan
sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Perlu diketahui, generasi pertama layanan terpadu di Indonesia
adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kemudian berevolusi menjadi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua.
Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga dapat memayungi PTSP tanpa

mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru
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diperluas sebagai motor penggerak MPP. Pelayanan dalam MPP
dikombinasikan menggunakan teknologi informasi sebagai jawaban atas
tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia. Dengan
penggunaan teknologi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses

dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memberikan
perhatian untuk tetap menjaga kestabilan daya beli masyarakat khususnya
pada masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan melaksanakan program

untuk jaring pengaman sosial.

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam
pengelolaan inflasi, terutama dalam manajemen pasokan barang dengan
memadukan kebijakan fiskal daerah, pusat dan kebijakan moneter.
Infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dan intervensi kebijakan tata
niaga sinergitas antar-instansi dalam mengendalikan harga komoditas
strategis.

Pergerakan inflasi lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah
terkait harga dan lonjakan harga komoditas pangan. Kedua hal tersebut
lebih terkait dengan sisi pasokan barang sehingga diperlukan peran
pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan.

Untuk menciptakan inflasi yang rendah perlu perpaduan kebijakan
antara pemda dan otoritas moneter, karena inflasi tidak hanya terkait faktor
uang beredar yang berkaitan dengan kebijakan moneter. kebijakan tata
niaga yang panjang juga menyebabkan inflasi rentan berfluktuasi, terutama
untuk "volatile foods". Struktur pasar yang terdistorsi dan informasi pasar
yang tidak simetris akan membuat tata niaga menjadi rumit dan panjang.

Dalam kaitan inflasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
juga melakukan intervensi dalam memutus mata rantai perdagangan
komoditas pertanian dengan langsung menghubungkan petani produsen ke
industri selaku pemakai komoditas, sehingga jalur distribusi semakin
pendek yang dampaknya harga lebih stabil dan kesejahteraan petani
meningkat.

Selain itu, kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan yang terkait dana pembangunan infrastruktur juga berpengaruh,
karena bisa mengefisienkan jalur distribusi untuk menekan harga. Setiap
tahun membangun berkilometer jalan hingga ke desa-desa meliputi
pegunungan, dataran dan rawa, sangat berperan dalam mengendalikan

inflasi dari sisi pasokan.
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Secara umum skema pengembangan ekonomi di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan yang akan digunakan adalah skema Petik-Oleh-Promo-
Kemas-Jual dimana perputaran komoditas dari bahan mentah hingga
menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi berada di lingkup
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan target pasarnya adalah pengunjung
kawasan-kawasan pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dan kabupaten/kota sekitar di areal pulau Kalimantan.

Tabel III-19 Skema Pengembangan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Selatan

Mewujudkan UMKM

Naik Ketas

17.500 buah / tahun

' W Wisata Religi
Guru Kapuh

95 ton / tahun

Wisata Eelrigi o Wisata Religi
Datu Taniran Datu Ahmad balimau

e 1Y),
Es o
Wisata KampungKu

Paafa//&y, 1Pe7

SIOPEN_HSS il SN dr ol Mrel

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan adanya keseimbangan terhadap
ekosistem lingkungan, dimana dari aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh
masyarakat dipastikan tidak memiliki dampak/ merusak kelestarian
lingkungan hidup. Pembangunan di bidang ekonomi perlu dibarengi dengan
pembangunan sektor lingkungan, agar terwujud pembangunan yang

berkelanjutan.

III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan
keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan
pertanggungjawaban keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan

penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait
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langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan

dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.
Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan:

1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal,
3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi

dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Dalam rangka menjawab tantangan serta prospek perekonomian
daerah tahun 2024 maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung
kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan
keuangan daerah pada hakikatnya merupakan pengaturan instrumen fiskal
daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta
pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian
prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan
kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan
daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta

berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sebagaimana amanat
peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, maka
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD,
dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah
daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta
kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan
tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan
dan struktur belanja daerah yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi dan

efektivitas.

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri

keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio
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keuangan APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai
oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya,
sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis
keuangan daerah diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk melihat
pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran
yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, analisis
keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang
kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai
penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan adanya analisa yang baik
terhadap sumber-sumber pembiayaan daerah yang tersedia, maka
pemerintah daerah dapat menyusun rencana kerja pemerintah daerah
dengan efektif dan efisien dalam rangka menetapkan kinerja yang ingin

dicapai.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, karena itu
maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan
laporan keuangan pemerintah daerah. Diperlukan pemahaman yang baik
tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga)

tahun sebelumnya.

II1.2.1 Evaluasi atas Hasil Perhitungan Keuangan Daerah RKPD Tahun
2025

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPD dalam
menentukan kapasitas keuangan daerah serta penyesuaian yang dilakukan.
Hal ini menjadi salah satu dasar penyusunan dan penentuan kapasitas

daerah di 2025.

evaluasi/catatan atas perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun 2025

keuangan Tahun Anggaran Gambaran umum

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel III-20 Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan
Daerah RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Uraian

Proyeksi RPD
Tahun
Rencana

Proyeksi RKPD

Selisih Lebih/
(Kurang)

Catatan

PENDAPATAN DAERAH

1.137.328.470.151

1.368.041.209.000

230.712.738.849

Pendapatan Asli Daerah

171.069.962.333

203.671.672.000

32.601.709.667

Pajak Daerah

18.464.347.281

18.464.347.000

-281

Retribusi Daerah

8.703.653.119

145.114.360.000

136.410.706.881

Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan

6.717.264.679

6.717.265.000

321

Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah

137.184.697.253

33.375.700.000

-103.808.997.253

Pemindahan
Rekening sebagian
dari BLUD ke
Retribusi Daerah

Pendapatan Transfer

966.233.507.818

1.164.344.537.000

198.111.029.182

Transfer Pemerintah
Pusat

891.643.381.297

1.089.754.411.000

198.111.029.703
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Uraian

Proyeksi RPD
Tahun
Rencana

Proyeksi RKPD

Selisih Lebih/
(Kurang)

Catatan

Dana Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak

283.072.264.217

461.030.800.000

177.958.535.783

Asumsi terdapat
Peningkatan Dana
Bagi Hasil, lebih
Tinggi dari Hasil
Proyeksi.

Dana Alokasi Umum

501.197.404.080

519.129.316.000

17.931.911.920

Asumsi
Peningkatan Dana
Alokasi Umum,
lebih Tinggi dari
Hasil Proyeksi.

Dana Alokasi Khusus DAK belum
(DAK) Fisik dianggarkan,
) ) " | Menunggu
Informasi Resmi
Dana Alokasi Khusus DAK belum
(DAK) Non Fisik dianggarkan,
) ) " | Menunggu

Informasi Resmi

Dana Insentif Daerah

Pada RKPD 2025

(DID) - - - | DID tidak
diperhitungkan

Dana Desa Asumsi RKPD
menggunakan

107.373.713.000

109.594.295.000

2.220.582.000

asumsi pendapatan
tahun sebelumnya

Transfer Antar Daerah 74.590.126.000 74.590.126.000 0
Pendapatan Bagi Hasil 74.590.126.520 74.590.126.000 -520
Lain-lain pendapatan 25.000.000 25.000.000 0
daerah yang sah

Pendapatan Hibah 25.000.000 25.000.000 0

PENDAPATAN DAERAH

1.137.328.470.150

1.368.041.209.000

230.712.738.850

Penerimaan 97.559.343.000 | 268.509.307.000 | 170.949.964.000
Pembiayaan

JUMLAH PROYEKSI

PENERIMAAN 1.234.887.813.150 | 1.636.550.516.000 | 401.662.703.000

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Jika dilihat dari tabel di atas, jika proyeksi penerimaan riil yang

ditargetkan dalam RKPD dibandingkan dengan data RPD terdapat selisih
tambah sebesar Rp. 401.662.703.000,00. Perbedaan ini disebabkan adanya
perbedaan asumsi yang dipakai dalam menyusun proyeksi penerimaan
RKPD TA.2025. Selisih ini banyak dipengaruhi dari penerimaan dana
transfer pemerintah pusat dan proyeksi SILPA.

Pada pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdapat selisih
198.111.029.703,00. Pertambahan ini disebabkan
Hasil

kurang sebesar Rp.

adanya perbedaan asumsi yang dipakai. Untuk Dana Bagi

diproyeksikan dengan melihat rata-rata realisasi 3 tahun terakhir dan
memperhitungkan kondisi perekonomian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk

kehati-hatian pemerintah daerah dalam menentukan target, karena

sebagaimana diketahui bahwa DAU dan DBH penentuannya merupakan

wewenang  pemerintah  pusat. dan sangat terkait dengan

kemampuan/capaian penerimaan pemerintah pusat serta

mempertimbangkan kebijakan lainnya.

Pada RKPD 2025 objek pendapatan Dana Alokasi Khusus (Fisik dan

Non Fisik) dan Dana Insentif Daerah (DID) dalam proyeksi RKPD
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diasumsikan nihil. Nilai DAK dan DID akan dimasukkan setelah mendapat
kepastian nilai yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan.

Objek penerimaan daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam
RKPD TA.2025 diproyeksikan sebesar Rp 268.509.307.000,00. Sedangkan
proyeksi dalam RPD sebesar Rp 97.559.343.000,00. Terdapat selisih lebih
sebesar Rp. 170.949.964.000,00. Pada proyeksi dalam RKPD TA.2025
diperkirakan ada kenaikan dibanding dengan sisa lebih perhitungan

anggaran dalam Proyeksi RPD APBD TA.2025.
III.2.2 Analisis dan Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Analisis dan perhitungan kapasitas keuangan daerah dalam RKPD
dilakukan untuk mengetahui dana yang tersedia untuk menentukan pagu
indikatif yang akan direncanakan. Untuk menentukan kapasitas keuangan
daerah maka diperlukan beberapa data realisasi penerimaan, realisasi
pengeluaran, belanja dan pengeluaran wajib daerah, asumsi-asumsi yang
dipakai serta juga kontribusi setiap objek pendapatan dalam membentuk
penerimaan daerah. Data tersebut kemudian dianalisis dan selanjutnya

digunakan untuk membuat perhitungan kapasitas riil keuangan daerah
II1.2.2.1. Pertumbuhan Neraca Daerah

Untuk mengentahui rata-rata pertumbuhan neraca Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan selama tiga tahun terakhir dapat di lihat dalam tabel

berikut :
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Tabel III-21 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2020-2023

Tahun Rata-Rata
INO Uraian Pertumbuhan
2020 2021 2022 2023 (%)

1 | ASET 3.485.326.375.058,37 | 3.535.006.623.283,38 | 4.109.934.014.515,79 | 3.901.819.873.490,03
Aset Lancar 395.740.541.491,97 300.479.365.657,66 584.167.691.848,16 461.278.134.689,88 16,43
Investasi Jangka Panjang 87.548.450.074,96 88.392.391.429,69 107.257.319.919,61 89.021.341.839,44 1,77
Aset Tetap 2.993.686.015.370,44 3.135.870.443.805,03 3.261.021.317.562,02 3.160.352.349.464,71 1,88
Dana Cadangan 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0o
Aset Lainnya 8.351.368.121,00 10.264.422.391.00 147.487.685.186,00 181.168.047.496,00 460

2 | HUTANG 74.326.063.069,00 68.129.947.361,50 39.139.516.441,3 59.847.165.024,00 0,67
Hutang Jangka Pendek 74.326.063.069,00 68.129.947.361,50 39.139.516.441,3 59.847.165.024,00 0,67
Hutang Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 | EKUITAS DANA 3.411.000.311.989,37 | 3.466.876.675.921,88 | 4.070.794.498.074,49 | 3.841.972.708.466,03 4,48
Total Hutang dan Ekuitas Dana 3.485.326.375.058,37 | 3.535.006.623.283,38 | 4.109.934.014.515,79 | 3.901.819.873.490,03 4,21

Sumber : BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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Rata-rata pertumbuhan neraca daerah selama tiga tahun sebelumnya
sebesar 4,21%. Total aset sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp
3.901.819.873.490,03. Sementara itu kewajiban pada tahun 2023
berjumlah Rp 59.847.165.024,00 yang berasal dari kewajiban jangka
pendek yang harus diselesaikan segera. Ekuitas dana kumulatif di tahun

2023 sebesar Rp 3.841.972.708.466,03.
II1.2.2.2. Analisis Sumber Penerimaan Daerah

Dalam rangka mendapatkan gambaran tentang proyeksi penerimaan
daerah pada Tahun Anggaran 2025, maka dibuat data terkait pertumbuhan
pendapatan, persentase sumber pendapatan, kinerja realisasi pendapatan
dan perbandingan dengan proyeksi pada saat penyusunan RPD tahun
rencana. Sehingga proyeksi yang disusun menjadi lebih realistis dan penuh

perhitungan yang logis, analitik dan sistematis.
I11.2.2.2.1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama tiga tahun sebelumnya

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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URAIAN TAHUN RATA-RATA
2020 2021 2022 2023

PENDAPATAN 1.233.352.225.419 | 1.342.584.283.395 | 1.574.664.804.699 | 1.730.043.230.546,90 12,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 226.509.863.751 247.687.934.566 166.648.956.470 210.796.181.341,90 1,04
Pajak Daerah 12.046.129.929 13.543.126.921 17.300.630.534 17.998.220.856 14,73
Hasil Retribusi Daerah 8.473.759.994 6.608.175.981 6.954.800.741 5.974.690.084 -10,29
g?;iislgﬁlaggl"laan Kekayaan Daerah Yang 4.801.193.114 6.091.259.048 6.709.172.614 7.004.148.066 13,80
Lain-Lain PAD Yang Sah 201.188.780.714 221.445.372.616 135.684.352.581 179.819.122.335 1,29
PENDAPATAN TRANSFER 864.401.301.956 | 1.003.434.645.997 | 1.287.225.546.539 1.519.119.110.934 20,79
Dana Bagi Hasil 222.382.834.194 197.773.311.486 496.097.967.547 516.848.898.723 47,99
Dana Alokasi Umum 482.100.383.000 474.753.627.000 473.900.465.240 519.129.316.000 2,61
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 159.918.084.762 71.332.731.438 99.596.304.042 72.494.799.000 9,18
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - 87.753.043.073 98.259.299.710 130.536.351.000 11,47
DID - 53.518.401.000 11.572.948.000 39.106.934.000 43,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 142.441.059.712 91.461.702.832 120.790.301.690 127.938.271 -34,54
Pendapatan Hibah - - - - -
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - - 441.000.000 108.000.000 -25,17
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat 61.628.100 55.024.550 35.542.441 19.938.271 -26,43
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 67.656.767.612 68.817.570.282 120.313.759.249 - -7,82
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 74.722.664.000 22.589.108.000 - - -56

Sumber: BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
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tabel di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong baik yaitu rata-rata 12 %.

Dari atas tampak bahwa pertumbuhan pendapatan

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pertumbuhan

pendapatan terjadi cukup signifikan, yaitu sebesar 8,86% dan 17,29%.

Pertumbuhan pendapatan yang terbesar terjadi pada Tahun 2023,
yaitu sebesar 12 % yang dipicu oleh adanya peningkatan Dana Bagi Hasil
dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dimana pada Tahun 2022
Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat meningkat dari Rp 496.097.967.547,-
pada Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 516.848.898.723, demikian juga
Rp

Dana sebesar

11.572.948.000,-
kenaikan menjadi Rp 39.106.934.000,- atau 43,72%.

Insentif Daerah pada Tahun Anggaran 2022

sedangkan pada Tahun anggaran 2023 mengalami

Namun disisi lain pendapatan daerah, dari Pendapatan Asli Daerah
pada Hasil Retribusi Daerah cenderung mengalami penurunan. Rata-rata

penurunan yang terjadi sejak Tahun Anggaran 2023 adalah -10,29%.
II1.2.2.2.2. Proporsi Pendapatan Daerah

Gambaran tentang proporsi sumber pendapatan dilakukan untuk
mengetahui kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap pendapatan
keseluruhan. Melalui data ini diharapkan dapat membantu untuk
menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka menyusun rencana
kerja daerah. Di bawah ini disajikan Tabel Proporsi Pendapatan Daerah

selama tiga tahun sebelumnya:

Tabel III-23 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2020-2023

Uraian APBD 2020 | APBD 2021 | APBD 2022 | APBD 2023
(%) (%) (%) (%)

PENDAPATAN 100,00 100,00 100,00 100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 14,95 18,45% 10,58% 18,66%
Pajak Daerah 0,89 1,01% 1,10% 1,28%
Hasil Retribusi Daerah 0,62 0,49% 0,44% 0,80%
Hasil Pengelol.aa'm Kekayaan 0,35 0,45% 0,43% 0.47%
Daerah yang Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli 13,08 16,49% 8,62% 16,10%
Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN 63,85 61,94% 81,75% 81,39%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 16,43 14,73% 31,50% 25,91%
Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum 35,61 35,36% 30,10% 46,80%
Dana Alokasi Khusus 11,81 11,85% 6,32% 8,31%
;AA?(;L? ;ﬂ PENDAPATAN 21,20 19,61% 6,24% 0,002%
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Otonomi Khusus

Uraian APBD 2020 | APBD 2021 | APBD 2022 | APBD 2023
(%) (%) (%) (%)
Pendapatan Hibah 1,81 1,69% 0,73% 0,002%
Eang Bagl Hasil Pajak dari 5,19 5.13% 7.67% 0%
rovinsi
Dana Penyesuaian dan 14,19 12.80% 0% 0%

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan 2024

II1.2.2.2.3. Kinerja Realisasi Pendapatan

Untuk Untuk mengetahui capaian kinerja pendapatan daerah selama

tiga tahun sebelumnya, data dilihat dari tabel berikut ini:
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Tabel III-24 Kinerja Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2023

2021 2022 2023
Uraian Kinerja Kinerja Kinerja
Anggaran Realisasi Realisasi Anggaran Realisasi Realisasi Anggaran Realisasi Realisasi
(%) (%) (%)
PENDAPATAN 1.275.769.551.357,00 1.342.593.283.396 105,24 1.381.523.564.269,00 | 1.574.848.507.549,88 113,99 1.419.188.306.785,00 | 1.730.043.230.946,90 121,90

247.696.934.566,62

206.391.856.348,00

166.386.113.020,88

200.352.532.589,00

210.796.181.341,90

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

202.239.285.720,00

Pajak Daerah 14.310.773.000,00 13.542.126.921,00 | 94,63 16.618.459.998,00 17.300.630.533,90 104,10 16.690.100.000,00 17.998.220.856,00 | 107,84
gzzlrlaiembum 8.675.139.600,00 6.608.175.981,00 76,17 9.865.558.800,00 6.818.208.641,00 69,11 8.912.127.600,00 5.974.690.084,00 | 67,04
Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah 6.004.500.000,00 6.091.259.048,00 | 101,44 6.709.172.614,00 6.713.672.614,00 100,07 6.999.648.066,00 7.004.148.066,00 | 100,06
yang Dipisahkan

Lain-Lain

Pendapatan Asli 173.248.873.120,00 | 221.455.372.616,62 | 127,83 173.198.664.936,00 135.553.601.231,98 78,26 167.750.656.923,00 179.819.122.335,90 | 107,19

Daerah yang Sah
DANA
PERIMBANGAN

803.056.832.637,00

831.612.712.997,00

978.725.208.921,00

1.168.300.582.839,00

996.650.558.196,00

1.234.633.624.682,00

Dana Bagi Hasil 147.921.915.000,00 | 197.773.311.486,00 | 133,70 285.809.466.000,00 496.224.513.847,00 173,62 272.080.223.200,00 516.848.898.723,00 | 189,96
Bzrfn‘f‘l"k“i 474.753.627.000,00 | 474.753.627.000,00 | 100,00 473.900.465.300,00 473.900.465.240,00 100,00 491.370.004.000,00 491.370.004.000,00 | 100,00
Dana Alokasi

Khusus (DAK) - 75.005.747.637,00 71.332.731.438,00 | 95,10 101.910.247.688,00 99.395.904.042,00 97,53 108.892.754.102,00 104.943.218.466,00 | 96,37
Fisik

Dana Alokasi

Khusus (DAK) — 105.375.543.000,00 | 87.753.043.073,00 83,28 117.105.029.933,00 98.779.699.710,00 84,35 124.307.576.894,00 121.471.503.493,00 | 97,72
Non Fisik

Pendapatan

Transfer 171.821.933.000,00 | 171.821.933.000,00 | 100,00 119.371.510.000,00 | 119.371.510.000,00 100,00 150.466.515.000,00 | 150.530.265.400,00 | 100,04
Pemerintah Pusat

Dana Insentif

Do o 53.518.401.000,00 53.518.401.000,00 | 100,00 11.572.948.000,00 11.572.948.000,00 100,00 39.043.184.000,00 39.106.934.400,00 | 100,16
Dana Desa 118.303.532.000,00 | 118.303.532.000,00 | 100,00 107.798.562.000,00 107.798.562.000,00 100,00 111.423.331.000,00 111.423.331.000,00 | 100,00
Pendapatan

Transfer Antar 74.955.280.000,00 | 68.817.570.282,00 | 91,81 77.009.789.000,00 | 120.313.759.249,00 156,23 71.693.701.000,00 | 133.955.221.252,00 | 186,84
Daerah

Pendapatan Bagi 74.955.280.000,00 68.817.570.282,00 | 91,81 77.009.789.000,00 120.313.759.249,00 156,23 71.693.701.000,00 133.955.221.252,00 | 186,84

Hasil
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH

23.696.220.000,00

22.644.132.550,00

25.200.000,00

476.542.441,00

25.000.000,00

127.938.271,00
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2021 2022 2023
Uraian Kinerja Kinerja Kinerja
Anggaran Realisasi Realisasi Anggaran Realisasi Realisasi Anggaran Realisasi Realisasi
(%) (%) (%)

Pendapatan Hibah 1.025.200.000,00 55.024.550,00 5,37 25.200.000,00 476.542.441,00 1.891,04 25.000.000,00 127.938.271,00 511,75
Lain-lain
Pendapatan
Sesuai dengan 22.671.020.000,00 |  22.589.108.000,00 | 99,64 0,00 0 - - -
Ketentuan
Perundang-
undangan

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan 2024
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Kinerja realisasi pendapatan merupakan ukuran kemampuan daerah
dalam mencapai dan memenuhi target pendapatan. Kinerja pendapatan ini
akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun proyeksi

pendapatan daerah.

Kinerja realisasi pendapatan daerah selama tiga tahun berturut-turut
yaitu Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah 105,24 %, 114,11 dan 121,90.
Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja realisasi pendapatan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan sangat baik. Karena realisasinya berada dalam
kisaran di atas 100%. Dengan kinerja pendapatan yang selalu bisa di atas
100% maka proyeksi pengeluaran dan perhitungan sisa lebih perhitungan
anggaran yang bersumber dari pendapatan dapat dilakukan dengan tingkat
optimisme yang tinggi. Sehingga akan meminimalisir kemungkinan

ketidakmampuan keuangan daerah dalam membayar kewajibannya.
II1.2.2.2.4. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada
2025 diperkirakan 15,76%
dibandingkan dengan APBD TA.2024.

Tahun Anggaran turun sebesar jika

Dimana penurunan pertumbuhan
pendapatan diproyeksikan terjadi pada kelompok dana pendapatan transfer
sebesar minus -19,23%. Adapun pada kelompok pendapatan asli daerah
diproyeksikan naik sebesar 0,54%, sedangkan pada kelompok Lain-lain
pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tahun

sama seperti

sebelumnya.

Berikut disajikan tabel proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun

Anggaran 2025:

Tabel III-25 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

URAIAN

REALISASI APBD
2023

APBD TAHUN
2024

PROYEKSI APBD
TAHUN 2025

%

1

2

3

4

5

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

210.796.181.341,90

202.581.342.616,00

203.671.672.000,00

0,54%

Pendapatan Pajak Daerah

17.998.220.856,00

17.561.036.000,00

18.464.347.000,00

5,14%

Pendapatan Retribusi Daerah

5.974.690.084,00

145.114.359.147,00

145.114.360.000,00

0,00%

Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

7.004.148.066,00

6.530.246.663,00

6.717.265.000,00

2,86%

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

179.819.122.335,90

33.375.700.806,00

33.375.700.000,00

0,00%

PENDAPATAN TRANSFER

1.519.119.110.934,00

1.441.521.474.820,00

1.164.344.537.000,00

-19,23%

Transfer Pemerintah Pusat

1.385.163.889.682,00

1.368.393.899.800,00

1.089.754.411.000,00

-20,36%

pajak

Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan

516.848.898.723,00

512.256.444.800,00

461.030.800.000,00

-10,00%

Dana Alokasi Umum

491.370.004.000,00

519.129.316.000,00

519.129.316.000,00

0,00%

Dana Alokasi Khusus Fisik

104.943.218.466,00

72.494.799.000,00

-100%
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URAIAN

REALISASI APBD
2023

APBD TAHUN
2024

PROYEKSI APBD
TAHUN 2025

%

1

2

3

4

Dana Alokasi Non Fisik

121.471.503.493,00

130.536.351.000,00

-100%

Dana Insentif daerah (DID)

39.106.934.000,00

24.382.694.000,00

-100%

Dana Desa

111.423.331.000,00

109.594.295.000,00

109.594.295.000,00

0.00%

Transfer Antar Daerah

133.955.221.252,00

73.127.575.020,00

74.590.126.000,00

2,00%

Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

133.955.221.252,00

73.127.575.020,00

74.590.126.000,00

2,00%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

127.938.271,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00%

127.938.271,00

25.000.000,00

0,00%

‘ Pendapatan Hibah 25.000.000,00

PEMBIAYAAN

380.140.105.980,57 268.509.307.594,00 268.509.307.000,00

‘ ‘ Sisa Lebih Perhitungan 0,00%

Anggaran

PENDAPATAN + PEMBIAYAAN 2.130.183.336.527,47 | 1.942.637.125.030,00 | 1.636.550.516.000,00 | -15,76%

** DID dan DAK Tidak Dicantumkan
Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Pada kelompok pendapatan asli daerah, proyeksi penerimaan naik
sebesar 0,54 %. Tren Kenaikan Pendapatan Asli Daerah terdapat pada
sektor Pajak Daerah sebesar 5,14% dan hasil Kekayaan Darah yang
dipisahkan sebesar 2,86%.

Dana Transfer diproyeksikan menurun sebesar 19,23 % dibandingkan
dengan tahun anggaran 2023. Pada proyeksi penerimaan ini anggaran DAK
dan DID belum dimasukkan dikarenakan jumlahnya yang tidak pasti setiap
tahunnya. Anggaran DAK dan DID akan dimasukkan apabila alokasinya

sudah dipastikan besarannya.

Proyeksi penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah
adalah sebesar 268.509.307.000,00. Proyeksi ini memperhitungkan dari
sumber penerimaan daerah yang melampaui target dan efisiensi dari

belanja daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan daerah, maka
dilaksanakan beberapa strategi di bidang pendapatan daerah yaitu:

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak
berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi
masyarakat.

2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai sumber penerimaan daerah.

3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam
rangka mengoptimalkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan
keuangan dari provinsi.

4. Optimalisasi sinergi program dengan pemerintah pusat melalui dana

alokasi khusus dan dana transfer lainnya.
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5. Memacu prestasi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat
membantu daerah dalam pembangunan melalui reward yang diterima
seperti Dana Insentif Daerah (DID).

6. Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka
peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan
daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Payment.

7. Optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil
PAD.

8. Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

III.2.3 Analisis dan Perhitungan Pengeluaran Wajib Daerah

Sebelum menghitung proyeksi pengeluaran wajib daerah, berikut
rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah selama tiga

tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tren

pertumbuhan belanja yang wajib disediakan daerah. di bawah ini disajikan
tabel rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah.

Tabel III-26 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja yang Mengikat Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023

Uraian 2020 2021 2022 2023 (Unaudited) Rata-Rata
f:;ag';’sn?dak 738.202.379.899 | 715.503.094.899 | 738.001.307.862 | 783.585.055.961 2,08
Belanja Gaji 468.226.677.267 | 482.702.664.650 | 491.961.749.591 | 510.805.103.799,42 2,95
Hibah 27.917.073.003 25.458.597.908 33.850 162335 | ©1:990.049.648,00 35,76
Bantuan Sosial 24.221.010.756 17.600.518.000 18.400.504.900 | 16.868.361.514,00 10,37
Bagi Hasil 2.288.000.000 2.628.865.000 2.628.865.000 2.628.865.000,00 4,97
kepada Pemdes
Bantuan
Keuangan 193.384.146.320 | 182.703.532.000 | 188.635.765.036 | 188.369.741.000,00 0,81
kepada Pemdes
dan Parpol
,‘?:ii:”;aﬁdak 22.165.472.553 4.408.917.341 2.515.261.000 2.922.935.000,00 35,62

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan 2024

Proyeksi pengeluaran wajib daerah dihitung dari jumlah belanja
Operasi dan belanja transfer serta pengeluaran pembiayaan. Berikut
disajikan tabel penghitungan kebutuhan belanja tidak langsung dan
pengeluaran pembiayaan daerah:
Tabel III-27 Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja yang Mengikat

dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2025

URAIAN APBD 2024 PROYEKSI RAPBD 2025

BELANJA 1.906.521.125.030 1.636.550.516.000

Belanja Operasi 1.292.055.360.857 1.159.422.514.000

Belanja Pegawai 692.538.332.631 709.851.790.000

Belanja Hibah 67.827.548.800 32.695.980.000
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URAIAN APBD 2024 PROYEKSI RAPBD 2025
Belanja Bantuan Sosial 15.848.800.000 16.798.800.000
Belanja Melampaui Tahun ) )
Anggaran
Belanja BOS - -
Belanja Transfer 213.432.111.600 210.560.306.600

Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten /Kota dan 2.605.109.600 2.950.000.000
Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten /Kota dan 210.827.002.000 207.610.306.600
Pemerintahan Desa

Belanja Tidak Terduga 15.530.490.776 15.530.490.776
Pengeluaran Pembiayaan 36.116.000.000 -
Pembentukan dana cadangan 20.000.000.000 -
Penyertaan Modal 16.116.000.000 -
JUMLAH PENGELUARAN WAJIB 1.557.133.963.233 1.385.513.311.376

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan 2024

Jika dibanding dengan Tahun Anggaran 2023, belanja pegawai
diproyeksikan turun sebesar -4,63 %. Belanja pegawai ini diproyeksikan
dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021
dan realisasi Tahun Anggaran 2022 serta memperhitungkan accress yang
disiapkan untuk mengantisipasi masuknya pegawai P3K, kenaikan gaji,
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan jabatan serta penerimaan dan
pensiun Aparatur Sipil Negara. Penurunan ini dimaksudkan untuk

meningkatkan realisasi belanja pegawai.

Hibah yang terus menerus setiap tahun pada Tahun Anggaran 2023
diproyeksikan sebesar 10,36 Milyar Rupiah. Hibah ini diperuntukkan
untuk Belanja Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk lembaga
pendidikan non pemerintah, hibah untuk organisasi-organisasi yang rutin

diberikan setiap tahun dan hibah untuk partai politik.

Bantuan sosial diproyeksikan sebesar 10,35 Milyar Rupiah. Anggaran
ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah dalam
membuat jaring pengaman sosial. Seperti program rumah sejahtera,

beasiswa untuk siswa tidak mampu, lansia, janda veteran dan lainnya.

Dana bagi hasil untuk pemerintah desa dialokasikan sebesar Rp.
2.628.865.000. Anggaran ini diperhitungkan dari alokasi pendapatan pajak

daerah dan retribusi sebesar kurang lebih 10%.
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Bantuan keuangan diproyeksikan sebesar Rp. 186.179.500.000
rupiah. Anggaran ini bersumber dari dana desa dari pemerintah pusat,

alokasi dana desa dari APBD dan bantuan keuangan untuk Pilkades.
III.2.4 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Tabel III-28 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai
Selatan Tahun 2025

URAIJAN

JUMLAH

Pendapatan

1.368.041.209.000,00

Perkiraan SiLPA

268.509.307.000,00

Total Penerimaan

1.636.550.516.000,00

Belanja Mengikat (Belanja Pegawai, Hibah Uang,
Bantuan Sosial Uang, DBH Pajak dan Retribusi untuk
desa, ADD, Dana Desa, Belanja Tidak Terduga)

1.211.437.367.376,00

Total Pengeluaran yang Mengikat

1.211.437.367.376.00

KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH

425.113.148.624,00

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Proyeksi pengeluaran daerah dapat dirangkum sebagaimana di bawah ini:

Tabel III-29 Proyeksi Anggaran Pengeluaran Daerah Kab. Hulu Sungai

Selatan Tahun 2025

URAIAN PROYEKSI RKPD
Belanja Daerah 1.636.550.516.000,00
Belanja Operasi 1.159.422.514.000,00
Belanja Modal 251.037.204.624,00
Belanja Tidak Terduga 15.530.490.776,00

Belanja Transfer

210.560.306.600,00

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Jumlah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang
diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 1.636.550.516.000.
Jumlah ini terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 1.368.041.209.000
dan penerimaan pembiayaan SiLPA sebesar Rp 268.509.307.000. Jumlah
pengeluaran belanja yang mengikat yang diperlukan adalah sebesar Rp
1.211.437.367.376. Dari penghitungan penerimaan dengan pengeluaran
wajib yang diperlukan maka didapatkan kapasitas riil keuangan daerah
yang tersedia untuk belanja operasi dan belanja modal yang terkait dengan

pencapaian kinerja pembangunan daerah. sebesar Rp 425.113.148.624.
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi,
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada
RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025. Perumusan tujuan dan
sasaran RPD 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu
strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Dokumen RPD 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari
RPJPD Kalimantan Selatan 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan
jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam
perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 ini. Pembangunan jangka
panjang tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kab.
Hulu Sungai Selatan yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya  struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM

berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing.

Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang
direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator
tujuan sebagai indikator keberhasilan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

atau indikator kinerja sasaran RPD.
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Tujuan I: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan
Strategi 1 : Pembangunan infrastruktur tematik sebagai upaya pengembangan pariwisata yang diikuti dengan perkembangan produktivitas

pada sektor UMKM serta Pertanian yang disertakan dengan penguatan investasi, akses terhadap pasar dan pendampingan para pelaku usaha
yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian serta keseimbangan lingkungan.

No Sasaran Arah Kebijakan

I.I | Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing | Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen
Berkelanjutan pengelolaan

Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan

penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkap maupun budidaya lokal

peningkatan infrastuktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan
kekeringan

penyediaan sistem sanitasi dan air bersih di kawasan pedesaan

peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat

Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata
strategis

Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar
domestik maupun luar negeri

Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha
UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar
negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

Pendampingan kelembagaan,sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf

Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lokal Pasca Pandemi
Covid-19

Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan
kualitas penataan ruang

Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan
lingkungan hidup

pengelolaan persampahan berbasis masyarakat

Membangun konektivitas perhubungan

Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana

Optimalisasi Potensi Perdagangan Karbon (Carbon Trading) pada Lahan Gambut




Strategi 2 :
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Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan

wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum

No

Sasaran

Arah Kebijakan

L.II

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Ketimpangan Pendapatan

Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi
untuk memenuhi Kebutuhan Pasar

Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap
tenaga kerja

Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan
ekonomi

Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada
pertanian, UMKM dan pariwisata

Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan wusaha bagi
perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak

Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran

Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter
Strategi 3 : Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada kesetaraan akses pendidikan dasar sampai pendidikan

tinggi, peningkatan upaya preventif dan promotif dalam kesehatan, serta menjaga kestabilan harga pangan untuk guna menjaga daya beli
masyarakat.
No Sasaran Arah Kebijakan

II.I

Meningkatnya Akses Dan Kualitas
Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan
Dan Non Pangan

Peningkatan ketersediaan , akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta
konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting

peningkatan Kualitas Pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya
lokal serta keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau seluruh desa dan
mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja

Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, serta
penyediaan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh desa

Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Penguatan literasi berbasis digital




Strategi 4

menjaga kondusifitas daerah
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: Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta

No Sasaran Arah Kebijakan
II.II | Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat | Peningkatan modal sosial dengan fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi
Yang Berkarakter Dan Berbudaya kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas
Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta
penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan pemuda atas budaya lokal
Penegakan perda dengan edukasi masyarakat
Tujuan III : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Strategi 5 : Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi birokrasi manajemen pemerintahan dan

memperkuat inovasi layanan publik hingga ke tingkat desa.

No

Sasaran

Arah Kebijakan

III.I

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai
Desa

Perrmudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat
desa

Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel berbasiskan e-government

Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif

Peningkatan Infratastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik

Penguatan data data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah

Penguatan pemanfaatan teknologi dan data geospasial dalam menyusun evaluasi
pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan

Sumber : RPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026
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IV.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Penetapan  prioritas dan sasaran pembangunan dengan
menyesuaikan arah kebijakan, yang telah disusun dalam kerangka
strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang
dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana
pembangunan jangka menengah daerah serta untuk meningkatkan rasa
tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat

Daerah.
IV.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana
program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan
melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top
down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari
pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub
kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama transisi pelaksanaan RPJPN
Tahun 2025 - 2045 dan RPJMN Tahun 2025 - 2029. Pada rancangan
RPJMN Tahun 2025 - 2029, arah kebijakan difokuskan pada Perkuatan
Fondasi Transformasi yang kemudian dituangkan setiap tahunnya ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP Tahun 2025 sebagai tahap
awal pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 - 2029 memiliki kedudukan
strategis sebagai fondasi awal perwujudan fondasi transformasi, yang
meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata
kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinann Indonesia, serta

ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan”, difokuskan pada perkuatan fondasi

transformasi dalam perkuatan beberapa komponen, yaitu :

1. Infrastruktur berkualitas yang berfokus pada infrastruktur untuk
peningkatan produktivitas;

2. Sumber daya manusia berkualitas, yang berdaya saing dan
produktif;

3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja
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berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk

ramah lingkungan.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun

2025 diterjemahkan ke dalam lima agenda pembangunan, yaitu :

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan :

a. Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui : a)
Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; b) Pengendalian
penyakit dan pembudayaan hidup sehat; c) Penguatan kapasitas
ketahanan kesehatan; d) Penguatan pelayanan kesehatan dan
tata kelola

b. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata,
melalui: a) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra
Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah); b) Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas
dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art,
Mathematics (STEAM); c) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan
Pembelajaran; d) Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Berkualitas; e) Penguatan Sistem Tata Kelola
Pendidikan; f) Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan
Kemampuan Kerja.

c. Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan
fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif
dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada
seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong
penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan
yang berkesinambungan, melalui: a) Satu Sistem Registrasi
Sosial Ekonomi; b) Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan
Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif; c) Reformasi Sistem
Jaminan Sosial Nasional; d) Pengembangan Ekonomi Perawatan
(Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan
Kesejahteraan; e) Inklusi sosial untuk Kesejahteraan Penyandang
Disabilitas, Lanjut Usia, dan Kelompok Rentan Lainnya

2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan :

a. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui (a) penguatan
industri dasar, (b) hilirisasi industri berbasis mineral penting, (c)
hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati, (d)

pengembangan industri medium-high technology, (e) penguatan
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produktivitas industri padat karya terampil, (f) produktivitas
UMKM dan koperasi, (g) pengembangan ekonomi biru Indonesia
sebagai sumber pertumbuhan baru; (h) pembangunan destinasi
pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, (i) penguatan
ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan
intelektual, (j) peningkatan produktivitas BUMN, (k) penguatan
ekonomi dan keuangan syariah, (l) peningkatan produktivitas
tenaga kerja, (m) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam
pembangunan nasional, serta (n) peningkatan produktivitas
sektor pertanian

Penerapan Ekonomi Hijau dilaksanakan melalui (a) percepatan
transisi energi, (b) ekonomi sirkular industri, (c) pengembangan
pekerjaan hijau (green jobs), dan (d) pengelolaan hutan lestari.
Percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui (a)
penguatan fondasi utama transformasi digital; (b) digitalisasi
sektor ekonomi dan sektor strategis; (c) pemerintah digital; (d)
penguatan faktor pendukung dan akselerator transformasi
digital.

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, dilakukan melalui (a)
pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi; (b) optimalisasi
backbone integrasi ekonomi; (c) perkuatan sistem logistik
nasional; (d) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi
domestik dan global; serta (e) peningkatan perdagangan
domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi

dalam rantai nilai global.

. Mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi melalui (a) wilayah metropolitan, (b)
pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan (c¢) peningkatan

kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.

3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan :

a.

Penguatan Tata Kelola Regulasi dan Pembentukan Lembaga
Tunggal Pengelola Regulasi

Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan

Transformasi Manajemen ASN

. Transformasi Kesejahteraan, Sistem Penggajian Tunggal dan

Pensiunan ASN
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f. Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan
g. Penguatan Integritas Partai Politik

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, dengan
arah kebijakan :

a. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan
Demokrasi Substansial berfokus pada penguatan fondasi
transformasi melalui pembaharuan substansi, dan transformasi
kelembagaan hukum pada isu- isu strategis seperti sistem
penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penghormatan dan
pelindungan hak asasi manusia, serta budaya hukum.

b. Stabilitas Ekonomi Makro diarahkan untuk menjadi pemampu
(enabler) dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui bauran kebijakan
fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan sektor
keuangan.

c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar
Kawasan, diarahkan kepada penguatan tata kelola bagi
pelaksanaan kebijakan ke depan, yaitu berupa fondasi dan
modalitas diplomasi, termasuk di antaranya penguatan
infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, konsolidasi kebijakan,
serta langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi yang
didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan :

a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju. Pencapaian
indikator dilakukan melalui dua upaya. Upaya pertama yakni,
penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan
transformatif,

b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat
Inklusif dengan kebijakan yang diarahkan pada penguatan
ketangguhan keluarga, peningkatan kesetaraan gender, serta
perwujudan  masyarakat inklusif yang  memperhatikan
perbedaaan karakteristik dan kebutuhan berbagai kelompok.

c. Lingkungan Hidup Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH), persentase rumah tangga dengan akses
sanitasi aman, persentase timbulan sampah terolah di fasilitas

pengolahan sampah
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d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan. Setiap
wilayah berfokus pada penguatan ekosistem percepatan
pembangunan daerah serta pemenuhan infrastruktur dan
layanan dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, maka sesuai RKP
Tahun 2025 kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana
akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan
berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai
pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai
lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang

berkelanjutan.

Berdasarkan kebijakan kewilayahan, maka tema pembangunan
wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2025 adalah “Superhub Ekonomi
Nusantara”, dengan sasaran pembangunan daerah pada Provinsi

Kalimantan Selatan sebagai berikut.

Tabel IV-1 Highlight Indikasi Intervensi Kewilayahan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2025
No Agenda Pembangunan Highlight Indikasi Intervensi

Percepatan pelaksanaan pendidikan vokasi dengan
menggerakan TKDV di kalimantan Selatan

Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana
prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Ulin dan RSUD dr. H. Moch.
Ansari Saleh di Kota Banjarmasin

Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi

malaria dan penanganan Tuberkulosis)

Penyediaan Jaminan Kesehatan untuk percepatan
pencapaian Universal Health Coverage

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan dan
Sosial

Pemerataan layanan dan aksesibilitas pelayanan
rehabilitasi sosial di dalam panti

Fasilitasi pembangunan sarana ruang kreatif pada
Kawasan Wisata Bawah Jembatan di Kab. Barito Kuala
Pengembangan sarana prasarana desa wisata yang
dibangun untuk mendukung destinasi pariwisata
agropolitan di Kab. Tabalong dan Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
di Kota Banjarbaru

Pengembangan Kawasan Karet di Kab. Hulu Sungai
Tengah dan Kab. Balangan

Pengembangan sarana dan prasarana pascapanen
tanaman perkebunan untuk komoditas kopi di Kab.
Banjar dan Kab. Hulu Sungai Tengah serta komoditas
karet di Kab. Tanah Laut, Kab. Barito Kuala, Kab. Hulu
Sungai Selatan, dan Kab. Hulu Sungai Tengah

1 Transformasi Sosial

2 Transformasi Ekonomi



No Agenda Pembangunan

3 Transformasi Tata Kelola

Supremasi Hukum,
4 Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia
Ketahanan Sosial, Budaya,
dan Ekologi
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Highlight Indikasi Intervensi
Pembangunan jembatan penghubung Pulau
Kalimantan—Pulau Laut dan Jembatan Barito Il, serta
Peningkatan Ruas Jalan Lintas Barat Kalimantan
Selatan
Pembangunan Jalan Halong-Paser, Jalan Lintas Barat
Provinsi, dan Jalan Lingkar Lintas Tengah Pulau Laut

Penyediaan perlengkapan jalan di WM Banjarmasin
(Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kab. Banjar)
Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam di Kab.
Kotabaru

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di
Perkotaan Banjarmasin (BRT)

Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas
regional dan penguatan konektivitas digital

Penyusunan panduan dan rencana pengembangan
untuk kota dan kawasan perkotaan Banjarmasin
Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah
untuk pengelolaan WM Banjarmasin

Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan
dengan pengembangan kawasan perkotaan
Banjarmasin

Pengembangan smart government serta penguatan
kapasitas aparatur daerah dan lembaga

Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat
kriminalitas lokal dan lintas batas

Penguatan instrumen peringatan dini bencana di 13
lokasi kabupaten/kota

Perkuatan tebing Sungai Tabalong

Pembangunan prasarana air baku Kab. Barito Kuala
Pengembangan sistem pengelolaan persampahan
skala regional di Kota Banjarbaru

Penyediaan sumber daya manusia berkompeten,
sarana, prasarana, dan sistem komunikasi pencarian
dan pertolongan (SAR)

IV.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026,

tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 yaitu “Pemantapan Kualitas Daya Saing

Daerah Menuju Kemandirian melalui intensitas kerjasama yang Mendukung

Pembangunan”. Merujuk pada kebijakan nasional dan isu-isu strategis yang telah

dirangkum, maka tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 telah dilakukan

penyesuaian menjadi :

PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH DENGAN PENINGKATAN
KUALITAS SARANA PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KALIMANTAN
SELATAN SEBAGAI GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN
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Tema Pembangunan tahun 2025 memiliki makna penting yang diwakili 3

kata kunci (key words), yaitu :

1) Pemantapan Daya Saing Daerah : Menunjukkan pentingnya daya
saing daerah dalam konteks lingkungan pendukung, sumber daya
manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, fokus
dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan
Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana : meningkatkan kuantitas
dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti jalan,
jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, gudang, pasar dan lainnya.
Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi
distribusi barang/jasa dalam

3) Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan : mengembangkan
Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan
menjadi titik penting dalam rantai pasok regional (produksi skala
regional), memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan

berkelanjutan (distribusi).

Berdasarkan ketiga poin tersebut maka tema Tahun 2025 memiliki
makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025
bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung
pembangunan ekonomi inkslusif dengan memperhatikan prinsip
pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan
potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui
peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas

pendukung.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025
dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan

daerah ke dalam 5 Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut.

PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata

Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan

a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian

b. Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri
Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan

c. Peningkatan Pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan

Berdaya Saing
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d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing

€.

PD 2:

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan

Berdaya Saing

o P

moe a0

PD 3:

PD 4

Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
Penurunan Prevalensi Stunting

Penurunan Angka Pernikahan Anak
Peningkatan Prestasi Olahraga

Pengembangan Budaya Daerah
Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi

Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar

Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar
Wilayah

Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi

dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada

Pelayanan Publik dan Investasi

a.

d.
e.

f.

PD 5

Penguatan Reformasi Birokrasi

Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik

Pengembangan Satu Data Kalsel

Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung

Ketahanan Bencana

a.

b.

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Dalam rangka melaksanakan prioritas di atas, dikembangkan Strategi dan

arah kebijakan Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

1. Peningkatan Daya Saing Daerah dengan strategi :
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a. Peningkatan Lingkungan Pendukung dengan arah kebijakan sebagai

berikut :

* Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
dasar dan perekonomian : pembangunan dan pengembangan
infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendorong
aktivitas perekonomian.

* Meningkatkan stabilitas ekonomi makro : Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi, penciptaan
nilai tambah produk, dan perkuatan investasi.

* Memberikan insentif bagi investor: Memberikan insentif bagi
investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti

keringanan pajak dan kemudahan perizinan.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan

sebagai berikut :

e Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk
tenaga kerja: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk
tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan keahlian yang
dibutuhkan oleh industri dan sektor logistik.

* Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja:
Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk
meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka di bidang-
bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen.

* Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas: Menciptakan
lapangan kerja yang berkualitas dengan gaji yang layak bagi

masyarakat Kalimantan Selatan.

c. Peningkatan dan Pengembangan Pasar Barang dan Jasa dengan

arah kebijakan :

* Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM:
Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk
meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar.

» Membuka akses pasar bagi produk lokal: Membantu UMKM untuk
memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan
internasional.

* Meningkatkan promosi produk lokal: Melakukan promosi produk

lokal melalui berbagai media seperti pameran, iklan, dan internet.

d. Peningkatan Ekosistem Inovasi, dengan arah kebijakan :
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Mendorong pengembangan kajian dan inovasi untuk menciptakan
diversifikasi pengetahuan dan ide inovatif dalam mendorong perkuatan

perencanaan, kelembagaan, dan konsep-konsep pembangunan baru.
2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dengan strategi :
a. Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan arah kebijakan :

* Memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan
kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi lainnya.

e Membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di
Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah.

* Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk
mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional.

* Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi di seluruh
wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan ekonomi

dan sosial.

b. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dengan arah kebijakan

sebagai berikut :

* Peningkatan cakupan Layanan Air Bersih
* Peningkatan Layanan Sanitasi Layak, dan
* Pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

3. Perwujudan Gerbang Logistik dengan strategi
a. Optimalisasi dan Integrasi Pusat Kegiatan, dengan arah kebijakan :

* Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis wilayah
* Mendorong pengembangan konektivitas antar kawasan-kawasan
sentra bahan baku dan pendukung pendukung produksi lainnya

pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan kereta api.

b. Optimalisasi Kawasan Industri dan Jalur Logistik dengan arah

kebijakan sebagai berikut :

e kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang
memadai dan terhubung dengan pelabuhan untuk memudahkan
kegiatan logistik.

e Meningkatkan system Distribusi barang dan jasa antar kawasan

seperti terminal barang, pusat distibusi yang efektif.
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Potensi dan Arah Pembangunan Kewilayahan

IV.2.3.1. Hulu Sungai Selatan dalam Wilayah Banua Anam

Secara umum Kawasan Banua Anam merupakan Kawasan yang

memiliki Potensi pada sektor Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata dalam

kaitannya untuk mendukung fungsi kawasan sebagai Kawasan Strategis

Provinsi dan Pusat Kegiatan, pengembangan ekonomi khususnya Hulu

Sungai Selatan diarahkan sebagai berikut:

1. Pembangunan diarahkan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang pada

dasarnya dapat mendorong:

o

o

o

©)

o

Pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi
Pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan
masyarakat

Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

Penurunan jumlah penduduk miskin

Penguatan kemampuan fiskal daerah yang mandiri

2. Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pertanian

berkelanjutan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat

mendorong:

©)

Penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup
(habitat) sumber daya pertanian.

Jaminan bagi perluasan lahan pertanian, peningkatan
ketersediaan saprodi dan infrastruktur pendukung bagi
peningkatan produktifitas

Jaminan ketahanan pangan dan taraf hidup petani yang layak
Pengolahan hasil perkebunan lebih lanjut agar tercipta nilai
tambah dan jaringan pemasaran yang lebih luas dan kompetitif
Reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan
jaminan mutu produk

Pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan

terpadu secara luas

3. Pembangunan diarahkan untuk optimalisasi sumber daya alam dan

dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong:

o

o

o

Pengembangan agribisnis modern berbasis SDA pertanian
Pengembangan pola kemitraan

Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat



o

©)
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Pengembangan sumber daya energi alternatif dan energi baru
terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan

Pengembangan sumber daya air, tanah dan mitigasi bencana
alam yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan

4. Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pemanfaatan barang

dan jasa hasil hutan secara arif dan bijaksana dengan

memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi

masyarakat secara luas

o

Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan
sebaran yang proporsional sekaligus mengoptimalkan aneka
fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, dan
produksi (kayu, non kayu,jasa) untuk mencapai manfaat sosial,
budaya dan ekonomi yang seimbang melalui terbentuknya
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi, Lindung dan
Konservasi

Melakukan pembangunan hutan secara lestari melalui
pendekatan forest resource management dengan memperhatikan
keanekaragaman manfaat dan hasil hutan, kondisi fisik kawasan
dan kepentingan para pihak

Revitalisasi industri kehutanan yang dikembangkan sesuai
konsep pengelolaan hutan lestari dan berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada
prinsip efesiensi, ramah lingkungan, variasi produk, nilai
tambah, jaminan pasokan dan akses pasar, dan mampu bersaing
secara global.

Pengkajian neraca sumber daya alam dan optimalisasi PDRB-
termasuk

PDRB hijau melalui pengelolaan hutan secara lestari pada unit
[UPHHK hutan alam dan hutan tanaman (industri dan rakyat)
serta peningkatan produk non kayu (non timber forest product)
dan percepatan mekanisme perdagangan karbon

Pengembangan insentif dan reward bagi perusahaan dan
masyarakat yang mampu mengelola hutan sesuai prinsip-prinsip

kelestarian

S. Pembangunan diarahkan untuk optimalisasi sumberdaya alam dan

dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong :
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Pengembangan pola kemitraan

Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat

Pengembangan agribisnis modern berbasis SDA pertanian

Pengembangan sumber daya energi alternatif dan energi baru

terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan

Pengembangan sumber daya mineral, batubara, air, tanah dan

mitigasi bencana alam yang mendukung pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Gambar IV-1 Delineasi Kawasan Banua Anam

e beedd e

PETA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
ZONA KAWASAN BANUA ANAM

AW s

L Fee e
AT .

Sumber : RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Wilayah Banua Anam merupakan wilayah ketahanan pangan dan

kerajinan dengan potensi perkebunan terutama sayuran dan buah -
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buahan yang dapat menopang wilayah banjarbakula dan ibukota
nusantara, potensi perikanan air tawar yang besar yang perlu
dikembangkan ke dalam ikan kemasan dan albumin ikan gabus agar
mampu bersaing masuk ke pasar Ibu Kota Nusantara dan masuk ke pasar
Internasional. Industri Perkebunan Karet yang dihasilkan wilayah ini
diharapkan mampu menyediakan kebutuhan di zona industri di sekitar.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peran untuk menjadi penyedia
untuk hal-hal tersebut seperti pangan, bahan baku albumin, serta hasil
dari pertanian karet ataupun sawit. Posisi Hulu Sungai Selatan yang
berada di tengah Kawasan menjadikan posisi ini strategis dalam
menyalurkan komoditas-komoditas tersebut ke wilayah Banjarbakula,
Kawasan Saijaan Bersujud, Kawasan Banua Anam lainnya dan Ibu Kota

Nusantara

Gambar IV-2 Konektivitas Hulu Sungai Selatan dengan Kawasan
Sekitar

BANDARA PERINTIS SEBAGAI PENINGKATAN
KONEKTIVITAS MELALUI JALUR UDARA

PENINGKATAN KONEKTIVITAS IKN DAN
BANJAR BAKULA

o KONEKTIVITAS BANUA ANAM DAN SAIJAAN
BERSUJUD

PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTAR
KABUPATEN DI BANUA ANAM

Sumber : Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

IV.2.3.2. Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pengembangan wilayah (Regional Development) adalah upaya untuk
memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah
dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan wilayah jika
dilihat dari sudut pandang ekonomi, secara umum berorientasi pada
meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan indikatornya
adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan additional
value (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan. Sedangkan jika

dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus
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terhadap tujuan agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang
berkembang menjadi berkembang atau maju yang terjadi secara bertahap
dan diharapkan dapat membantu pengembangan daerah sekitarnya.
Friedman dan Alonso (2008) berpendapat bahwa untuk jangka panjang
dalam pengembangan wilayah menjadi lebih penting bagi masyarakat
untuk mengenal potensi sumber daya dan potensi pengembangan lokal
wilayah  khususnya potensi-potensi yang dapat mendatangkan
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, tidak
terkecuali pengurangan angka kemiskinan, dan juga hambatan
pembangunan daerah dapat teratasi dalam rangka meraih tujuan dari
pembangunan. Berikut adalah 7 hal penting dalam pembangunan yang
dapat berpengaruh terhadap pengembangan wilayah:

a. Sumber daya lokal : sumber daya lokal merupakan salah satu
komponen penting dalam pembangunan karena sumber daya lokal
merupakan kondisi alam yang dimiliki wilayah yang sifatnya berasal
dari dalam daerah itu sendiri dan dapat memberi nilai positif bagi
daerah. Selain itu sumber daya lokal juga dapat dikembangkan
untuk meningkatkan daya saing. Contohnya adalah keberadaan
barang tambang yang melimpah, tanah yang subur, dan lain
sebagainya.

b. Pasar : Pasar merupakan tempat bagi daerah untuk memasarkan
produk yang dihasilkan wilayah tersebut dalam proses produksi.

c. Tenaga kerja : merupakan sumber daya yang bertugas sebagai
pengolah sumber daya lokal yang fungsinya adalah meningkatkan
nilai jual produk yang berasa dari hasil proses produksi wilayah
tersebut.

d. Investasi : dalam mengembangkan wilayah memerlukan investasi
berupa penanaman modal dalam setiap kegiatannya. Semakin stabil
kondisi wilayah dan meningkat atau dengan kata lain kondusif maka
akan semakin besar investasi yang masuk

e. Kemampuan pemerintah : kehadiran pemerintah dianggap penting
dalam pengembangan wilayah karena pemerintah mempunyai peran
sebagai pengarah, selain itu pemerintah juga sebagai katalisator
pembangunan.

f. Transportasi dan komunikasi : mengingat pentingnya wilayah satu
dan wilayah lainnya untuk terhubung membuat peran transportasi

dan komunikasi menjadi penting. Dengan adanya penghubung yang
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baik antara wilayah satu dan lainnya dapat menimbulkan
terciptanya arus pergerakan barang, jasa, dan informasi dengan
begitu akan memberi pengaruh juga terhadap pengembangan
wilayah.

g. Teknologi : teknologi menjadi komponen penting karena teknologi
dapat membantu proses produksi di wilayah agar menghasilkan

output dan kinerja yang meningkat.

Pengembangan wilayah memiliki tantangan besar di tengan kondisi
dunia yang tidak menentu, beberapa tantangan dan isu itu adalah :
Pertumbuhan Ekonomi Rendah, Pengangguran dan Kemiskinan,
Ketimpangan Ekonomi Terburuk Ke-3 di Dunia, Disparitas Pembangunan
Antar Wilayah, Fragmentasi Sosial, Deindustrialisasi, Rendahnya
Kedaulatan Pangan, Farmasi, dan Energi, Rendahnya Daya Saing dan IPM,
Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, serta adanya Volatilitas
Global (Perubahan Iklim, Perang Rusia Ukraina, Persaingan China dan
Amerika Serikat, Industry 4.0). Kondisi Volatilitas Global secara umum
terlihat dalam era VUCA. VUCA adalah singkatan dari volatility,
uncertainty, complexity, dan ambiguity. Istilah VUCA di era industri 4.0
tetap berlaku pada era society 5.0. Kita dihadapkan pada kondisi dimana
terjadi perubahan skala besar (volatility), kesulitan melakukan prediksi
secara akurat (uncertainty), kerumitan tantangan akibat berbagai faktor
yang saling terkait (complexity), dan ketidakjelasan suatu kejadian dengan
mata rantai akibatnya (ambiguity) atau yang disebut sebagai kriteria VUCA.
Situasi lingkungan yang hadir serba tidak pasti, fluktuatif, kompleks, sulit

diprediksi dan kebenaran realitas bersifat subjektif

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari aspek geografi dan demografi
adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 Km sebelah utara ibu kota
Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Serta 363 Km dari Penajam
Paser Utara, Kawasan Ibu kota Negara (IKN). Memiliki banyak
keanekaragaman hayati yang melimpah. Tak ketinggalan pula kekayaan
budaya dan kreativitas masyarakat yang secara turun temurun
dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi

para wisatawan.

Secara teori pengembangan wilayah dapat dibedakan berdasarkan

kategori :
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1. Berdasar wilayah administrasi pemerintahan, seperti
Kabupaten /Kota,

2. Berdasarkan kesamaan kondisi, yang paling umum adalah
kesamaan kondisi fisik.

3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu ditetapkan
terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama
besarnya

4. Berdasarkan wilayah perencanaan/program

Hoover dan Giarratani menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses

pembangunan wilayah, yaitu:

1. Keunggulan komparatif (Pilar ini berhubungan dengan keadaan
ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif
sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah).

2. Aglomerasi (Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang
berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya
keuntungan ekonomi secara spasial), dan

3. Biaya Transport. (Pilar ini adalah yang paling kasat mata

mempengaruhi aktivitas perekonomian)

Syarat lain yang juga tidak kalah penting adalah transformasi
struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian,
kehutanan dan perikanan), sektor sekunder : Sektor yang mengolah bahan
baku dari sektor Primer maupun Sektor sekunder itu sendiri, menjadi
barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi Sektor
Bangunan, Sektor Industri Pengolahan. Sektor ketiga adalah sektor tersier

(perdagangan,transportasi, keuangan dan jasa).

Tabel IV-2 Peranan Sektor Ekonomi PDRB Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kalimantan Selatan

Wilayah Primer Sekunder Tersier Total
(1) (2) (3) (4) (5)

Tanah Laut 41,38 20,42 38,2 100,00
Kotabaru 37,6 39,59 22,81 100,00
Banjar 31,58 17,9 50,52 100,00
Barito Kuala 27,08 29,98 42,94 100,00
Tapin 47,38 13,09 39,53 100,00
Hulu Sungai Selatan 35,06 16,43 48,51 100,00
Hulu Sungai Tengah 24,25 23,14 52,61 100,00
Hulu Sungai Utara 16,68 20,6 62,72 100,00
Tabalong 52,6 15,81 31,59 100,00
Tanah Bumbu 50,32 16,83 32,85 100,00
Balangan 72,66 6,74 20,6 100,00
Banjarmasin 2,38 29 68,62 100,00
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Banjarbaru 5,76 23,34 70,9 100,00

Kalimantan Selatan 33,3 22,72 43,98 100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Terlihat dalam tabel di atas bahwa  sektor sekunder
(pengolahan/industri) masih rendah. Padahal di daerah maju sektor ini
menjadi lebih dominan Syarat lain yang juga tidak kalah penting adalah
transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor
primer (pertanian, kehutanan dan perikanan), sektor sekunder : Sektor
yang mengolah bahan baku dari sektor Primer maupun Sektor sekunder
itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini
meliputi Sektor Bangunan, Sektor Industri Pengolahan. Sektor ketiga
adalah sektor tertier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa).
Terlihat dalam tabel di atas bahwa sektor sekunder (pengolahan/industri)

masih rendah. Padahal di daerah maju sektor ini menjadi lebih dominan.

Secara sebaran ketiga sektor tersebut di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dapat di lihat dalam gambar peta potensi ekonomi berikut ini. Peta
tersebut dapat memberikan gambaran secara umum mengenai sebaran
sektor primer, sekunder dan tersier dalam struktur ekonomi Kabupaten

Hulu Sungai Selatan.

Gambar IV-3 Peta Potensi Ekonomi Kab Hulu Sungai Selatatn

Peta Potensi
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Sumber : Bappelitbangda Kab.. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, Diolah

Berdasarkan kondisi tersebut serta keberadaan Kawasan Ibu kota
Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang
berjarak sekitar 363 Km dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentu perlu

penyikapan Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan wilayah di
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Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawasan Ibu kota Negara (IKN) disiapkan
dengan luas total 256.142 Ha, areal perkantoran 56.180 Ha, serta
diperkirakan penduduk yang datang termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebanyak 1,1 jt — 1,5 jt jiwa ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan
bagi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitar IK